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ABSTRAK  
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana praktik bagi mahasiswa di 
lapangan dalam upaya pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang professional 
dengan memberikan pengalaman kepada calon pendidik mengenai pengimplementasian dan 
penerapan ilmu yang telah dikuasai dalam pratik keguruan pada proses pembelajaran yang 
sesungguhnya di lapangan. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan mampu 
mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa sekaligus menjadi motivasi untuk terus 
mengaktualisasi diri dan mengabdi di dunia pendidikan agar mampu mewujudkan dunia 
pendidikan yang berkualitas dimasa depan. Pada kegiatan PPL yang dilaksanakan mulai 15 
Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 ini, mahasiswa praktikan memeroleh tugas 
melaksanakan praktek mengajar di dalam kelas yang diampu oleh guru pembimbing dengan 
mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang telah dipelajari 
dibangku kuliah dengan penuh tanggung jawab. 
Kegiatan PPL merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari observasi kelas, serta 
proses pengidentifikasian lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik, koordinasi 
dengan pihak terkait antara lain, Kepala Sekolah, Koordinator PPL SMA Negeri 1 
Banguntapan hingga guru pembimbing tiap mata pelajaran, penyusunan RPP dan media 
pembelajaran, serta pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan non-mengajar. Selama 
praktek pengalaman lapangan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajar kelas X MIA 
3 dan kelas X MIA 4 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x45 menit) setiap minggunya. 
Terlaksananya kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan ini banyak memberi 
pengalaman kepada mahasiswa dalam praktek mengajar di sekolah dimana mahsiswa 
mendapat banyak penalaman yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa dapat 
mengembangkan ilmu serta keterampilan  mengajar yang dimiliki sesuai bidang keilmuan 
yang ditempuh.  
 
Kata Kunci: Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), kegiatan mengajar, SMA  
Negeri 1 Banguntapan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sebuah program wajib bagi 
mahasiswa calon tenaga kependidikan dan menjadi langkah strategis guna melengkapi 
kompetensi mahasiswa yang mencakup kompetensi paedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Program-program yang 
dikembangkan dalam pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) difokuskan 
pada komunitas sekolah yang mencakup civitas internal sekolah (guru, karyawan, 
siswa, dan Komite Sekolah). Pada kegiatan ini, mahasiswa dapat mendharmabaktikan 
serta mengimplementasikan ilmu akademis yang diperoleh selama perkuliahan ke 
dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, mahasiswa dapat 
memberi sekaligus menerima berbagai keilmuan yang dapat menghantarkan 
mahasiswa menjadi calon tenaga pendidik profesional, karena apa yang di dapat di 
perkuliahan tentunya akan berbeda dengan apa yang ditemui di lapangan (sekolah). 
Oleh karena itu, dalam Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini terjadi interaksi yang 
saling berpegaruh antara mahasiswa dengan lingkungan sekolah. 
Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses 
pembelajaran terus dilakukan, ternasuk dalam hal ini mata kuliah lapangan atau 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) menjadi konsentrasi untuk ditingkatkan 
kualitasnya. Mata kuliah ini mempunyai sasaran dalam kegiatan yang terkait dengan 
pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. 
Praktek Pengalaman Lapangan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 
pembelajaran bagi kami selaku mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, 
memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan 
dalam bidangnya terutama bidang studi masing-masing mahasiswa. Peningkatan 
keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan 
masalah juga menjadi manfaat besar yang didapat dari Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri 
Yogyakarta melibatkan unsur-unsur Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Guru 
Pembimbing PPL, Koordinator PPL Sekolah, Kepala Sekolah, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, Mahasiswa Praktikan, Siswa di sekolah, serta Pengelola PPL. 
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Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan memiliki beberapa 
prinsip, prinsip tersebut antara lain: 
1. PPL pada dasarnya merupakan pengelolaan waktu dan program beserta 
pelaksanaannya. 
2. Kegiatan PPL dilaksanakan pada komunitas sekolah atau lembaga. 
3. Pembimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pembimbing 
yang telah dilatih dan mempunyai kualifikasi sebagai pembimbing PPL. 
Pelaksanaan program PPL mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen 
nomor 14 Tahun 2005 khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru. 
Selain itu, program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada Bab V 
Pasal 26 Ayat 4 yang berbunyi “Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan 
tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk 
menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang 
bermanfaat bagi kemanusiaan”. Dipertegas pula pada Bab VI Ayat 1 yang berbunyi 
“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 
Program studi atau jurusan kependidikan melaksanakan program PPL memiliki 
visi yakni sebagai wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang 
profesional. Melalui penerjunan mahasiswa ke lembaga yang telah ditentukan dalam 
rangka melaksanakan kedua program tersebut, maka diharapkan visi program PPL 
dapat tercapai sehingga dapat menuju visi UNY pula yakni Ketaqwaan, Kemandirian 
dan Kecendekiaan. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL ini, mahasiswa sebagai praktikan telah 
menempuh kegiatan sosialisasi, yaitu pra-PPL melalui mata kuliah Pembelajaran 
Mikro (microteaching) dan Observasi di SMA N 1 Banguntapan. Pelaksanaan PPL di 
SMA N 1 Banguntapan diikuti oleh 26 mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan, 
yaitu sebagai berikut : 
 
NO       NAMA        JURUSAN      FAKULTAS 
1.  Randes Hestu  BK FIP 
2.  Satrio Aji W BK FIP 
3.  Fajar Yanuar P.MAT FMIA 
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4.  Saverinus Prima P.MAT FMIA 
5.  Dhanang Robbiansah P.BIO FMIA 
6.  Galuh Ajeng Antasari P.BIO FMIA 
7.  Rachmawati Ratna T P.FISIKA FMIA 
8.  Riana Dewi K P.FISIKA FMIA 
9.  Suasti Ayu P.KIMIA FMIA 
10.  Patricia Sachita H.A.M P.KIMIA FMIA 
11.  Diah Ayu R P.BAHASA JERMAN FBS 
12.  Susanti Anjarwati P.BAHASA JERMAN FBS 
13.  Yuliani P.BAHASA JERMAN FBS 
14.  Hening Pamudi L P.SENI TARI FBS 
15.  Alfin Cahyani P.SENI TARI FBS 
16.  Yuni Dwi Astuti P.SENI TARI FBS 
17.  Maria Elisabeth Ika P.EKONOMI FE 
18.  Dita Dwi P P.EKONOMI FE 
19.  Maharani Bilqis P. SOSIOLOGI FIS 
20.  Arshinta Wira H P. SOSIOLOGI FIS 
21.  Riska Intan  P.GEOGRAFI FIS 
22.  Nindya Eka Pramila P.GEOGRAFI FIS 
23.  Hendrawan Rizza P P.SEJARAH FIS 
24.  Jimi Dwi T P.SEJARAH FIS 
25.  Farid Ma’ruf PKn FIS 
26.  Dias Endar Pratama PKn FIS 
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A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
SMA N 1 Banguntapan merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang 
terletak di pinggiran Kota Yogyakarta tepatnya di Dusun Ngentak, Baturetno, 
Banguntapan, Bantul D.I. Yogyakarta 55197. Telp./Fax. (0274) 373824. 
 
2. Kondisi Sekolah 
 SMA N 1 Banguntapan berdiri di tanah milik Pemerintah dengan luas 1,6 
hektar. Memiliki 21 ruang kelas dimana masing-masing kelas memiliki daya tampung 
32 peserta didik. Total keseluruhan peserta didik yaitu 600 peserta didik. SMA N 1 
Banguntapan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai antara lain Aula 
Sekolah, Laboratorium Komputer, Bahasa,  Fisika, Biologi, Kimia, UKS, Masjid, 
Perpustakaan, Koperasi Siswa, Rumah Jamur, Ruang Batik, dan Kantin.  
SMA N 1 Banguntapan memiliki visi, misi dan motto sekolah yaitu: 
a. Visi : 
Asri, Berprestasi, Berkepribadian Dan Berdaya Saing. 
b. Misi : 
1. Menata dan membenahi lingkungan sekolah yang berkelanjutan 
2. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan yang berkualitas.  
3. Mengembangkan kepribadian Indonesia yang mantap 
4. Memenuhi sarana dan melakukan pembinaan ibadah secara intensif 
5. Membangun pribadi siswa yang kompetitif 
c. Motto  
“Smart is Crucial, Personality is More” Cerdas itu penting, tetapi 
kepribadian lebih penting.  
 
Untuk Tahun Ajaran 2016/2017 SMA N 1 Banguntapan menerima 7 kelas yang 
masing – masing kelas memiliki daya tampung 32 peserta didik dan terdiri dari 2 
program, yaitu : 
a. Program Matematika dan Ilmu Alam (MIA) : 4 kelas 
b. Program Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) : 3 kelas 
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1. Potensi Fisik Sekolah 
SMA N 1 Banguntapan  memiliki sarana prasarana penunjang kegiatan 
belajar mengajar yang memadai. Adapun secara garis besar dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a) Fasilitas Fisik yang tersedia: 
1) Ruang Teori 
a. Terdiri dari 21 
ruang belajar teori 
2) Ruang Praktik 
a. Laboratorium 
1) Lab. Komputer 
2) Lab. Bahasa 
3) Lab. Biologi 
4) Lab. Fisika 
5) Lab. Kimia 
b. Perpustakaan 
c. Rumah Jamur 
3) Ruang Pendukung 
a) Ruang Kepala Sekolah  
b) Ruang Guru 
c) Ruang Wakil Kepala 
Sekolah 
d) Ruang BK 
e) Ruang TU 
f) Ruang Pertemuan 
g) Ruang Satpam 
h) Ruang UKS 
i) Ruang OSIS 
j) Ruang Batik 
k) Halaman sekolah 
l) Lapangan Upacara 
m) Tempat parkir 
n) Kamar Mandi 
o) Gudang Olahraga 
p) Mushola 
q) Bank Sampah 
 
b) Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar 
1) Modul belajar 
2) Media pembelajaran 
3) Buku paket 
4) LCD 
5) Komputer 
 
c) Peralatan Praktik yang tersedia 
1) Komputer 
2) Kamera 
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3) Sound System 
4) Alat Praktik Fisika 
5) Alat Praktik Kimia 
6) Alat Pratik Biologi 
 
d) Peralatan Komunikasi 
1) Telepon 
2) Papan pengumuman 
3) Majalah dinding 
4) Pengeras suara 
5) Internet/ Wifi  
 
e) Sarana dan prasarana Olahraga 
1) Lapangan (voli, basket, lompat jauh) 
2) Bola (tendang, voli, basket, tenis, tangan, kasti) 
3) Kun gepeng, kun lancip. 
4) Lembing alumunium, lembing bambu 
5) Raket bulutangkis 
6) Corong 
7)   Tongkat (estafet, kasti) 
8) Net (voli, bulutangkis) 
9) Cakram putra, cakram putri 
10) Peluru putra, peluru putri 
11) Bet 
12) Matras
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3. Bidang Akademis 
SMA N 1 Banguntapan telah banyak meraih berbagai prestasi baik di 
bidang akademik maupun non akademik mulai dari tingkat kabupaten hingga 
nasional. SMA N 1 Banguntapan merupakan sekolah Adiwiyata yang 
mengedepankan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Pada tahun 2015 
SMA N 1 Banguntapan meraih Juara 1 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat 
Provinsi DIY.  
Proses belajar mengajar intrakurikuler di SMA N 1 Banguntapan dimulai 
pada pukul 06.55 WIB sampai dengan 13.45 WIB, kecuali untuk hari Jum’at 
kegiatan belajar mengajar berakhir pukul 11.00 WIB. Sebelum kegiatan 
intrakurikuler dimulai setiap harinya selama 15 menit dari pukul 06.55 – 07.00 
diadakan kegiatan membaca Al-Quran untuk peserta didik yang beragama 
muslim dan kegiatan doa untuk peserta didik yang beragama nonmuslim 
dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan ekstrakurikuler 
dilaksanakan setelah pulang sekolah sesuai dengan jadwal masing-masing. 
4. Potensi Peserta didik 
SMA N 1 Banguntapan memiliki dua program penjurusan yaitu program 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS). 
Apabila dilihat dari segi kualitas input, SMA N 1 Banguntapan memiliki kualitas 
masukan yang baik, terbukti dari banyaknya peminat yang mendaftar di SMA N 
1 Banguntapan, dan sebagian besar memilih sebagai pilihan pertama. Selain itu 
sekolah ini juga melengkapi kegiatan peserta didik dengan mengadakan berbagai 
kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang seni maupun olahraga seperti: 
Pramuka (ekstra wajib), PMR, TONTI, English Conversation (EC), Bola Basket, 
Sepak Bola, Karate, Paduan Suara, Aeromodelling, Kerajinan dan keterampilan, 
Baca Tulis Al-Quran, Pecinta Alam, Tari, Smaba Sinema, Adiwiyata. 
5. Potensi Guru dan Karyawan 
SMA N 1 Banguntapan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dengan 
empat Wakil Kepala Sekolah yaitu WaKasek Kurikulum, WaKasek Sarana 
Prasarana, WaKasek Humas dan WaKasek Kesiswaan, masing-masing 
WaKasek memiliki ranah kerja yang saling berkaitan. Jumlah tenaga pengajar di 
SMA N 1 Banguntapan terdiri dari 42 orang yang terdiri dari 2 guru 
berpendidikan S2 dan 40 guru berpendidikan S1. Di samping itu untuk 
memperlancar kegiatan belajar mengajar, SMA N 1 Banguntapan didukung oleh 
7 orang karyawan. 
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Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, terlebih dahulu dilaksanakan pra PPL 
melalui mata kuliah pengajaran mikro dan observasi lingkungan sekolah khususnya 
pembelajaran untuk memahami lingkungan tempat praktik. Hal-hal yang telah 
diobservasi meliputi lingkungan fisik sekolah, perilaku atau keadaan peserta didik, 
administrasi sekolah dan lain-lain. 
Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut: 
1. Perangkat Pembelajaran 
a. Kurikulum  
 Kurikulum yang saat ini dipakai oleh sekolah adalah Kurikulum 2013 dan KTSP. 
Kurikulum 2013 diperuntukkan bagi kelas X, sedangkan KTSP diperuntukkan 
bagi kelas XI dan XII.  
b. Silabus 
 Semua guru yang mengampu masing-masing mata pelajaran membuat silabus 
untuk masing-masing mata pelajaran di awal tahun ajaran baru digunakan sebagai 
acuan proses pembelajaran selama 1 tahun. 
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 RPP dibuat dengan berdasarkan silabus yang telah disusun di awal tahun ajaran. 
Guru membuat RPP sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas. 
Penyusunan RPP berdasarkan Kompetensi Dasar, namun juga terdapat RPP yang 
disusun berdasarkan tiap pertemuan.  
2. Proses Pembelajaran 
a. Membuka Pelajaran 
 Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam kepada peserta 
didik, yang kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan kompetensi yang harus 
dikuasai peserta didik. Pada saat membuka pelajaran, guru mengecek kehadiran 
siswa untuk presensi, selain itu guru juga melakukan apersepsi dan motivasi 
dengan mengakitkan fenomena sehari-hari atau berita aktual dengan materi yang 
disampaikan atau dengan menyampaikan keterkaitan materi yang disampaikan 
dengan materi sebelumnya. 
 
b. Penyampaian Materi 
 Guru menyampaikan materi dengan runtut sesuai dengan acuan yang ada pada 
RPP. Untuk membantu peserta didik memahami materi, guru menyiapkan LKS 
atau bahan ajar yang berisi pembahasan materi. 
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c. Metode Pembelajaran 
 Guru menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kondisi 
peserta didik dan materi yang akan disampaikan, beberapa metode yang digunakan 
adalah diskusi kelas/kelompok, ceramah, latihan, tanya jawab dan brainstorming.  
d. Penggunaan Bahasa 
 Guru menggunakan bahasa yang formal dalam menyampaikan materi, selain itu 
diselingi juga dengan humor agar peserta didik tidak merasa bosan dengan materi 
yang disampaikan. Artikulasi jelas, ada penekanan pada materi yang penting. 
e. Penggunaan Waktu dan Gerak 
Guru menjelaskan materi pada jam 1 dan jam ke 2 lalu dilanjutkan dengan 
mengerjakan latihan soal. Guru menggunakan gerak verbal dan non verbal. Verbal 
dengan lisan atau pengucapan dan non verbal dengan mimik, gerak tubuh. 
f. Cara Memotivasi Peserta didik 
 Guru memotivasi peserta didik dengan memuji hasil pekerjaan peserta didik dan 
tidak memarahi pekerjaan peserta didik yang salah. Guru menggunakan kata 
bagus, betul, pintar sekali, untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik yang 
sudah berani menjawab. 
g. Teknik Bertanya 
 Guru akan menawarkan dulu kepada peserta didik untuk materi yang belum jelas. 
Apabila semua telah jelas, guru memperdalam penguasaan teori dengan 
memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai apa yang telah 
disampaikan. Apabila tidak ada peserta didik yang mau menjawab, guru menunjuk 
salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Apabila 
peserta didik tidak bisa menjawab, guru memberikan pertanyaan yang 
mengarahkan peserta didik pada jawaban yang dikehendaki. 
h. Teknik Penguasaan Kelas 
Guru dapat mengelola kelas dengan baik, terkadang guru menegur beberapa 
peserta didik yang kurang memperhatikan. Selain itu, guru menghampiri semua 
peserta didik pada saat diskusi dan melihat hasil pekerjaan peserta didik. 
i. Penggunaan Media 
 Guru menggunakan PowerPoint, Gambar, Video untuk memudahkan siswa 
memahami materi pembelajaran Biologi  yang terkesan abstrak. 
j. Bentuk dan cara evaluasi 
 Guru mengevaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan soal 
posttest yang harus dikerjakan oleh masing-masing peserta didik untuk 
mengetahui apakah siswa paham dengan materi yang diajarkan guru atau tidak. 
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k. Menutup Pelajaran 
 Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan secara bersama-sama atas materi 
yang telah disampaikan dan memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang 
disampaikan. 
3. Perilaku Peserta didik 
a. Perilaku peserta didik dalam kelas 
Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran meskipun terkadang ada 
beberapa yang bercerita dengan temannya. Sebagian besar peserta didik 
memperhatikan guru saat menjelaskan dan mengajukan pertanyaan tentang materi 
yang belum dipahami. Saat diskusi, sebagian besar siswa bersikap aktif 
berpendapat namun ada beberapa yang masih terlihat pasif. 
b. Perilaku peserta didik diluar kelas 
Peserta didik berperilaku sopan dan ramah terhadap orang luar yang masuk 
ke dalam lingkungan sekolah. Peserta didik selalu menyapa ketika bertemu dengan 
bapak atau ibu guru dan karyawan dengan menundukan kepala, salam atau 
berjabat tangan. 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan 
yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas yaitu penggunaan metode belum 
bervariasi sehingga ada beberapa peserta didik yang bosan dan media yang sering 
digunakan jarang bervariasi hanya memaksimalkan fasilitas sekolah.  
Potensi pembelajaran yang ada di SMA N 1 Banguntapan secara umum 
cukup baik, karena proses pembelajaran telah direncanakan secara matang. 
Potensi guru dalam menyampaikan materi di kelas sudah sangat baik. Selain itu 
lingkungan sekolah sudah tertata dengan rapi dan bersih yang sangat mendukung 
proses pembelajaran yang menyenangkan. 
 
B. Perumusan Program Dan Rancangan Kegiatan PPL 
Kegiatan PPL di sekolah untuk meningkatkan potensi bakat dan minat peserta 
didik guna menunjang proses belajar mengajar, meningkatkan kondisi lingkungan 
sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Pelaksanaan kegiatan PPL di SMA 
N 1 Banguntapan ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya:  
1. Bagi kepala sekolah akan membantu meningkatkan pengelolaan sarana belajar 
mengajar yang efektif. 
2. Bagi guru akan lebih membantu terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif, 
lebih aktif, dan inovatif. 
3. Bagi peserta didik dapat menyalurkan dan mengembangkan kreativitas serta minat 
dan bakat lebih berkembang. 
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4. Bagi penyusun dengan program PPL diharapkan dapat membantu jiwa 
profesionalisme seorang tenaga kependidikan. 
5. Bagi sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam mendukung 
kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas sekolah secara akademik 
maupun non akademik. 
Rancangan kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMA N 1 Banguntapan adalah 
program PPL ini merupakan bagian dari mata kuliah sebesar 3 SKS yang harus ditempuh 
oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi program mengajar teori dan 
praktek di kelas dengan dikontrol oleh guru pembimbing masing-masing. Pelaksanaan 
program Praktik Pengalaman Lapangan dimulai dari tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 
September 2016. Kegiatan PPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam 
melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal. 
Rancangan kegiatan PPL ini disusun setelah mahasiswa melakukan observasi di 
kelas sebelum penerjunan PPL yang bertujuan untuk mengamati kegiatan guru, peserta 
didik di kelas dan lingkungan sekitar dengan maksud agar pada saat PPL nanti 
mahasiswa benar–benar siap diterjunkan untuk praktik mengajar. Di bawah ini akan 
dijelaskan rencana kegiatan PPL: 
1. Persiapan di Kampus 
a. Pengajaran Mikro 
b. Pembekalan PPL 
2. Observasi pembelajaran di kelas 
3. Konsultasi dengan guru pembimbing 
4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
5. Persiapan materi pembelajaran 
6. Penyusunan instrumen dan administrasi guru 
7. Melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran Biologi di Kelas XI MIA 3 dan XI 
MIA 4 
8. Evaluasi pembelajaran 
9. Menyusun laporan PPL 
1) Observasi Pra PPL  
a. Observasi Lapangan  
Observasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2016 secara 
berkelompok setelah penyerahan oleh DPL Pamong, tanggal 4 April 2016 
secara individu oleh setiap peserta PPL di SMA N 1 Banguntapan. Kegiatan 
ini bertujuan agar sebelum praktik mengajar di kelas dapat mengetahui 
sarana di dalam kelas. Selain itu dalam kegiatan observasi bertujuan untuk 
mengetahui  situasi dan kondisi lapangan sebelum praktik mengajar. 
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Beberapa hal  yang diamati  dalam proses observasi sekolah di SMA N 1 
Banguntapan di antaranya: 
a) Kondisi Fisik Sekolah 
b) Potensi Guru dan Karyawan  
c) Potensi Siswa 
d) Sarana Prasarana Kegiatan Pembelajaran 
e) Perpustakaan  
f) Laboratorium : Bahasa, Komputer, Kimia, Fisika, Biologi 
g) Bimbingan Konseling 
h) Ekstrakurikuler 
i) Organisasi dan Fasilitas UKS 
j) Administrasi Sekolah 
k) Koperasi Sekolah 
l) Mushola atau Tempat Ibadah 
m) Keadaan Lingkungan Sekolah  
b. Observasi Proses Belajar 
Observasi proses belajar mengajar  dilaksanakan  di ruang kelas. 
Observasi ini bertujuan agar mahasiswa PPL melihat  dan mengamati secara 
langsung bagaimana  proses belajar mengajar berlangsung di SMA N 1 
Banguntapan. Beberapa  hal yang perlu dilakukan  pada saat observasi  di 
antaranya: 
a) Kelengkapan Administrasi Guru  
b) Cara membuka pelajaran  
c) Cara guru menyampaikan materi 
d) Cara guru  memotivasi peserta didik dalam belajar 
e) Usaha guru mengaktifkan peserta didik 
f) Penggunaan waktu 
g) Metode  yang digunakan guru dalam mengajar 
h) Media pembelajaran 
i) Penampilan guru dan pengusaan  bahasa guru 
j) Cara Guru menutup pembelajaran 
c. Praktik Mengajar 
Kegiatan praktik mengajar  dimulai pada tahun ajaran baru 
2016/2017. Setiap mahasiswa  bertugas  untuk  mengampu mata pelajaran 
sesuai dengan jurusan atau kompetensi mengajar masing-masing dan 
mempunyai kewajiban mengajar  minimal 8 kali pertemuan. Kegiatan PPL 
ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa PPL bersama 
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guru pembimbingnya atau hingga kegiatan PPL di SMA N 1 Banguntapan 
berakhir. 
d. Penyusunan Laporan PPL 
Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan PPL,  tugas 
selanjutnya adalah penyusunan laporan kegiatan PPL. Kegiatan penyusunan 
laporan dilaksanakan di minggu terakhir sebelum mahasiswa PPL di SMA N 
1 Banguntapan ditarik dari lokasi. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
Program individu PPL di SMA N 1 Banguntapan dimulai dari beberapa 
kegiatan. Diantaranya persiapan, pelaksanaan dan yang terakhir adalah analisis 
hasil. Program utama kegiatan PPL diantaranya adalah: 
A. Persiapan  
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan untuk 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan 
sekaligus sebagai wahana untuk memperoleh pengalaman mengajar langsung 
sehingga dapat membandingkan antara teori dengan keadaan nyata di lapangan 
(sekolah). Kegiatan ini meliputi: pengajaran micro di kampus, observasi 
pembelajaran kelas, penyesuaian administrasi pembelajaran dengan standar baku 
sekolah, dan pembuatan perangkat pembelajaran atau perangkat guru serta 
pembekalan PPL. 
Persiapan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan 
sangat vital bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Persiapan yang baik tentunya akan 
menentukan keberhasilan dan kesuksesan suatu program, karena menurut kata 
pepatah bahwa “siapa yang naik tanpa persiapan, maka akan turun tanpa 
penghormatan”. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 
melaksanakan kegiatan PPL maka diadakan persiapan pada waktu mahasiswa 
masih berada di universitas atau lingkungan kampus, berupa persiapan fisik 
maupun psikis sehingga dapat mengatasi permasalahan yang mungkin dapat 
muncul pada saat pelaksanaan program. 
Persiapan ini digunakan juga sebagai sarana mempersiapkan atau 
penyusunan program yang akan dilaksanakan pada waktu Praktek Pengalaman 
Lapangan nantinya. Oleh karena itu, sebelum diterjunkan ke lokasi sekolah 
(SMA Negeri 1 Bnaguntapan), UNY membuat berbagai program persiapan 
sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PPL. Persiapan yang 
dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
 
1. Pengajaran Mikro (Microteaching) 
Program micro teaching merupakan persiapan dan program  yang wajib 
di ikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan program PPL. Pengajaran 
microteaching merupakan kegiatan yang mewajibkan mahasiswa melakukan 
praktek mengajar dalam kelas yang kecil. Kondisi kelas microteaching dibuat 
hampir menyerupai suasana kelas yang pada aslinya dimana setiap mahasiswa 
memiliki peran masing – masing, sebagai contoh mahasiswa yang mendapatkan 
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giliran mengajar maka mahasiswa tersebut berperan menjadi guru sedangkan 
mahasiswa lain yang belum mendapatkan giliran sebagai guru maka mahasiswa 
tersebut berperan sebagai peserta didik. 
Program ini dilaksanakan dengan dimasukkan dalam mata kuliah yang 
wajib tempuh bagi mahapeserta didik yang akan mengambil PPL pada semester 
berikutnya. Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah 
mahasiswa yang telah menempuh minimal semester VI. Dalam pelaksanaan 
perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana mengajar yang 
baik dengan disertai praktek untuk mengajar dengan peserta yang diajar adalah 
teman sekelompok atau peer teaching. Keterampilan yang diajarkan dan 
dituntut untuk dimiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah berupa 
ketrampilan-ketrampilan yang berhubungan dengan persiapan menjadi seorang 
calon guru atau pendidik. 
 
2. Pembekalan PPL 
Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa diharuskan mengikuti pembekalan 
PPL. Pembekalan tersebut bertujuan agar mahasiswa mengetahui atau 
mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 
kegiatankegiatan PPL di sekolah. Kegiatan pembekalan diselenggarakan di 
masing-masing fakultas, untuk fakultas FIS pembekalan PPL dilaksanakan 
pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Ruang KiHajar Dewantara FIS UNY. 
Materi yang disampaikan dalam pembekalan PPL adalah mekanisme 
pelaksanaan micro teaching, teknik pelaksanaan micro teaching, teknik 
pelaksanaan PPL dan teknik menghadapi serta mengatasi permasalahan yang 
mungkin akan tejadi selama pelaksanaan PPL. 
 
3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi kegiatan belajar mengajar di kelas bertujuan memberikan 
pengetahuan dan pemahaman awal tentang kondisi dan karakteristik siswa, baik 
di dalam maupun di luar kelas secara umum. Selain itu, mahasiswa juga 
mendapatkan gambaran secara umum tentang metode mengajar guru di kelas 
serta sikap guru dalam menghadapi tingkah laku siswa di kelas. Ada beberapa 
hal yang hal ayng perlu menjadi perhatian dalam observasi pembelajaran di 
kelas, diantaranya: 
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a) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Tujuan dari konsultasi dengan guru pembimbing adalah guna 
memudahkan mahasiswa dan mengetahui gambaran umum mengenai 
keadaan kelas dari sudut pandang guru. Kegiatan konsultasi dilakukan 
sebelum praktik mengajar dikelas, baik konsultasi mengenai penysusunan 
RPP dan kegiatan praktik dikelas. Mahasiswa diberikan bimbingan untuk 
membuat perangkat administrasi guru seperti program semester, program 
tahunan, rencana pembelajaran, alokasi waktu, Kriteria Ketuntasan 
Minimum, Evaluasi. 
b) Menyusun perangkat administrasi guru 
Penyusunan perangkat administrasi guru dilakukan agar mahasiswa 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman merencanakan kegiatan 
pembelajaran secara keseluruhan seperti  program semester, program 
tahunan, rencana pembelajaran, alokasi waktu, Kriteria Ketuntasan 
Minimum, Evaluasi. 
 
B. Pelaksanaan 
Inti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah keterlibatan 
mahasiswa PPL dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Selama praktek 
di SMA Negeri 1 Banguntapan, praktikan mengampu atau mengajar mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada awalnya praktikan 
mengajar pada 3 kelas yaitu kelas X MIA-3, kelas X MIA-4, dan X IIS-1, akan 
tetapi kemudian menjadi 2 kelas yaitu X MIA-3, kelas X MIA-4. Pelaksanaan 
kegiatan PPL berupa praktek terbimbing dan mandiri, yang meliputi: 1. 
1. Persiapan mengajar 
Kegiatan ini meliputi persiapan segala sesuatu yang diperlukan dan 
dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti pembuatan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mempersiapkan materi, mempersiapkan 
metode yang tepat serta pembuatan media serta mempersiapkan evaluasi 
untuk tiap pertemuan yang akan digunakan sebagai proses pembelajaran. 
2. Konsultasi dengan guru pembimbing 
Dalam setiap kesempatan yang ada, guru pembimbing selalu 
memberikan arahan, saran, masukan, dan pesan kepada mahasiswa agar 
melaksanakan PPL dengan baik. Guru pembimbing juga memberikan 
gambaran tentang kondisi siswa-siswi SMA Negeri 1 Banguntapan dari setiap 
kelasnya. Setelah kegiatan KBM selesai, guru pembimbing juga memberikan 
evaluasi terhadap penampilan dan cara mengajar praktikan. Guru 
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pembimbing memberikan masukan dan saran kepada mahasiswa ketika ada 
beberapa hal yang kurang tepat atau perlu diperbaiki. Selain itu, guru 
pembimbing juga memeriksa dan mengoreksi perangkat pembelajaran yang 
dibuat mahasiswa agar benar-benar sesuai dengan aturan administrasi 
sekolah.  
3. Melaksanakan praktek mengajar 
Praktek mengajar yang dilakukan secara mandiri dan terbimbing dimulai 
secara intensif pada tanggal 26 Juli 2016 sampai 31 Agustus 2016. Akan tetapi, 
pada tanggal 17 Agustus 2016 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMA 
Negeri 1 Banguntapan ini terpaksa ditiadakan untuk memperingati HUT RI ke 
71. Berikut rincian praktek mengajar selama PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan: 
No Tanggal Kelas Materi 
Jumlah Jam 
Mengajar 
1 26 Juli 2016 X MIA-3 
Sistem Pembagian Kekuasaan 
Negara Republik Indonesia 
2 
2 27 Juli 2016 X MIA-4 
Sistem Pembagian Kekuasaan 
Negara Republik Indonesia 
2 
3 1 Agustus 2016 
 
X IIS-1 
Kedudukan dan Fungsi 
Kementerian Negara 
Republik Indonesia  dan 
Lembaga Pemerintahan Non-
Kementerian  
2 
4 2 Agustus 2016 X MIA-3 
Kedudukan dan Fungsi 
Kementerian Negara 
Republik Indonesia  dan 
Lembaga Pemerintahan Non-
Kementerian  
2 
5 3 Agustus 2016 X MIA-4 
Kedudukan dan Fungsi 
Kementerian Negara 
Republik Indonesia  dan 
Lembaga Pemerintahan Non-
Kementerian 
 
2 
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6 9 Agustus 2016 X MIA-3 
Nilai-Nilai Pancasila dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
2 
7 
10 Agustus 
2016 
X MIA-4 
Nilai-Nilai Pancasila dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
2 
8 
16 Agustus 
2016 
X MIA-3 
Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
2 
9 
17 Agustus 
2016 
(Seharusnya) 
X MIA-4 
KBM ditiadakan karena libur 
hari besar nasional (HUT RI) 
2 
10 
23 Agustus 
2016 
X MIA-3 Ulangan Harian BAB 1 2 
11 
24 Agustus 
2016 
X MIA-4 Ulangan Harian BAB 1 2 
12 
30 Agustus 
2016 
X MIA-3 
Remidi dan pengayaan Ulangan 
Harian BAB 1  
2 
13 
31 Agustus 
2016 
X MIA-4 
Remidi dan pengayaan Ulangan 
Harian BAB 1 
2 
 
 
4. Penggunaan Metode 
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran didalam kelas 
tersebut bervariasi, antara lain: 
1) Metode STAD (Diskusi Mendalam dan Berpikir Kritis) 
Metode STAD adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam 
pembelajaran saintifik learning. Dalam metode ini, peserta didik dalam 
kelompok diminta untuk berdiskusi terkait materi yang sedang dibahas 
pada KBM. Setelah diskusi internal kelompok selesai dilakukan, peserta 
didik diminta untuk memaparkan hasil diskusi kelompok di depan 
kelas/berdiskusi dalam lingkup kelas. Setelah diskusi kelas selesai, 
pendidik memberikan soal sebagai bentuk evaluasi atas materi yang 
diberikan. 
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2) Metode Team Game Turnament  
Metode Team Game Turnament (TGT) adalah metode yang dilakukan 
dengan mengadakan semacam kuis namun secara tim atau regu. Setiap 
regu terdiri dari dua orang (rekan satu meja) dan kemudian menjawab 
setiap pertanyaan yang dilontarkan. Kuis ini dilaksanakan dengan 
maksud agar materi yang telah disampaikan dalam tertanam kuat pada 
peserta didik dengan cara yang menyenangkan namun kompetitif. 
 
5. Ulangan Harian 
Ulangan harian BAB 1 dilaksanakan pada Selasa, 23 Agustus 2016 
untuk kelas X MIA-3, dan pada rabu, 24 Agustus 2016 untuk kelas X MIA-
4. Materi ulangan harian BAB 1 meliputi sistem pembagian kekuasaan 
negara Republik Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian negara 
Republik Indonesia  dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan 
nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah soal 
untuk ulangan harian BAB 1 berjumlah 35 soal dengan 30 soal bertipe 
pilihan ganda dan 5 soal bertipe Uraian. 
6. Umpan Balik dari Pembimbing 
Umpan balik dilakukan oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing 
setelah praktik mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa PPL dapat 
mengetahui kekurangan dan kelebihan selama mahasiswa melakukan proses 
belajar mengajar di kelas sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai 
bekal pengalaman dan evaluasi ini untuk perbaikan mahasiswa praktikan. 
 
7. Praktik Persekolahan 
Praktik persekolahan bertujuan agar praktikan mampu melaksanakan 
tugas-tugas sekolah selain mengajar. Kegiatan yang dilakukan praktikan 
dalam praktik persekolahan antara lain membantu among peserta didik, guru 
piket, dan inventarisasi buku-buku perpustakaan. Dalam Kegiatan among 
peserta didik, mahasiswa praktikan bertugas menjadi among peserta didik di 
depan pintu masuk sekolah setiap pagi hari. Dalam kegiatan piket guru, 
mahasiswa praktikan bertugas menerima tamu, melakukan presensi peserta 
didik kemasing-masing kelas.  
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi  
1. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaanya 
Selama proses mengajar, praktikan telah mendapatkan banyak sekali 
pengetahuan dan pengalaman yang belum pernah didapatkan dalam 
perkuliahan yang tentunya sangat berharga. Berbagai karakter siswa yang 
khas memberi pelajaran lebih bagi praktikan bahwa setiap siswa belum tentu 
cocok dengan metode tertentu. Artinya, praktikan harus benar-benar 
mengetahui karakteristik setiap siswa maupun setiap kelas sebagai alat untuk 
menetukan metode mengajar, sehingga metode yang diterapkan justru tidak 
menyulitkan para siswa untuk memahami materi. Secara rinci, adapun hasil 
yang diperoleh selama mahasiswa melakukan praktik mengajar adalah sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa dapat berlatih membuat, menyusun dan mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar 
baku sekolah untuk setiap materi pokok. 
2. Mahasiswa dapat berlatih membuat perangkat pembelajaran atau 
administrasi guru yang baku dan lengkap sehingga dalam mengajar dapat 
dilaksanakan secara lebih sistematis dan teratur serta tertib. 
3. Mahasiswa belajar untuk mengembangkan materi, media dan sumber 
pelajaran, serta belajar merancang strategi pembelajaran. 
4. Mahasiswa belajar menetapkan tujuan dan bahan pembelajaran, 
meskipun secara eksplisit dan tersurat tujuan pembelajaran tidak 
tercantum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
5. Mahasiswa belajar untuk memilih serta mengorganisasikan materi, media 
dan sumber belajar. 
6. Mahasiswa belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 
mengelola kelas. 
7. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam hal ketrampilan mengajar, 
seperti pengelolaan tugas-tugas rutin, pengelolaan waktu, komunikasi 
dengan siswa, serta mendemonstrasikan metode belajar. 
8. Mahasiswa berlatih melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar. 
 
2. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan PPL  
   Hambatan dan permasalahan yang dihadapi mahasiswa saat 
melaksanakan prektek pengalaman lapangan di SMA N 1 banguntapan sangat 
bervariasi diantaranya adalah : 
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a) Kurangnya motivasi siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan pancasila 
dan Kewarganegaraa 
b) Peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda 
c) Masih ada peserta didik ayng kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 
d) Jadwal kegiatan KKN PPL yang sering berbarengan sehingga mengganggu 
saat pembuatan rancangan pembelajaran. 
3) Usaha dalam Mengatasi Hambatan  
  Usaha yang dilakukan oleh mahasiswa PPL untuk mengatasi hambatan 
yang ada saat pelaksanakan praktek mengajar adalah sebagai berikut : 
a) Memberikan motivasi untuk semangat dalam belajar. 
b) Membimbing satu persatu siswa yang belum paham terkait materi yang 
disampaikan 
c) Memberikan arahan kepada siswa yang sering membuat kelas tidak 
kondusif 
d) Memancing  peserta didik untuk bertanya dan mengeluarkan pendapatnya 
e) Memanfaatkan waktu seefektif mungkin sehingga kegiatan KKN dan PPL 
terlaksana dengan baik. 
 
4) Refleksi Pelaksanaan Kegiatan 
  Keberhasilan yang di dapat saat pelaksanaan praktek mengajar di kelas 
SMA Negeri 1 Banguntapan diantaranya adalah : 
a) Peserta didik yang belum memiliki ketertarikan terhadap mata pelajaran 
PKn menjadi mendapatkan motivasi untuk mendalami mata pelajaran Pkn 
b) Menciptakan suasana yang rileks dan akrab di dalam kelas sehingga guru 
bisa menjadi tempat berbagi siswa. Apabila siswa mengalami kesulitan, 
mereka tidak segan untuk mengungkapkan kesulitannya atau menanyakan 
hal yang belum mereka pahami dalam pelajaran. 
c) Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik tersebut 
sehingga siswa bisa menjadi lebih mendekatkan diri mereka terhadap 
pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah 
dilaksanakan di SMA N 1 Banguntapan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan PPL memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada 
mahasiswa untuk membentuk profesionalisme sebagai seorang guru. 
2. PPL memberikan gambaran yang nyata bagi mahasiswa mengenai dunia 
pendidikan di lingkup sekolah. 
3. PPL memberikan kesempatan belajar singkat dan nyata mahasiswa dalam dunia 
pendidikan yang sesungguhnya. 
4. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik yang 
tidak hanya mengajar tetapi juga terlatih untuk selalu tertib dalam administrasi 
kependidikan. 
5. Kegiatan PPL akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang sinergis 
antara pihak-pihak yang terkait, baik pihak sekolah, mahasiswa praktikan, 
maupun pihak universitas. 
 
B. Saran  
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sangat berarti bagi praktikan program 
studi kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Namun ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan oleh pihak yang terkait, antara lain: 
1. Bagi Sekolah 
a. Kedisiplinan dan tata tertib yang masih belum efektif hendaknya 
ditingkatkan, sehingga memacu siswa untuk tidak datang terlambat. 
b. Perlu adanya keterbukaan informasi antara pihak sekolah dengan mahasiswa 
PPL, sehingga informasi yang diperlukan untuk kepentingan perbaikan 
kualitas kegiatan PPL dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. 
c. Lebih meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah baik guru, siswa, 
ataupun karyawan dengan mahasiswa PPL. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Mempersiapkan secara matang dan detail terkait persiapan dan pelaksanaan PPL 
sehingga mahasiswa memiliki agenda yang teratur dan tidak terkesan terburu-
buru. Selain itu agar mahasiswa dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif 
dengan pihak sekolah apabila jadwal yang dibuat jelas. 
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b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Universitas (UPPL) dengan 
sekolah mengenai berbagai mekanisme yang berhubungan dengan kegiatan PPL, 
sehingga dapat saling memahami kepentingan masing-masing antara kedua 
belah pihak.  
c. Perlu optimalisasi penyusunan laporan dalam bentuk contoh baku (tidak hanya 
sekedar kerangka laporan) sehingga praktikan dan tim tidak kebingungan dalam 
menyusun laporan dan tidak menimbulkan multitafsir dan kerancuan. 
d. Pemberian pembekalan tidak hanya satu kali, tetapi alangkah baiknya secara 
berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga mahasiswa tidak kebingungan 
saat melakukan PPL. Mahasiswa tidak hanya membutuhkan buku panduan dan 
buku pedoman yang banyak, tetapi yang terpenting adalah arahan dan bimbingan 
secara langsung. 
e. Perlu adanya pembekalan PPL berdasarkan kurikulum 2013 yang lebih 
mendalam sebelum mahasiswa terjun di lapang  
f. Perlu dipertimbangkan lagi terkait waktu pelaksanaan yang digabung dengan 
KKN karena tidak efektif dan menyulitkan mahasiswa untuk membagi waktu 
antara KKN dan PPL an agar mahasiswa tidak kesulitan dalam menerapkan 
pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 yang benar. 
 
3. Untuk Mahasiswa PPL yang Akan Datang 
a. Lebih mempersiapkan diri secara optimal baik materi, fisik, mental, maupun 
finansial serta memperbanyak wawasan dan pengetahuan dengan membaca 
berbagai literatur yang relevan dengan mata pelajaran PPKn, sehingga saat 
mengajar, materi dapat disampaikan secara lancar dan runtut.  
b. Penyampaian materi lebih ditekankan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga peserta didik dapat menemukan konsep secara mandiri. 
c. Perlu peningkatan kemampuan pengelolaan kelas dengan mendalami karakter 
peserta didik sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. 
d. Penyampaian materi dengan metode pembelajaran yang tepat agar siswa lebih 
mudah dalam menyerap materi yang diajarkan. 
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LAMPIRAN 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
TAHUN : 2016
Uiversitas Nrgeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: 
: 
: 
SMA N 1 Banguntapan  
Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Bantul 
Dra. Erna Suryani Rahayu
NAMA MAHASISWA 
NO MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
Dias Endar Pratama 
13401241076 
FIS/PKnH 
Suripno, S.H., M.Pd 
No. Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu 
Jml Jam 
I II III IV V VI VII VIII 
1 Pembuatan Program PPL 
a. Observasi 4 4 
b. Konsultasi dengan guru pembimbing 2 1 1 1 1 2 8 
c. Menyusun Matrik Program PPL 2016
2 Administrasi Pembelajaran/Guru 
a. Instrumen-instrumen 4 4 
b. Silabus, Prota, Prosem 4 4 
c. Membuat jadwal mengajar 1 1 
3 Pembelajaran Kurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing) 
a. Persiapan
1) Konsultasi dengan guru pembimbing 1 1 1 1 1 1 1 7 
2) Mengumpulkan materi 2 2 2 2 2 2 10 
3) Membuat RPP 2 2 2 2 2 8 
4) Menyiapkan/membuat media 2 2 2 2 2 8 
b. Mengajar Terbimbing
1) Praktik mengajar di kelas 6 4 2 4 4 20 
2) Penilaian dan evaluasi 1 1 1 1 1 5 
3) mengajar menggantikan guru 10 4 8 6 4 2 4 38 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
 3) Konsultasi dengan DPL          
 
4) Membuat soal ulangan dan koreksi     12 8   20 
 5) membuat soal remidi dan pengayaan dan koreksi      6 8 2 16 
4 Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Nonmengajar) 
 a. Piket Guru 7  7 7 7 7 7 7 49 
  b. Piket UKS  2  2 2  2 2 10 
 c.Pendampingan BIMTEK PEMILOS      7   7 
 d.          
 e.           
5 Kegiatan Sekolah 
 a. Masa Pengenalan Sekolah (MPLS) 12        12 
  b. Upacara Bendera dan Apel Pagi 5 1 1 1  1 1  10 
 c. Upacara HUT RI 17 Agustus      2    2 
 d. Kerja Bakti Sekolah           
  e. Piket among siswa          
 f. Piket UKS          
 6 Pembuatan Laporan PPL 
 
a. Persiapan 
     
   
 
 
1) Mempelajari buku panduan PPL 2015 3        3 
 
2) Mempelajari contoh laporan PPL 3        3 
 
b. Pelaksanaan          
 
1) Membuat Laporan PPL      4 4 4 12 
 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi          
 
1) Konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Total jam  297 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN P 
PL/MAGANG III 
 
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
 
   NAMA MAHASISWA : DIAS ENDAR PRATAMA 
NAMA SEKOLAH : SMA N 1 BANGUNTPAN  NO. MAHASISWA : 13401241035 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : 
Ngentak, Baturetno, 
Banguntapan, Bantul, 
Yogyakarta 
FAK/JUR/PRODI : 
FIS/PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN DAN 
HUKUM 
GURU PEMBIMBING : 
Dra. ERNA SURYANI 
RAHAYU 
DOSEN PEMBIMBING : SURIPNO, SH. M.Pd 
 
Minggu ke 1 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Sabtu, 16 juli 2016 
Syawalan SMA N 1 Banguntapan 
(07.00 – O9.00) 2 jam 
Apel Pagi dan syawalan 
dengan guru-guru dan 
siswa 
  
Pendampingan MPLS (09.00 – 
11.00) 2 jam 
Pendampingan MPLS 
kelas X IIS 3 dengan 
anggota OSIS 
  
    
    
2 Senin, 18 Juli 2016 
Upacara Bendera (07.00-8.00) 1 jam 
Upacara Bendera hari 
Senin  
  
Pendampingan MPLS (08-10.00) 2 
Pendampingan MPLS 
kelas X IIS 3 dengan 
anggota OSIS 
  
Konsultasi dengan guru 
pembimbing (10.30 – 11.30) 
Konsulatsi pembagian 
kelas mengajar dan RPP 
  
 
 
 
  
    
3 Selasa, 19 Juli 2016 
Apel (MPLS) (07.00-08.00) 1 
Mengikuti Apel MPLS 
selama MPLS 
berlangsung 
  
MPLS (08.00-10.00) 2 
Mendampingi OSIS 
dalam  MPLS 
- - 
  Terbimbing guru masuk kelas 
(10.05-12.05) 2 
Observasi Guru Mengajar 
di kelas XII IIS 2 
  
4 Rabu, 20 juli 2016 
Apel MPLS (07.00-08.00) 1 
Mengikuti Apel MPLS 
selama MPLS 
berlangsung 
- - 
  
MPLS (08.00-14.00) 6 
Mendampingi OSIS 
dalam  MPLS 
  
5 Kamis, 21 Juli 2016   Piket (07.00-14.00) 7 Membantu piket sekolah   
6 Jum’at, 22 Juli 2016 Masuk kelas terbimbing (09.15-
11.00) 
Observasi Guru Mengajar 
di kelas X MIA 2 
  
    
      
 
Minggu ke 2 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 25 Juli 2016 Upacara bendera (07.00 – 08.00) 
Mengikuti upacara 
bendera  
  
 
 
Konsultasi RPP (08.00 – 08.30) 
 
Berkonsultasi sebelum 
membuat RPP 
  
 
 
Mempersiapkan media 
pembelajaran 
(08.30 – 11.00) 
Membuat powerpoint 
untuk pertemuan tentang 
pembagian kekuasaan   
  
2 
Selasa, 26 Juli 2016 
Masuk  kelas XII IIS 2 (10.15- 
11.45) 
Memberikan tugas 
  
Masuk kelas XII IIS 1 (12.15-13.45) Memberikan tugas   
    
    
3 Rabu, 27 Juli 2016 
Mengajar kelas X IIS 3 (07.45- 
09.15) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang pembagian 
kekuasaan 
 . 
Mengajar kelas XI IIS 1 (10.15-
11.45) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang budaya politik 
  
  
Mengajar kelas X IIS 2 (12.15-
13.45) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang pembagian 
kekuasaan 
  
4 Kamis, 28 Juli 2016 
Piket Kelurahan 
Jadwal Piket Di 
Kelurahan Baturetno  
  
    
5 Jumat, 29 Juli 2016 
Konsultasi RPP dan Media 
Pembelajaran (08.00-09.00) 
Konsultasi RPP dan 
Media Pembelajaran 
dengan Guru pendamping 
 . 
    
      
 
Minggu ke 3 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 1 Agustus 
2016 
Upacara bendera 
07.00 – 08.00 
Upacara bendera bersama 
siswa dan guru 
  
Piket Di Sekolah (08.00 – 12.00) 
Mendata siswa yang tidak 
masuk 
  
Mengajar Kelas X.IIS 1 
(12.15 – 13.45) 
Mengajar materi tentang 
Kementrian Negara 
  
2 
Selasa, 2 Agustus 
2016 
Mengajar kelas X MIA 3 (08.30-
10.00) 
Mengajar materi tentang 
Kementrian Negara. 
  
Evaluasi mengajar (10.00.10.30) 
Evaluasi mengenai tata 
cara mengajar   
  
    
 
 
  
3 
Rabu, 3 Agustus 
2016 
Mengajar X MIA 4 
(08.30 – 10.00) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang kementerian 
negara  
  
  
Masuk Kelas XI IIS 1 (10.15 – 
11.45) 
Mengoreksi dan 
membahas tugas tentang 
Budaya Politik 
  
  Mengajar X IIS 2 (12.15-13.45) 
Kegiatan pembelajaran 
dengan materi 
kementerian Negara 
  
4 
Kamis, 4 Agustus 
2016 
Konsultasi RPP, Media 
Pembelajaran, dan Penilaian 
(08.00 – 09.00) 
Berkonsultasi dengan 
guru Pembimbing tentang  
RPP, Media 
Pembelajaran, dan 
Penilaian 
 
  
  
Membuat media pembelajaran 
(09.00-11.00) 
Media Pembelajaran 
Power Point dan video 
  
5 
Jumat, 5 Agustus 
2016 
Konsultasi RPP, Media 
Pembelajaran, dan Penilaian 
(08.00 – 09.00) 
Berkonsultasi dengan 
guru Pembimbing tentang  
RPP, Media 
Pembelajaran, dan 
Penilaian 
 
- - 
 
Membuat media pembelajaran 
(09.00-11.00) 
Media Pembelajaran 
Power Point dan video   
 
Minggu ke 4 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 8 Agustus 
2016 
Upacara bendera 
(07.00 – 08.00) 
Mengikuti upacara bendera 
bersama guru dan siwa-
siswi. 
  
Piket Sekolah (08.00 – 13.45)  Absensi kelas dan lain-lain   
    
    
2 
Selasa, 9 Agustus 
2016 
Mengajar kelas X MIA 3 (10.15-
11.45) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang Nilai-nilai 
Pancasila dalam Praktik 
penyelenggaraan 
Pemerintahan 
  
Mengajar kelas XI IIS 2 (10.15-
11.45) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang sosialisasi budaya 
politik 
  
Mengajar kelas XI IIS 3 (12.45-
13.45) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang sosialisasi budaya 
politik 
- - 
    
3 
Rabu, 10 Agustus 
2016 
Mengajar kelas X MIA 4 (08.30-
10.00) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang nilai-nilai 
pancasila dalam 
penyelenggaraan negara 
- - 
Masuk kelas XI IIS 1  (10.15-11.45) 
Memberikan tugas dan 
membahas tentang budaya 
politik 
  
Mengajar kelas X IIS 2 (12.15-
13.45) 
Kegiatan pembelajaran 
tentang nilai-nilai 
pancasila dalam 
penyelenggaraan negara 
  
4 
Kamis, 11 Agustus 
2016 
Piket Kelurahan (07.00-14.00) 
 
 
- - 
    
    
5 
Jumat, 12 Agustus 
2016 
Membuat RPP dan media 
pembelajaran (08.00-11.00) 
Pembuatan RPP dan Media 
Pembelajaran Power Point 
dan video 
  
 
Minggu ke 5 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 15 Agustus 
2016 
Upacara bendera 
(07.00 – 08.00) 
Meningkatkan semangat 
nasionalisme dalam 
upacara bendera 
  
  
Piket sekolah (08.00 – 13.45) 
Absensi kelas dan lain-
lain 
  
    
    
2. 
Selasa, 16 Agustus 
2016 
Mengajar kelas X MIA 3 (08.30 - 
10.00) 
Kegiatan Pembelajaran 
tentang wilayah Indonesia 
  
  
Masuk kelas XII IIS 2 (10.15 - 
11.45) 
Menyampaikan tugas 
karena guru keluar  
  
  
Masuk kelas XII IIS 3 (11.45 -
13.45) 
Menyampaikan tugas 
karena guru keluar 
  
      
3 
Rabu, 17 Agustus 
2016 
Upacara HUT RI KE 71 Di Sekolah 
(07.00-09.00) 
Upacara HUT RI KE 71 
menghormati pahlawan 
yag gugur dan keerdekaan 
Indonesia  
- - 
     - 
4 
Kamis, 18 Agustus 
2016 
Membuat kisi-kisi dan soal ulangan 
harian BAB 1 (07.00 - 14.00) 
Membuat kisi-kisi dan 
soal ulangan harian BAB 
1 
  
5 
Jumat, 19 Agustus 
2016 
Membuat kisi-kisi dan soal ulangan 
harian BAB 1 (07.00 - 09.00) 
Membuat kisi-kisi dan 
soal ulangan harian BAB 
1 
  
  
Menunggu ulangan kelas X MIA 2 
(09.30 – 11.00) 
Ulangan harian BAB 1 
  
 Minggu Ke 6 
1 
Senin, 22 Agustus 
2016 
Upacara Bendera (07.00 - 08.00) 
Semua warga sekolah 
mengikuti upacara 
  
  Piket Sekolah (08.00 - 13.45)  
Absensi kelas dan lain-
lain 
  
2 
Selasa, 23 Agustus 
2016 
Ulangan harian BAB I Kelas X 
MIA 3 (08.30 - 10.00) 
Mengawasi ulangan 
harian BAB I  
  
  
Mengoreksi hasil ulangan kelas X 
MIA 3 (10.00 – 13.45) 
Mengoreksi jawaban 
pilihan ganda dan essay  
  
3. 
Rabu, 24 Agustus 
2016 
Ulangan harian BAB I Kelas X 
MIA 4 (08.30 - 10.00) 
Mengawasi ulangan 
harian BAB I 
  
  
Ulangan harian BAB I Kelas X 
MIA 1 (10.15 - 11.45) 
Mengawasi ulangan 
harian BAB I 
  
  
Melanjutkan mengoreksi hasil 
ulangan X MIA 3 (11.45 – 13.45) 
Mengoreksi jawaban 
pilihan ganda dan essay 
  
4. 
Kamis, 25 Agustus 
2016 
Mendampingi siswa BIMTEK 
tentang pemilos (08.00-13.45) 
Mendampingi anak di luar 
sekolah dalam bimtek 
tentang pemilos 
  
 
Jum’at, 26 Agustus 
2016 
Mengoreksi hasil ulangan harian 
BAB I Kelas X MIA 4 (07.00 – 
09.30) 
Mengoreksi jawaban 
pilihan ganda dan essay   
5 
Jum’at, 26 Agustus 
2016 
Mendampingi Remidi dan 
pegayahan kelas X MIA 2 (09.30 – 
11.00) 
Siswa yang mengikuti 
remidi 9 anak dan sisanya 
pengayahan 
  
Minggu ke 7 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 29 Agustus 
2016 
Upacara bendera 
(07.00 – 08.00) 
Mengikuti upacara 
bendera bersama guru 
dan siwa-siswi. 
- - 
Piket sekolah  (08.00 - 13.45) 
Absensi kelas dan lain-
lain 
  
    
  - - 
2 
Selasa, 30 Agustus 
2016 
Menyelesaikan mengoreksi hasil 
ulangan kelas X MIA 3 (07.00-
08.00) 
Mengoreksi jawaban 
pilihan ganda dan essay   
Remidi dan Pengayaan kelas X 
MIA 3 (08.30 – 10.00) . 
Peserta remidi 19 siswa, 
dan pengayaan 15 siswa 
- - 
Mengoreksi hasil remidi dan 
pengayaan kelas X MIA 3 (10.00 
– 13.00) 
Siswa yang remidi telah 
lulus - - 
    
3 
Rabu, 31 Agustus 
2016 
Remidi dan pengayahan kelas X 
MIA 4 (08.30-10.00) 
 
Siswa yang mengikuti 
remidi 18 anak dan 
sisanya pengayahan 
- - 
 Remidi dan pengayahan kelas X 
MIA 1 (10.15-11.45) 
 
Mengawasi remidi dan 
pengayaan   
Mengoreksi hasil remidi dan 
pengayaan 
Belum selesai 
  
4 
Kamis, 1 September 
2016 
Melanjutkan mengoreksi hasil 
remidi dan pengayaan kelas X 
MIA 4 (07.00 - 09.00) 
Peserta remidi sudah 
tuntas semua    
Membuat analisis butir soal kelas 
X MIA 3 (09.00 – 13.45) 
Menggunakan aplikasi 
anbuso 
  
    
5 
Jumat, 2 September 
2016 
Membuat analisis butir soal kelas 
X MIA 3 (07.00 – 11.00) 
Menggunakan aplikasi 
anbuso 
  
 
 
 
 
 
Minggu ke 8 
No. Hari/Tanggal Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 5 September 
2016 
Upacara bendera 
(07.00 – 08.00) 
Mengikuti upacara 
bendera bersama guru 
dan siwa-siswi. 
- - 
Piket sekolah (08.00-13.45) Absensi dan lain-lain   
  - - 
2 
Selasa, 6 September 
2016 
Konsultasi laporan ulangan dan 
laporan PPL (08.00 – 09.00) 
Laporan ulangan BAB I 
Kelas X MIA 3 dan X 
MIA 4  
  
Membuat laporan ulangan dan 
laporan PPL laporan catatan 
harian (10.00-13.45) 
Belum Selesai  
- - 
  - - 
    
3 
Rabu, 7 September 
2016 
Meneruskan laporan ulangan 
(08.00-10.00 
Revisi Kisi-Kisi 
- - 
 Meneruskan laporan PPL (10.30 – 
13.45) 
 
Catatan harian 
  
    
4 
Kamis, 8 September 
2016 
Meneruskan laporan PPL (07-
08.30) 
Catatan harian 
  
Piket Kelurahan (09.00 – 14.00)    
    
5 
Jumat, 9 September 
2016 
Mengawasi ulangan harian kelas 
XII MIA 1 (07.45-09.15) 
 
  
  
Masuk kelas X MIA 2 (09.30-
11.00) 
Memberikan tugas 
  
 

LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 2016 
Universitas Negeri Yogyakarta 
    NAMA SEKOLAH  : SMA N 1 Banguntapan NAMA MAHASISWA : Dias Endar Pratama 
   ALAMAT SEKOLAH : Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Bantul NIM  : 13401241076 
   GURU PEMBIMBING : Dra. Erna  Suryani Rahayu  FAK/PRODI  : FIS/ Pend. Kewarganegaraan 
DOSEN PEMBIMBING : Suripno S.H, M.Pd 
F03 
Untuk 
Mahasiswa 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif / Kuantitatif 
Serapan Dana (Dalam Rp) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa Pemda Kab. 
Sponsor/ 
Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
1. Mencetak 8 paket 
RPP  
Kualitatif: 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
Kuantitatif: 
Diperoleh 8 paket RPP untuk 8 kali 
pertemuan 
Rp. 18.500,00 Rp. 18.500,00 
3. Mencetak soal 
Ulangan Harian  
BAB 1 
Kualitatif: 
Soal Ulangan Harian  BAB 1, digunakan 
untuk 2 kelas (X MIA-3 dan X MIA-4) 
Kuantitatif: 
Diperoleh 35 paket  soal 
Rp. 40.000,00 Rp. 40.000,00 
4. Mencetak soal 
Remidi dan 
Pengayaan UH 1 
Kualitatif: 
Soal remidi sama dengan soal Ulangan 
Harian BAB , sedangkan soal pengayaan 
berupa essay. 
Rp 8.000,00 Rp 8.000,00 
Kuantitatif: 
Diperoleh 20 paket soal remidi dan 20 
paket soal pengayaan digunakan untuk 2 
kelas (X MIA-3 dan X MIA-4) 
5. Mencetak laporan Kualitatif: 
akhir PPL untuk 
DPL Kuantitatif : 
6. Mencetak laporan Kualitatif: 
akhir PPL untuk Laporan akhir PPL dicetak untuk 
Guru pembimbing diserahkan kepada sekolah yaitu guru 
pembimbing 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket laporan akhir PPL 
untuk guru pembimbinj?; 
Jumlah 
Mengetahui: 
N 1 Banguntapan Dosen Pembimbing Lapangan 
Suripno, S.H M.Pd 
NIP. 19560615 198601 1 001 
Rp 28.000,00 
Mahasiswa 
Dias Endar Pratama 
NIM. 13401241076 
Rp 28.00,00 
Rp. 20.00,00 Rp. 20.00,00Laporan dicetak untuk DPL
1 paket laporan untuk DPL
Rp. 114.500,00 Rp. 114.500,00
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik      
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar: 
1.1. Mensyukuri  nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan  pemerintahan 
negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyenggaraan  
pemerintah Negara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara   
 C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1. Berperilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam 
kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.1.2. Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.1.1   Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang tertera 
dalam  sila-sila pancasila. 
2.1.2   Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan dari  
           sila-sila pancasila. 
3.1.1. Menjelaskan pengertian kekuasaan Negara  
3.1.2. Menguraikan  pembagian kekuasaan di Indonesia  
4.1.1. Mengkomunikasikan pembagian kekuasaan Negara di Indonesia. 
4.1.2. Mempresintasikan pembagian kekuasaan Negara di Indonesia dengan Negara lain. 
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau 
diperintahkannya. Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara 
merupakan organisasai kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali 
kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh 
rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Kekuasaan negara 
banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto 
dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya 
(2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu: 
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang. 
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk 
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. 
Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, 
yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya 
yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273): 
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang. 
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, 
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 
Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat 
John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukan ke dalam kekuasaan 
eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan 
tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh 
karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan Trias Politica. 
2. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu 
orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara 
absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau 
pembagian kekuasaan, sehingga terjadi control dan keseimbangan diantara lembaga 
pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif 
tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian 
kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan 
kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) 
merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan 
kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik 
mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan 
negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang 
terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. 
Setiap lembaga menjalan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut 
mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. 
Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian 
kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, 
eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 
diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme 
pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. 
Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian 
kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu 
pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal 
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi 
lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan 
negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 
Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara 
lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat 
pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah 
pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis 
kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, 
yaitu: 
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan 
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 
Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. 
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan 
ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa 
Keuangan yang bebas dan mandiri. 
6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta 
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank 
Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang. 
Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah 
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah 
Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara 
Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan 
pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD 
kabupaten/kota. 
b. Pembagian kekuasaan secara vertical 
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut 
tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. 
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara 
Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 
(pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan 
daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh 
pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan 
kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh 
Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. 
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari 
diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada 
pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan 
mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan 
dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. 
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. 
 E. Metode Pembelajaran 
Strategi Pembelajaran   : Discoveri , Inquiri Learning  
Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik, Problem Based Learning 
Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
- Power Point (ppt) yang berisikan materi ringkas terkait konsep pembagian kekuasaan 
- Tayangan foto-foto yang menampilkan terkait beberapa konsep pembagian kekuasaan 
- Tayangan video terkait konsep pembagian kekuasaan 
 
G. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
  
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Memberikan salam siswa 
- Melakukan presensi dan mengetahui kondisi 
siswa 
- Memberikan motivasi, dapat berupa penjajakan 
kesiapan siswa dengan memberikan beberapa 
pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan di 
ajarkan, yaitu Tipe budaya politik. 
- Memberikan informasi tentang 
kompetensi/tujuan pembelajaran yang ingin di 
capai 
10 menit  
Kegiatan Inti  Mengamati  
- Siswa mengamati materi yang disampaikan guru 
tentang sistem pembagian kekuasaan Negara . 
- Mengkaji tentang pentingnya pemahaman 
mengenai sistem pembagian kekuasaan Negara 
 
70 menit  
 Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk 
mengajukan pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya 
sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif 
antara guru dan peserta didik. 
 Mengeksplorasi  
- Siswa mengumpulkan informasi tentang 
pembagian kekuasaan di Indonesia dengan 
menggunakan berbagai sumber dari buku, atau 
internet. 
- Siswa memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait bagaimana kedudukan tiap 
lembaga negara antara satu dan lainnya dalam 
menjalankan pemerintahan. 
 Mengasosiasikan  
- siswa membuat analisis konsep pembagian 
kekuasaan di Indonesia dengan anggota 
kelompok, 1 kelompok terdiri dari 2 orang. 
 Mengomunikasikan  
- Siswa mempresentasikan hasil dari pekerjaan 
kelompok mereka terhadap game atau kuis yang 
diberikan oleh guru. 
- Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan 
kepada kelompok yang mempresentasikan terkait 
hasil pekerjaan kelompok yang 
mempresentasikan, begitu pula sebaliknya  
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil 
diskusi. 
 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya tentang 
10 menit  
pentingnya memahami tentang sistem pembagian 
kekuasaan Negara khususnya di Indonesia  
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi pembagian sistem 
kekuasaan Negara. 
 
 
I. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
a. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
b. Penilaian dalam bentuk kuis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  
1) Jelaskan pengertian kekuasaan .... 
2) Uraikan pembagian kekuasaan menurut john  Locke.... 
3) Uraikan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu.... 
4) Jelaskasn pembagian kekuasaan horizontal di Indonesia .... 
5) Jelaskan pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia…. 
  Jawab 
1) Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang untuk mempengaruhi orang lain 
supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dan diperintahkannya 
2) Menurut john Locke pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 macam 
kekuasaan, yaitu:  
a) kekuasaan legislative yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk 
undang-undang,  
b) kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang 
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-
undang,  
c) kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar 
negeri 
3) Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 macam 
kekuasaan, yaitu:  
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk 
undang-undang; 
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang 
c. Kekuasan yudikatif, yaitu kekausaan untuk mempertahankan undang-undang, 
termasuk kekusaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-
undang 
4) Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut 
fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislative, eksekutif dan yudikatif) 
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horisontal 
pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat 
dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan 
pusat berlangsung antara lembagalembaga negara yang sederajat. Pergeseran 
yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang 
umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). 
Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah 
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara 
Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
5) Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu, pembagian kekuasaan 
berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa 
tingkatan pemerintahan. pembagian kekuasaan secara vertikal di negara 
Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 
(pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada 
pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal 
yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan 
provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang 
administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul 
sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
 
     
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI 
PRESENTASI 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
15%   
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN 
MANFAAT  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
   
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
c. Dampak atau manfaatnya  
   
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai = bobot x skor  
                                      50 
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
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Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang 
berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
Mengetahui       Banguntapan, 18 Juli 2016 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu    Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025    NIM. 13401241076 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik      
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar: 
1.1. Mensyukuri  nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan  pemerintahan 
negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyenggaraan  
pemerintah Negara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara   
 C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1. Berperilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam 
kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.1.2. Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.1.1   Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang tertera 
dalam  sila-sila pancasila. 
2.1.2   Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan dari  
           sila-sila pancasila. 
3.1.1. Menjelaskan pengertian kekuasaan Negara  
3.1.2. Menguraikan  pembagian kekuasaan di Indonesia  
4.1.1. Mengkomunikasikan pembagian kekuasaan Negara di Indonesia. 
4.1.2. Mempresintasikan pembagian kekuasaan Negara di Indonesia dengan Negara lain. 
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau 
diperintahkannya. Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara 
merupakan organisasai kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali 
kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh 
rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Kekuasaan negara 
banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto 
dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya 
(2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu: 
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang. 
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk 
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. 
Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, 
yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya 
yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273): 
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang. 
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, 
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 
Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat 
John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukan ke dalam kekuasaan 
eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan 
tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh 
karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan Trias Politica. 
2. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu 
orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara 
absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau 
pembagian kekuasaan, sehingga terjadi control dan keseimbangan diantara lembaga 
pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif 
tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian 
kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan 
kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) 
merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan 
kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik 
mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan 
negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang 
terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. 
Setiap lembaga menjalan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut 
mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. 
Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian 
kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, 
eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 
diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme 
pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. 
Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian 
kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu 
pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal 
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi 
lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan 
negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 
Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara 
lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat 
pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah 
pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis 
kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, 
yaitu: 
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan 
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 
Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. 
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan 
ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa 
Keuangan yang bebas dan mandiri. 
6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta 
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank 
Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang. 
Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah 
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah 
Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara 
Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan 
pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD 
kabupaten/kota. 
b. Pembagian kekuasaan secara vertical 
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut 
tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. 
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara 
Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 
(pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan 
daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh 
pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan 
kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh 
Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. 
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari 
diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada 
pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan 
mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan 
dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. 
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. 
 E. Metode Pembelajaran 
Strategi Pembelajaran   : Discoveri , Inquiri Learning  
Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik, Problem Based Learning 
Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
- Power Point (ppt) yang berisikan materi ringkas terkait konsep pembagian kekuasaan 
- Tayangan foto-foto yang menampilkan terkait beberapa konsep pembagian kekuasaan 
- Tayangan video terkait konsep pembagian kekuasaan 
 
G. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
  
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Memberikan salam siswa 
- Melakukan presensi dan mengetahui kondisi 
siswa 
- Memberikan motivasi, dapat berupa penjajakan 
kesiapan siswa dengan memberikan beberapa 
pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan di 
ajarkan, yaitu Tipe budaya politik. 
- Memberikan informasi tentang 
kompetensi/tujuan pembelajaran yang ingin di 
capai 
10 menit  
Kegiatan Inti  Mengamati  
- Siswa mengamati materi yang disampaikan guru 
tentang sistem pembagian kekuasaan Negara . 
- Mengkaji tentang pentingnya pemahaman 
mengenai sistem pembagian kekuasaan Negara 
 
70 menit  
 Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk 
mengajukan pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya 
sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif 
antara guru dan peserta didik. 
 Mengeksplorasi  
- Siswa mengumpulkan informasi tentang 
pembagian kekuasaan di Indonesia dengan 
menggunakan berbagai sumber dari buku, atau 
internet. 
- Siswa memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait bagaimana kedudukan tiap 
lembaga negara antara satu dan lainnya dalam 
menjalankan pemerintahan. 
 Mengasosiasikan  
- siswa membuat analisis konsep pembagian 
kekuasaan di Indonesia dengan anggota 
kelompok, 1 kelompok terdiri dari 2 orang. 
 Mengomunikasikan  
- Siswa mempresentasikan hasil dari pekerjaan 
kelompok mereka terhadap game atau kuis yang 
diberikan oleh guru. 
- Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan 
kepada kelompok yang mempresentasikan terkait 
hasil pekerjaan kelompok yang 
mempresentasikan, begitu pula sebaliknya  
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil 
diskusi. 
 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya tentang 
10 menit  
pentingnya memahami tentang sistem pembagian 
kekuasaan Negara khususnya di Indonesia  
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi pembagian sistem 
kekuasaan Negara. 
 
 
I. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
a. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
b. Penilaian dalam bentuk kuis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  
1) Jelaskan pengertian kekuasaan .... 
2) Uraikan pembagian kekuasaan menurut john  Locke.... 
3) Uraikan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu.... 
4) Jelaskasn pembagian kekuasaan horizontal di Indonesia .... 
5) Jelaskan pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia…. 
  Jawab 
1) Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang untuk mempengaruhi orang lain 
supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dan diperintahkannya 
2) Menurut john Locke pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 macam 
kekuasaan, yaitu:  
a) kekuasaan legislative yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk 
undang-undang,  
b) kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang 
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-
undang,  
c) kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar 
negeri 
3) Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 macam 
kekuasaan, yaitu:  
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk 
undang-undang; 
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang 
c. Kekuasan yudikatif, yaitu kekausaan untuk mempertahankan undang-undang, 
termasuk kekusaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-
undang 
4) Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut 
fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislative, eksekutif dan yudikatif) 
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horisontal 
pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat 
dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan 
pusat berlangsung antara lembagalembaga negara yang sederajat. Pergeseran 
yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang 
umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). 
Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah 
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara 
Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
5) Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu, pembagian kekuasaan 
berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa 
tingkatan pemerintahan. pembagian kekuasaan secara vertikal di negara 
Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 
(pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada 
pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal 
yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan 
provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang 
administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul 
sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
 
     
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI 
PRESENTASI 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
15%   
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN 
MANFAAT  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
   
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
c. Dampak atau manfaatnya  
   
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai = bobot x skor  
                                      50 
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
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Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang 
berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
Mengetahui       Banguntapan, 18 Juli 2016 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu    Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025    NIM. 13401241076 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok  : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 
- Kompetensi Dasar 
1.1  Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan 
2.1.Menghayati nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  
       bernegara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan Negara 
 
  
- Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1 Berilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia 
dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.1.2 Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.1.1     Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang 
tertera dalam  sila-sila pancasila. 
2.1.2   Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan 
dari  sila-sila pancasila. 
3.1.1.   Menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga kementrian negara Republik 
Indonesia   
3.1.2.   Menguraikan tentang kedudukan dan fungsi lembaga non kementrian  
4.1.1.   Mengkomunikasikan kedudukan dan fungsi lembaga kementrian negara Republik 
Indonesia   
4.1.2. Mempresentasikan kedudukan dan fungsi lembaga non kementrian 
 
C. Materi Pembelajaran 
Lampiran materi 
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil 
presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk 
beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri 
negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan 
kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas 
dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-
undang. 
Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian 
Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini 
mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, 
susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau 
mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian 
dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan 
dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu: 
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya, 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari 
pusat sampai ke daerah. 
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan 
tugas dibidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan 
urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 
c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.  
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap 
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap 
kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan 
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas: 
a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam 
negeri, dan pertahanan. 
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, 
perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, 
informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan 
perikanan. 
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, 
kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, 
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan 
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 
2. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat 
dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan 
urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu: 
a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama 
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, terdiri atas: 
1) Kementerian Dalam Negeri 
2) Kementerian Luar Negeri 
3) Kementerian Pertahanan 
b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan 
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: 
1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
2) Kementerian Keuangan 
3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
4) Kementerian Perindustrian 
5) Kementerian Perdagangan 
6) Kementerian Pertanian 
7) Kementerian Kehutanan 
8) Kementerian Perhubungan 
9) Kementerian Kelautan dan Perikanan 
10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
11) Kementerian Pekerjaan Umum 
12) Kementerian Kesehatan 
13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
14) Kementerian Sosial 
15) Kementerian Agama 
16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
17) Kementerian Komunikasi dan Informatika 
c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas: 
1) Kementerian Sekretariat Negara 
2) Kementerian Riset dan Teknologi 
3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
4) Kementerian Lingkungan Hidup 
5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
10) Kementerian Perumahan Rakyat 
11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga 
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian 
koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-
kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas: 
1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
 
3. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga 
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-
Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang 
dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. 
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab 
langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. 
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. 
Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu: 
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
2) Badan Informasi Geospasial (BIG); 
3) Badan Intelijen Negara (BIN); 
4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah 
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian; 
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi 
Menteri Riset dan Teknologi; 
8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); 
9) Badan Narkotika Nasional (BNN); 
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); 
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan; 
14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 
16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri 
Lingkungan Hidup; 
17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri 
Riset dan Teknologi; 
18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian; 
19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri; 
20) Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian; 
21) Badan SAR Nasional (Basarnas); 
22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian; 
25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas); 
28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 
29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri 
Riset dan Teknologi; 
30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan, Keamanan; 
31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
D. Metode Pembelajaran 
- Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
- Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
 
 
 
 
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran 
- Power Point (ppt) yang berisikan materi ringkas terkait lembaga kementrian dan non 
kementrian di Indonesia 
- Tayangan foto-foto yang menampilkan terkait lembaga kementrian dan non kementrian di 
Indonesia 
 
Alat/Bahan:  
Laptop, LCD, Speaker, White Board 
 
F. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengajak peserta didik untuk memulai 
pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan 
keyakinan masing-masing/kesiapan kelas dan 
presensi. 
- Mengulas sedikit materi yang disampaikan pada 
pertemuan sebelumnya, misalnya dengan 
melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk 
mengasah daya ingat siswa. 
- Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama 
pembelajaran yang akan ditempuh. 
- Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan 
disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan 
peserta didik. 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 70 menit 
- Guru memberikan penjelasan terkait dengan fungsi 
dan kedudukan lembaga kementrian dan non 
kementrian 
- Siswa mengamati penjelasan terkait dengan fungsi 
dan kedudukan lembaga kementrian dan non 
kementrian 
Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga 
terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan 
peserta didik. 
Mengeksplorasi 
- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang 
pengelompokkan kementrian negara berdasarkan 
ruang lingkup kerjanya melalui diskusi berpasangan 
dengan menggunakan berbagai sumber belajar  
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait materi pengelompokkan 
kementrian negara berdasarkan ruang lingkup 
kerjanya  
Menalar/mengasosiasi 
- Peserta didik membuat analisis terkait tugas dan 
fungsi kementrian negara  
Mengomunikasikan 
- Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi 
kelompok mereka terhadap materi yang diberikan 
oleh guru. 
- Kelompok pasangan lain boleh mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok pasangan yang 
mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok 
yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya 
sesuai gilirannya. 
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil 
diskusi. 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya 
mengenai pentingnya memahami lembaga 
kementrian dan non kementrian negara  
- Guru memberikan post test untuk mengukur 
penyerapan materi siswa 
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi lembaga kementrian 
dan non kementrian negara  
10 menit 
 
 
H. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
a. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
b. Penilaian tertulis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  
1) Sebut dan jelaskan pasal dalam UUD NRI 1945 yang menagatur tentang 
kementrian negara! 
2) Sebutkan kementrian negara yang menangani bidang politik, hukum, dan 
keamanan! 
3) Sebutkan kementrian negara yang menangani bidang kemaritiman ! 
4) Sebut dan jelaskan lembaga non kementrian yang ada di Indonesia beserta 
tugasnya! 
  Jawab 
1) Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam 
Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 
a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam 
undang-undang. 
 
 
2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.  
a) Kementerian Dalam Negeri  
b) Kementerian Hukum dan HAM  
c) Kementerian Luar Negeri  
d) Kementerian Pertahanan  
e) Kementerian Komunikasi dan Informatika  
f) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
 
3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.  
a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
b) Kementerian Perhubungan  
c) Kementerian Kelautan dan Perikanan  
d) Kementerian Pariwisata 
 
 
4) lembaga non kementrian  
a) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
b) Badan Informasi Geospasial (BIG).  
c) Badan Intelijen Negara (BIN).  
d) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
e) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah 
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
 
     
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI 
PRESENTASI 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
15%   
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN 
MANFAAT  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
   
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
c. Dampak atau manfaatnya  
   
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai = bobot x skor  
                                      50 
 
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
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P
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2   
 
      
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang 
berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
     
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
Mengetahui                  Banguntapan, 30 Juli 2016 
Guru Mata Pelajaran                 Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu                Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025                           NIM. 13401241076 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok  : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 
- Kompetensi Dasar 
1.1  Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan 
2.1.Menghayati nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  
       bernegara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan Negara 
 
  
- Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1 Berilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia 
dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.1.2 Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.1.1     Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang 
tertera dalam  sila-sila pancasila. 
2.1.2   Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan 
dari  sila-sila pancasila. 
3.1.1.   Menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga kementrian negara Republik 
Indonesia   
3.1.2.   Menguraikan tentang kedudukan dan fungsi lembaga non kementrian  
4.1.1.   Mengkomunikasikan kedudukan dan fungsi lembaga kementrian negara Republik 
Indonesia   
4.1.2. Mempresentasikan kedudukan dan fungsi lembaga non kementrian 
 
C. Materi Pembelajaran 
Lampiran materi 
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil 
presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk 
beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri 
negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan 
kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas 
dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-
undang. 
Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian 
Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini 
mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, 
susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau 
mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian 
dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan 
dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu: 
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya, 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari 
pusat sampai ke daerah. 
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan 
tugas dibidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan 
urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 
c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.  
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap 
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap 
kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan 
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas: 
a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam 
negeri, dan pertahanan. 
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, 
perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, 
informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan 
perikanan. 
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, 
kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, 
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan 
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 
2. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat 
dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan 
urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu: 
a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama 
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, terdiri atas: 
1) Kementerian Dalam Negeri 
2) Kementerian Luar Negeri 
3) Kementerian Pertahanan 
b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan 
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: 
1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
2) Kementerian Keuangan 
3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
4) Kementerian Perindustrian 
5) Kementerian Perdagangan 
6) Kementerian Pertanian 
7) Kementerian Kehutanan 
8) Kementerian Perhubungan 
9) Kementerian Kelautan dan Perikanan 
10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
11) Kementerian Pekerjaan Umum 
12) Kementerian Kesehatan 
13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
14) Kementerian Sosial 
15) Kementerian Agama 
16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
17) Kementerian Komunikasi dan Informatika 
c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas: 
1) Kementerian Sekretariat Negara 
2) Kementerian Riset dan Teknologi 
3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
4) Kementerian Lingkungan Hidup 
5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
10) Kementerian Perumahan Rakyat 
11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga 
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian 
koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-
kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas: 
1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
 
3. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga 
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-
Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang 
dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. 
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab 
langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. 
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. 
Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu: 
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
2) Badan Informasi Geospasial (BIG); 
3) Badan Intelijen Negara (BIN); 
4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah 
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian; 
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi 
Menteri Riset dan Teknologi; 
8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); 
9) Badan Narkotika Nasional (BNN); 
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); 
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan; 
14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 
16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri 
Lingkungan Hidup; 
17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri 
Riset dan Teknologi; 
18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian; 
19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri; 
20) Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian; 
21) Badan SAR Nasional (Basarnas); 
22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian; 
25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan 
Teknologi; 
27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas); 
28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 
29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri 
Riset dan Teknologi; 
30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan, Keamanan; 
31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
D. Metode Pembelajaran 
- Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
- Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
 
 
 
 
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran 
- Power Point (ppt) yang berisikan materi ringkas terkait lembaga kementrian dan non 
kementrian di Indonesia 
- Tayangan foto-foto yang menampilkan terkait lembaga kementrian dan non kementrian di 
Indonesia 
 
Alat/Bahan:  
Laptop, LCD, Speaker, White Board 
 
F. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengajak peserta didik untuk memulai 
pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan 
keyakinan masing-masing/kesiapan kelas dan 
presensi. 
- Mengulas sedikit materi yang disampaikan pada 
pertemuan sebelumnya, misalnya dengan 
melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk 
mengasah daya ingat siswa. 
- Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama 
pembelajaran yang akan ditempuh. 
- Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan 
disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan 
peserta didik. 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 70 menit 
- Guru memberikan penjelasan terkait dengan fungsi 
dan kedudukan lembaga kementrian dan non 
kementrian 
- Siswa mengamati penjelasan terkait dengan fungsi 
dan kedudukan lembaga kementrian dan non 
kementrian 
Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga 
terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan 
peserta didik. 
Mengeksplorasi 
- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang 
pengelompokkan kementrian negara berdasarkan 
ruang lingkup kerjanya melalui diskusi berpasangan 
dengan menggunakan berbagai sumber belajar  
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait materi pengelompokkan 
kementrian negara berdasarkan ruang lingkup 
kerjanya  
Menalar/mengasosiasi 
- Peserta didik membuat analisis terkait tugas dan 
fungsi kementrian negara  
Mengomunikasikan 
- Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi 
kelompok mereka terhadap materi yang diberikan 
oleh guru. 
- Kelompok pasangan lain boleh mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok pasangan yang 
mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok 
yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya 
sesuai gilirannya. 
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil 
diskusi. 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya 
mengenai pentingnya memahami lembaga 
kementrian dan non kementrian negara  
- Guru memberikan post test untuk mengukur 
penyerapan materi siswa 
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi lembaga kementrian 
dan non kementrian negara  
10 menit 
 
 
H. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
a. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
b. Penilaian tertulis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  
1) Sebut dan jelaskan pasal dalam UUD NRI 1945 yang menagatur tentang 
kementrian negara! 
2) Sebutkan kementrian negara yang menangani bidang politik, hukum, dan 
keamanan! 
3) Sebutkan kementrian negara yang menangani bidang kemaritiman ! 
4) Sebut dan jelaskan lembaga non kementrian yang ada di Indonesia beserta 
tugasnya! 
  Jawab 
1) Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam 
Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 
a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam 
undang-undang. 
 
 
2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.  
a) Kementerian Dalam Negeri  
b) Kementerian Hukum dan HAM  
c) Kementerian Luar Negeri  
d) Kementerian Pertahanan  
e) Kementerian Komunikasi dan Informatika  
f) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
 
3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.  
a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
b) Kementerian Perhubungan  
c) Kementerian Kelautan dan Perikanan  
d) Kementerian Pariwisata 
 
 
4) lembaga non kementrian  
a) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
b) Badan Informasi Geospasial (BIG).  
c) Badan Intelijen Negara (BIN).  
d) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
e) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah 
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
 
     
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI 
PRESENTASI 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
15%   
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN 
MANFAAT  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
   
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
c. Dampak atau manfaatnya  
   
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai = bobot x skor  
                                      50 
 
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
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Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang 
berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
     
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
Mengetahui                  Banguntapan, 30 Juli 2016 
Guru Mata Pelajaran                 Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu                Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025                           NIM. 13401241076 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok  : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 
- Kompetensi Dasar 
1.1  Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan 
2.1.Menghayati nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  
       bernegara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan Negara 
 
 
 - Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1 Berilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia 
dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.1.2 Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.1.1     Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang 
tertera dalam  sila-sila pancasila. 
2.1.2   Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan 
dari  sila-sila pancasila. 
3.1.1.   Menjelaskan  
3.1.2.   Menguraikan tentang  
4.1.1.   Mengkomunikasikan  
4.1.2.  Mempresentasikan  
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Sistem nilai dalam pancasila 
 Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan 
antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada 
beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem 
nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran 
seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila 
sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. 
Kelima nilai  tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengaju pada tujuan 
yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan 
merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. 
2. Implementasi pancasila 
 Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakanlandasan bangsa 
Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan 
dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung niali-
nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai 
dan falsafah Negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat 
dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. 
Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, 
pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna 
bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
 Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan 
prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya 
pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan 
dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara 
tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus 
dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. 
Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya 
dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika 
dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai 
spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan 
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam 
Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat 
teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. 
 Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan 
yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam permusayaratan perwakilan merupakan gambaran 
bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai 
pengakuan terhadap sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang nondiskriminatif, demokrasi 
berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan 
social bagi semua tanpa kecuali pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnyajauh lebih 
luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
 Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas 
harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara 
merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalamsimbol-simbol kehidupan bangsa, 
lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan 
pemerintahan,nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan 
implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik 
penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual 
yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi 
perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi 
pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar 
kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. 
3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Pengkajian pancasila secara filosofi dimaksukan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari 
pancasila. Berdasarkan analisi makna nilai-nilai pancasila diharapkan akan di peroleh makna yang 
akurat dan mempunyai nilai filosofi. Dengan demikian, penyelenggaraan Negara harus 
berdasarkan pada nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
sebagai berikut. 
1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
a. Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah 
menurut agamanya. 
c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk 
agama sesuai hukum yang berlaku. 
d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 
e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi 
antarumat dan dalam beragama. 
f. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga 
negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflk antar agama. 
2.  Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 
a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. 
Karena manusia mempunyai sifat universal. 
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga 
bersifat universal. 
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa 
yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak 
pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi 
penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
3.  Nilai Sila Persatuan Indonesia 
a. Nasionalisme 
b. Cinta bangsa dan tanah air 
c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan 
perbedaan warna kulit. 
e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 
4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
a. Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu 
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru 
sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting 
yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 
c. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu 
diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi 
adanya kejujuran bersama. 
d. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, 
yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. 
5.  Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 
berkelanjutan. 
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan 
bersama menurut potensi masing-masing. 
c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja 
sesuai dengan bidangnya. 
 
 
 
 
D. Metode Pembelajaran 
- Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
- Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
 
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran 
- Power Point yang berisikan materi ringkas terkait dengan nilai-nilai pancasila. 
- Tayangan video yang menampilkan terkait dengan nilai-nilai  pancasila  
Alat/Bahan:  
Laptop, LCD, Speaker, White Board 
 
F. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran 
dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-
masing (kesiapan kelas dan presensi). 
- Mengulas  materi yang disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya, misalnya dengan melontarkan 
pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengasah daya 
ingat siswa. 
- Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama 
pembelajaran yang akan ditempuh. 
- Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan 
disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan 
peserta didik. 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
- Guru memberikan penjelasan terkait dengan 
 
- Siswa mengamati penjelasan terkait dengan nilai-
nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga 
terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan 
peserta didik. 
Mengeksplorasi 
- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang nilai-
nilai yang terkandung dalam pancasila berdasarkan 
ruang lingkup kerjanya melalui diskusi berpasangan 
dengan menggunakan berbagai sumber belajar  
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait materi berdasarkan ruang 
lingkup kerjanya  
Menalar/mengasosiasi 
- Peserta didik membuat analisis terkait dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam pancasila.  
- Mengomunikasikan 
- Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi 
kelompok mereka terhadap materi yang diberikan 
oleh guru. 
70 menit 
- Kelompok pasangan lain boleh mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok pasangan yang 
mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok 
yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya 
sesuai gilirannya. 
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil diskusi. 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya 
mengenai pentingnya memahami nilai-nilai pancasila 
dalam penyelengagaraan pemerintahan 
- Guru memberikan post test untuk mengukur 
penyerapan materi siswa 
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi nilai-nilai pancasila 
dalam  penyelenggaraan pemerintahan. 
10 menit 
 
 
H. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
1. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
2. Penilaian tertulis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  
1. Sebutkan bunyi pancasila ? 
2. Sebutkan lambang yang tertera dalam sila pertama sampai ke lima dengan 
benar ? 
3. Sebutkan dan jelaskan nilai  yang terkandung dalam pancasila? 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pancasila ? 
  Jawab 
1. Bunyi Pancasila : 
1) Ketuhanan Yang Maha Esa 
2) Kemanusian yang adil dan beradab 
3) Persatuan Indonesia  
4) Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan 
perwakilan 
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  
2.  1). Ketuhanan Yang Maha Esa berlambangkan Bintang 
 2). Kemanusian yang adil dan Beradab berlambangkan rantai 
3). Persatuan  Indonesia berlambangkan pohon beringin 
4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan 
perwakilan berlambangkan kepala banteng. 
5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan 
kapas. 
 
3.  a.  Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang 
Maha Esa. 
2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 
beribadah menurut agamanya. 
3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan 
memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 
4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 
5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, 
toleransi antarumat dan dalam beragama. 
6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga 
negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflk antar agama. 
a.  Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 
1) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk 
Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal. 
2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga 
bersifat universal. 
3) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti 
bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban 
yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat 
jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus 
direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 
b.  Nilai Sila Persatuan Indonesia 
1) Nasionalisme 
2) Cinta bangsa dan tanah air 
3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 
4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan 
perbedaan warna kulit. 
5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 
c.  Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
1) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu 
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, 
baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang 
penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 
3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang 
perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai 
konsekuensi adanya kejujuran bersama. 
4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara 
Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. 
d. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 
berkelanjutan. 
2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan 
bersama menurut potensi masing-masing. 
3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja 
sesuai dengan bidangnya. 
4. sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu 
yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat 
yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat 
tentang apa yang di[andang baik. Pancasaila sebagai nilai mengandung 
serangkaian nilai, yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. 
Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan 
mengacu pada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai 
termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan meupakan nilai-nilai 
dasar yang bersifat abstrak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
      
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI 
PRESENTASI 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
15%   
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN 
MANFAAT  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
   
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
c. Dampak atau manfaatnya  
   
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai = bobot x skor  
                                      50 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
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Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
     
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
Mengetahui                Banguntapan, 04 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran               Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu               Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025               NIM. 13401241076 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok  : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 
- Kompetensi Dasar 
1.1  Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan 
2.1.Menghayati nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  
       bernegara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan Negara 
 
 
 - Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1 Berilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia 
dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.1.2 Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.1.1     Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang 
tertera dalam  sila-sila pancasila. 
2.1.2   Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan 
dari  sila-sila pancasila. 
3.1.1.   Menjelaskan  
3.1.2.   Menguraikan tentang  
4.1.1.   Mengkomunikasikan  
4.1.2.  Mempresentasikan  
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Sistem nilai dalam pancasila 
 Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan 
antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada 
beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem 
nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran 
seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila 
sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. 
Kelima nilai  tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengaju pada tujuan 
yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan 
merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. 
2. Implementasi pancasila 
 Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakanlandasan bangsa 
Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan 
dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung niali-
nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai 
dan falsafah Negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat 
dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. 
Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, 
pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna 
bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
 Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan 
prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya 
pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan 
dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara 
tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus 
dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. 
Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya 
dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika 
dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai 
spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan 
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam 
Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat 
teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. 
 Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan 
yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam permusayaratan perwakilan merupakan gambaran 
bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai 
pengakuan terhadap sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang nondiskriminatif, demokrasi 
berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan 
social bagi semua tanpa kecuali pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnyajauh lebih 
luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
 Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas 
harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara 
merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalamsimbol-simbol kehidupan bangsa, 
lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan 
pemerintahan,nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan 
implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik 
penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual 
yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi 
perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi 
pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar 
kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. 
3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Pengkajian pancasila secara filosofi dimaksukan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari 
pancasila. Berdasarkan analisi makna nilai-nilai pancasila diharapkan akan di peroleh makna yang 
akurat dan mempunyai nilai filosofi. Dengan demikian, penyelenggaraan Negara harus 
berdasarkan pada nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
sebagai berikut. 
1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
a. Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah 
menurut agamanya. 
c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk 
agama sesuai hukum yang berlaku. 
d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 
e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi 
antarumat dan dalam beragama. 
f. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga 
negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflk antar agama. 
2.  Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 
a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. 
Karena manusia mempunyai sifat universal. 
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga 
bersifat universal. 
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa 
yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak 
pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi 
penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
3.  Nilai Sila Persatuan Indonesia 
a. Nasionalisme 
b. Cinta bangsa dan tanah air 
c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan 
perbedaan warna kulit. 
e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 
4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
a. Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu 
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru 
sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting 
yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 
c. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu 
diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi 
adanya kejujuran bersama. 
d. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, 
yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. 
5.  Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 
berkelanjutan. 
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan 
bersama menurut potensi masing-masing. 
c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja 
sesuai dengan bidangnya. 
 
 
 
 
D. Metode Pembelajaran 
- Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
- Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
 
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran 
- Power Point yang berisikan materi ringkas terkait dengan nilai-nilai pancasila. 
- Tayangan video yang menampilkan terkait dengan nilai-nilai  pancasila  
Alat/Bahan:  
Laptop, LCD, Speaker, White Board 
 
F. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran 
dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-
masing (kesiapan kelas dan presensi). 
- Mengulas  materi yang disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya, misalnya dengan melontarkan 
pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengasah daya 
ingat siswa. 
- Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama 
pembelajaran yang akan ditempuh. 
- Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan 
disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan 
peserta didik. 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
- Guru memberikan penjelasan terkait dengan 
 
- Siswa mengamati penjelasan terkait dengan nilai-
nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga 
terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan 
peserta didik. 
Mengeksplorasi 
- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang nilai-
nilai yang terkandung dalam pancasila berdasarkan 
ruang lingkup kerjanya melalui diskusi berpasangan 
dengan menggunakan berbagai sumber belajar  
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait materi berdasarkan ruang 
lingkup kerjanya  
Menalar/mengasosiasi 
- Peserta didik membuat analisis terkait dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam pancasila.  
- Mengomunikasikan 
- Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi 
kelompok mereka terhadap materi yang diberikan 
oleh guru. 
70 menit 
- Kelompok pasangan lain boleh mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok pasangan yang 
mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok 
yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya 
sesuai gilirannya. 
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil diskusi. 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya 
mengenai pentingnya memahami nilai-nilai pancasila 
dalam penyelengagaraan pemerintahan 
- Guru memberikan post test untuk mengukur 
penyerapan materi siswa 
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi nilai-nilai pancasila 
dalam  penyelenggaraan pemerintahan. 
10 menit 
 
 
H. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
1. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
2. Penilaian tertulis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  
1. Sebutkan bunyi pancasila ? 
2. Sebutkan lambang yang tertera dalam sila pertama sampai ke lima dengan 
benar ? 
3. Sebutkan dan jelaskan nilai  yang terkandung dalam pancasila? 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pancasila ? 
  Jawab 
1. Bunyi Pancasila : 
1) Ketuhanan Yang Maha Esa 
2) Kemanusian yang adil dan beradab 
3) Persatuan Indonesia  
4) Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan 
perwakilan 
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  
2.  1). Ketuhanan Yang Maha Esa berlambangkan Bintang 
 2). Kemanusian yang adil dan Beradab berlambangkan rantai 
3). Persatuan  Indonesia berlambangkan pohon beringin 
4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan 
perwakilan berlambangkan kepala banteng. 
5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan 
kapas. 
 
3.  a.  Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang 
Maha Esa. 
2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 
beribadah menurut agamanya. 
3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan 
memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 
4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 
5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, 
toleransi antarumat dan dalam beragama. 
6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga 
negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflk antar agama. 
a.  Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 
1) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk 
Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal. 
2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga 
bersifat universal. 
3) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti 
bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban 
yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat 
jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus 
direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 
b.  Nilai Sila Persatuan Indonesia 
1) Nasionalisme 
2) Cinta bangsa dan tanah air 
3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 
4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan 
perbedaan warna kulit. 
5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 
c.  Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
1) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu 
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, 
baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang 
penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 
3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang 
perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai 
konsekuensi adanya kejujuran bersama. 
4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara 
Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. 
d. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 
berkelanjutan. 
2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan 
bersama menurut potensi masing-masing. 
3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja 
sesuai dengan bidangnya. 
4. sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu 
yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat 
yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat 
tentang apa yang di[andang baik. Pancasaila sebagai nilai mengandung 
serangkaian nilai, yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. 
Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan 
mengacu pada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai 
termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan meupakan nilai-nilai 
dasar yang bersifat abstrak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
      
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI 
PRESENTASI 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
15%   
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN 
MANFAAT  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
   
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
c. Dampak atau manfaatnya  
   
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai = bobot x skor  
                                      50 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
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Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
         3 
     
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
Mengetahui                Banguntapan, 04 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran               Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu               Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025               NIM. 13401241076 
 
 
 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok  : Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 
- Kompetensi Dasar 
1.2. Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara     
Republik Indonesia Tahun 1945 
2.2. Mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 3.2. Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
  1945 
4.1 Menyaji hasil analisis  tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik 
 Indonesia Tahun 1945 
- Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.2.1 Berperilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia 
dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.2.2. Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.2.1    Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang 
tertera dalam UUD 1945 
2.2.2    Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin 
keseluruhan dari  nilai yang ada dalam UUD 1945. 
3.2.1.   Menjelaskan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
3.2.2.   Menguraikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4.2.1.   Mengkomunikasikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
4.2.2.  Mempresentasikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
 
 
C. Materi Pembelajaran 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegarasan secara konstitusional batas 
wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografi sebuah Negara akibat gerakan 
separatism, sengketa perbatasan antar Negara, ataupun kependudukan oleh Negara asing. 
 Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambakan kesatuan 
wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifi dan 
Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut 
juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosialbudaya; serta 4) kesatuan 
pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan 
pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik 
Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di 
sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik 
Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah 
daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan 
pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. 
Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada 
apulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang” (Sekretariat 
Jenderal MPR RI, 2012:117-178)   
 Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya 
sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Djuanda 
menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi 
sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan 
melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/ PRP/1960 tentang Perairan 
Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara 
kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian diakui dalam 
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of 
the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian 
meratifiasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985. 
Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan 
 Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya 
memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang 
dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di 
dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 
1.922.570 km2 dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 
13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-
wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana 
diuraikan di atas. 
 Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah 
daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. 
Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, 
rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal 
ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam 
melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh  
PBB tahun 1982 : 
Menurut hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB batas laut teritorial berapa jarak 
garis dasar ke arah laut lepas ? 12 mil 
 a. Zona Laut Teritorial 
 Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut 
lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang 
dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing Negara tersebut. 
Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial di sebutlaut teritorial. Laut yang terletak 
di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar 
adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara 
mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban 
menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. 
 b. Zona Landas Kontinen 
 Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan 
lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia 
terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen 
Australia Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil 
laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara 
tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing- masing negara. Di dalam garis batas landas 
kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 
dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman 
tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 
1969. 
 c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis 
dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam 
memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan 
pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip 
Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua 
negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan 
titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua Negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang 
zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 
1980. 
 Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki 
kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. 
Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk 
Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, 
baik pemeritah pusat maupun daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya 
dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan 
hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri 
kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman 
penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa 
bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. 
 Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah 
udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah 
daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang 
penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh 
dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai 
kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. 
Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. 
Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di 
wilayah Negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari 
wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. 
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
 Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya 
mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti 
dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, 
kabupaten/ kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk 
menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah 
bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu 
perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. 
 Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, 
Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa 
Indonesia adalah Negara maritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah 
mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan 
perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan 
batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan. 
  a. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara 
 Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara 
Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat 
Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, 
yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. 
  b. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat 
 Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 
Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan 
wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografi daratan Indonesia terpisah 
jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik 
tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan 
Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. 
  c. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur 
 Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan 
Samudera Pasifi. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua 
negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. 
Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua 
Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun). 
  d. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan 
 Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, 
perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah 
memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan 
Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung 
dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan 
dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-
batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan batas landas 
kontinen. 
3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa: 
 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. 
 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
 Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara 
melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh 
potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran seluruh rakyat. 
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mempunyai 
hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai 
kewajiban- kewajiban sebagai berikut. 
a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), 
dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air 
dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati 
langsung oleh rakyat. 
c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak 
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 
 
  
D. Metode Pembelajaran 
- Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
- Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
 
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran 
- Power Point yang berisikan materi ringkas terkait dengan nilai-nilai pancasila. 
- Tayangan video yang menampilkan terkait dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  
Alat/Bahan:  
Laptop, LCD, Speaker, White Board 
 
F. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran 
dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-
masing (kesiapan kelas dan presensi). 
- Mengulas  materi yang disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya, misalnya dengan melontarkan 
pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengasah daya 
ingat siswa. 
- Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama 
pembelajaran yang akan ditempuh. 
- Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan 
disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan 
peserta didik. 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
- Guru memberikan penjelasan terkait dengan 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
- Siswa mengamati penjelasan terkait dengan 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
70 menit 
Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga 
terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan 
peserta didik. 
Mengeksplorasi 
- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia   melalui 
diskusi dengan menggunakan berbagai sumber belajar  
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait materi Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia    
Menalar/mengasosiasi 
- Peserta didik membuat analisis terkait dengan 
permasalahan yang ada di sekitar perbatasan 
Indonesia 
- Mengomunikasikan 
- Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi 
kelompok mereka terhadap materi yang diberikan 
oleh guru. 
- Kelompok pasangan lain boleh mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok pasangan yang 
mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok 
yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya 
sesuai gilirannya. 
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil diskusi. 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya 
mengenai pentingnya memahami Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  
- Guru memberikan post test untuk mengukur 
penyerapan materi siswa 
10 menit 
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  
 
 
H. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
1. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
2. Penilaian tertulis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  
 
No. Soal Skor Jawaban 
1 Kapan deklasari Djuanda di keluarkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia? 
2 13 Desember 1957 
2 Berapa mil ketentuan dari zona Zona 
Ekonomi Eklusif (ZEE)? 
2 200 mil laut yang dihitung dari 
garis pangkal. 
3 Sebutkan dan jelaskan ketentuan dalam 
UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah 
Negara dalam  
2 pasal 25 A  “Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah 
sebuah negara kepulauan yang 
berciri nusantara dengan wilayah 
yang batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan oleh undang-undang” 
4 Menurut hukum laut internasional yang 
telah disepakati oleh PBB batas laut 
teritorial berapa mil jarak garis dasar ke arah 
laut lepas 
2 Batas laut teritorial ialah garis 
khayal yang berjarak 12 mil laut 
dari garis dasar ke arah laut lepas. 
5 Sebutkan bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3 pada 
UUD 1945 atas kekayaan alam Indonesia  
2 Ayat (2), Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hayat 
hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara 
Ayat (3), Bumi, air dan kekayaan 
alam yg terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.  
 
 
Na = Skor yang di dapat X 100 
        Nilai maksimal 
 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
      
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 Kemampuan mendeskripsikan gagasan 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 Kemampuan menjelaskan isi presentasi 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
15%   
3 Kemampuan menunjukkan orisinalitas 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 Kemampuan menjelaskan inovasi dan manfaat  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 Kemampuan mempertahankan konsep dalam 
menjawab pertanyaan 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
   
6 Kemampuan menjelaskan hasil  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
   
c. Dampak atau manfaatnya  
7 Sikap dalam presentasi 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai =   bobot x skor  
                              Nilai Maksimal  
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
 
         Nama Siswa 
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1   
 
      
2   
 
      
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
          Nilai maksimal  
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
          Nilai Maksimal 
     
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
Mengetahui       Banguntapan, 11 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu    Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025               NIM. 13401241076 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan: SMA N 1 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester  : X/1 (satu) 
Materi Pokok  : Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti: 
Sikap Spiritual 
1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
kerja sama, damai, dan gotong royong), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Keterampilan  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 
- Kompetensi Dasar 
1.2. Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara     
Republik Indonesia Tahun 1945 
2.2. Mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 3.2. Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
  1945 
4.1 Menyaji hasil analisis  tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik 
 Indonesia Tahun 1945 
- Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.2.1 Berperilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia 
dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 
1.2.2. Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan yang dianutnya 
2.2.1    Mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang seperti yang 
tertera dalam UUD 1945 
2.2.2    Menunjukan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin 
keseluruhan dari  nilai yang ada dalam UUD 1945. 
3.2.1.   Menjelaskan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
3.2.2.   Menguraikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4.2.1.   Mengkomunikasikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
4.2.2.  Mempresentasikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
 
 
C. Materi Pembelajaran 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegarasan secara konstitusional batas 
wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografi sebuah Negara akibat gerakan 
separatism, sengketa perbatasan antar Negara, ataupun kependudukan oleh Negara asing. 
 Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambakan kesatuan 
wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifi dan 
Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut 
juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosialbudaya; serta 4) kesatuan 
pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan 
pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik 
Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di 
sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik 
Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah 
daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan 
pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. 
Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada 
apulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang” (Sekretariat 
Jenderal MPR RI, 2012:117-178)   
 Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya 
sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Djuanda 
menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi 
sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan 
melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/ PRP/1960 tentang Perairan 
Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara 
kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian diakui dalam 
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of 
the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian 
meratifiasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985. 
Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan 
 Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya 
memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang 
dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di 
dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 
1.922.570 km2 dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 
13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-
wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana 
diuraikan di atas. 
 Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah 
daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. 
Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, 
rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal 
ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam 
melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh  
PBB tahun 1982 : 
Menurut hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB batas laut teritorial berapa jarak 
garis dasar ke arah laut lepas ? 12 mil 
 a. Zona Laut Teritorial 
 Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut 
lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang 
dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing Negara tersebut. 
Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial di sebutlaut teritorial. Laut yang terletak 
di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar 
adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara 
mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban 
menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. 
 b. Zona Landas Kontinen 
 Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan 
lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia 
terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen 
Australia Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil 
laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara 
tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing- masing negara. Di dalam garis batas landas 
kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 
dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman 
tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 
1969. 
 c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis 
dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam 
memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan 
pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip 
Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua 
negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan 
titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua Negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang 
zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 
1980. 
 Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki 
kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. 
Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk 
Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, 
baik pemeritah pusat maupun daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya 
dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan 
hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri 
kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman 
penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa 
bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. 
 Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah 
udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah 
daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang 
penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh 
dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai 
kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. 
Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. 
Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di 
wilayah Negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari 
wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. 
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
 Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya 
mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti 
dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, 
kabupaten/ kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk 
menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah 
bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu 
perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. 
 Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, 
Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa 
Indonesia adalah Negara maritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah 
mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan 
perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan 
batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan. 
  a. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara 
 Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara 
Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat 
Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, 
yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. 
  b. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat 
 Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 
Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan 
wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografi daratan Indonesia terpisah 
jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik 
tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan 
Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. 
  c. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur 
 Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan 
Samudera Pasifi. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua 
negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. 
Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua 
Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun). 
  d. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan 
 Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, 
perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah 
memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan 
Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung 
dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan 
dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-
batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan batas landas 
kontinen. 
3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa: 
 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. 
 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
 Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara 
melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh 
potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran seluruh rakyat. 
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mempunyai 
hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai 
kewajiban- kewajiban sebagai berikut. 
a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), 
dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air 
dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati 
langsung oleh rakyat. 
c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak 
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 
 
  
D. Metode Pembelajaran 
- Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
- Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
 
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran 
- Power Point yang berisikan materi ringkas terkait dengan nilai-nilai pancasila. 
- Tayangan video yang menampilkan terkait dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  
Alat/Bahan:  
Laptop, LCD, Speaker, White Board 
 
F. Sumber Belajar 
- Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
- Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. 
- Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan  Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran 
dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-
masing (kesiapan kelas dan presensi). 
- Mengulas  materi yang disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya, misalnya dengan melontarkan 
pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengasah daya 
ingat siswa. 
- Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama 
pembelajaran yang akan ditempuh. 
- Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan 
disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan 
peserta didik. 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
- Guru memberikan penjelasan terkait dengan 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
- Siswa mengamati penjelasan terkait dengan 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
70 menit 
Menanya  
- Guru memberikan kesempatan dan memberikan 
dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta 
untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga 
terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan 
peserta didik. 
Mengeksplorasi 
- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia   melalui 
diskusi dengan menggunakan berbagai sumber belajar  
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil 
eksplorasinya terkait materi Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia    
Menalar/mengasosiasi 
- Peserta didik membuat analisis terkait dengan 
permasalahan yang ada di sekitar perbatasan 
Indonesia 
- Mengomunikasikan 
- Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi 
kelompok mereka terhadap materi yang diberikan 
oleh guru. 
- Kelompok pasangan lain boleh mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok pasangan yang 
mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok 
yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya 
sesuai gilirannya. 
- Guru membimbing jalannya presentasi dengan 
memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil diskusi. 
Penutup - Guru memberikan penguatan materi dan pelurusan 
konsep 
- Mengadakan refleksi/evaluasi diri, misalnya 
mengenai pentingnya memahami Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  
- Guru memberikan post test untuk mengukur 
penyerapan materi siswa 
10 menit 
- Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan 
akhir berkaitan dengan materi Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  
 
 
H. Penialain Hasil Belajar dan Upaya Tindak Lanjut 
 
1. Penilaian Kognitif 
. Penilaian di dalam pembelajaran ini mengutamakan penilaian proses dalam bentuk 
lembar tugas yang dikerjakan siswa. 
1. Tugas/laporan/ presentasi 
- Laporan ditulis pada kertas kerja sesuai dengan petunjuk guru. 
2. Penilaian tertulis untuk mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  
 
No. Soal Skor Jawaban 
1 Kapan deklasari Djuanda di keluarkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia? 
2 13 Desember 1957 
2 Berapa mil ketentuan dari zona Zona 
Ekonomi Eklusif (ZEE)? 
2 200 mil laut yang dihitung dari 
garis pangkal. 
3 Sebutkan dan jelaskan ketentuan dalam 
UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah 
Negara dalam  
2 pasal 25 A  “Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah 
sebuah negara kepulauan yang 
berciri nusantara dengan wilayah 
yang batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan oleh undang-undang” 
4 Menurut hukum laut internasional yang 
telah disepakati oleh PBB batas laut 
teritorial berapa mil jarak garis dasar ke arah 
laut lepas 
2 Batas laut teritorial ialah garis 
khayal yang berjarak 12 mil laut 
dari garis dasar ke arah laut lepas. 
5 Sebutkan bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3 pada 
UUD 1945 atas kekayaan alam Indonesia  
2 Ayat (2), Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hayat 
hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara 
Ayat (3), Bumi, air dan kekayaan 
alam yg terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.  
 
 
Na = Skor yang di dapat X 100 
        Nilai maksimal 
 
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PRESENTASI 
(hasil laporan setiap kelompok) 
 
Tanggal /bulan/tahun:  ................................................................................. 
Nama/kelompok   :  .................................................................................. 
Kelas/Semester           :  .................................................................................. 
Mata Pelajaran    :    ................................................................................. 
Judul Presentasi  :    ……………………………………......................... 
      
No 
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 
1 Kemampuan mendeskripsikan gagasan 
a. Ide pokok laporan 
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, 
tujuan, hasil, dan kesimpulan. 
c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 
15%   
2 Kemampuan menjelaskan isi presentasi 
a. Kelancaran penyampaian gagasan 
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 
15%   
3 Kemampuan menunjukkan orisinalitas 
a. Bukti empirik atas argumen 
b. Konsistensi argumentasi 
15%   
4 Kemampuan menjelaskan inovasi dan manfaat  
a. Sifat kebaruan hasil karya  
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan 
penugasan dari guru 
15%   
5 Kemampuan mempertahankan konsep dalam 
menjawab pertanyaan 
20%   
 a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan 
konsistensi, berkomunikasi lisan 
b. Keruntutan dalam penalaran 
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 
   
6 Kemampuan menjelaskan hasil  15%   
 a. Originalitas atas keaslian karya 
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi 
   
c. Dampak atau manfaatnya  
7 Sikap dalam presentasi 5%   
 a. Kerapihan 
b. Kesopanan 
   
      Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
Nilai =   bobot x skor  
                              Nilai Maksimal  
 
2. Penilaian Afektif 
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan perindividu, yang dilakukan oleh 
guru. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan penilaian baik berupa 
“komentar”, atau dalam bentuk pengamatan . 
 
Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa (Penilaian Afektif) Kerja kelompok : 
 
No 
Indikator  Sikap 
 
         Nama Siswa 
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1   
 
      
2   
 
      
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
          Nilai maksimal  
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penilaian Psikomotorik 
Nama :  
Kelas: 
 
No 
 
Keterampilan 
SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Terampil menyiapkan materi atau jawaban 
pertanyaan  
     
2 Tekun dalam pembelajaran dikelas dan dalam 
pengerjaan tugas dirumah  
     
3 Mampu menggunakan waktu dengan efektif       
4 Memperhatikan rekan yang sedang berbicara atau 
menghargai teman atau guru yang sedang berbicara  
     
5 Mampu bekerja sama baik didalam kelas maupun 
diluar kelas 
     
6 Menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam 
berkomunikasi  
     
 
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) 
          Nilai = Jumlah Skor  
          Nilai Maksimal 
     
Klasifikasi nilai: 8 - 10 = A 
                            6 - 8 = B 
                            4 - 6 = C 
 
 
Mengetahui       Banguntapan, 11 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL  
Dra. Erna Suryani Rahayu    Dias Endar Pratama 
NIP. 19671110 200701 2 025               NIM. 13401241076 
 
 
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN MENGAJAR 
 
 
 
 
Satuan Pendidikan :  SMAN 1 Baguntapan   Jumlah Soal : 35 (Tiga Puluh Lima) 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan  ..   Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Uraian 
Kelas / Program : X MIPA dan X IPS  ..................   Alokasi waktu : 2 X 45 menit (2 JP) 
Jenis Tes : Tertulis ......................................   Penyusun : Dias Endar Pratama 
 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi (IPK) 
Materi 
Pembelajaran 
Tekhnik 
Penilaian 
Indikator Soal No Soal 
Bentuk 
Instrumen 
 1. Menjelaskan 
pengertian dan 
Pembagian kekuasaan 
Negara 
2. Mengkomunikasikan 
pembagian kekuasaan 
Negara di Indonesia 
Sistem 
Pembagian 
Kekuasaan 
Negara 
 
Tertulis  
Peserta didik dapat menjelaskan konsep kekuasaan negara  A5,A7, A8, B1 
Pilihan Ganda 
Uraian 
Peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis kekuasaan yang 
berlaku di Indonesia 
A3,A4.A10, A11, 
A12, 
B2 
Pilihan Ganda 
Uraian 
Peserta didik mampu menguraikan mekanisme pembagian 
kekuasaan di Indonesia sesudah amandemen ke empat UUD 
NRI Tahun 1945 
A1,A2, A6 
Pilihan Ganda 
Peserta didik mampu menjelaskan pembagian kekuasaan 
secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal di 
Indonesia  
A9, B3 
Pilihan Ganda 
Uraian 
 
1. Menjelaskan 
kedudukan dan fungsi 
lembaga kementrian 
dan lembaga non 
Kementrian negara 
Republik Indonesia 
2. Mengkomunikasikan 
kedudukan dan fungsi 
lembaga kementrian 
dan lembaga non 
Kementrian negara 
Republik Indonesia   
Kedudukan 
dan Fungsi 
Kementrian 
Negara RI 
dan Lembaga 
Pemerintah 
Non-
Kementrian 
Tertulis 
Peserta didik mampu menyebutkan Kementrian Negara yang 
ada di Indonesia 
 
A16, A17, 
B4 
Pilihan Ganda 
Uraian 
Peserta didik mampu mengetahui pembagian kementerian 
negara di Indonesia 
 A18,  
Pilihan Ganda 
Peserta didik mampu mengetahui tugas dan wewenang 
kementerian menurut konstitusi 
A13,A1A4, A15, 
A22 
Pilihan Ganda 
Peserta didik mampu mengetahui perkembangan persoalan 
kementrian di Indonesia  
A19, A20, A21 
Pilihan Ganda 
 
1. Menjelaskan Nilai-nilai 
Pancasila 
Tertulis 
Peserta didik mampu menyebutkan contoh implementasi 
nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara 
A24, A25, A29, 
B5 
Pilihan Ganda 
Uraian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi (IPK) 
Materi 
Pembelajaran 
Tekhnik 
Penilaian 
Indikator Soal No Soal 
Bentuk 
Instrumen 
 
2. Mengkomunikasikan 
 
dalam 
Penyelenggar
aan 
Pemerintahan 
Peserta didik mampu menyebutkan contoh implementasi 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 
A23, A30 
Pilihan Ganda 
Peserta didik mampu mengetahui nilai-nilai yang terkandung 
dalam tiap sila di pancasila  
A27, A28, 
Pilihan Ganda 
Peserta didik mampu mengetahui proses perumusan 
Pancasila  
A26,  
Pilihan Ganda 
 
 
Keterangan :  
 Nomor Soal A = Pilihan Ganda 
 Nomor Soal B = Uraian  
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NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
    Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
    Kelas    : X ( Sepuluh ) 
    Hari / Tanggal   :  , Agustus 2016 
    Waktu    : 2 x 45 menit 
 
 
A. Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar ! 
 
1. Sesuai dengan ketetuan konstitusi, dalam mengangkat duta dan konsul presiden 
memperhatikan pertimbangan dari…. 
a. DPR 
b. MPR 
c. Wakil Presiden 
d. Menteri-Menteri 
e. MA 
 
2. Salah satu contoh implementasi saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara di 
Indonesia antara lembaga yudikatif dan eksekutif adalah…. 
a. Presiden memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta dan konsul 
b. Prseiden mengangkat menteri-menteri Negara 
c. Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang 
d. Presiden berhak mengangkat 3 calon menteri 
e. Presiden berhak mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi 
 
3. Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri bertanggung jawab kepada ….. 
a. Rakyat 
b. Presiden 
c. MPR  
d. Parlemen 
e. Perdana Menteri 
 
4. Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial adalah  ….. 
a. Kepala Pemerintahan 
b. Tidak dapat diganggu gugat 
c. Kepala Negara 
d. Sebagai symbol pemersatu Bangsa 
e. Kepala negara dan Kepala Pemerintahan 
 
5. Tokoh pembagian kekeuasaan yang terkenal dengan teori Trias Politica adalah …. 
a. John Locke 
b. Ir. Soekarno 
c. Van Volenhoven 
d. Montesquieu 
e. Immanuel Kant 
 
6. Salah satu perubahan Fundamental dalam sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI 
1945 setelah amandemen adalah …. 
a. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi 
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR 
c. Pelaksanaan Pemilu Luber dan Jurdil  
d. Kedudukan Presiden dibawah MPR 
e. Presiden sebagai mandataris MPR 
 
7. Teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu terdiri atas …. 
a. Legislatif, Eksekutif, Federatif 
b. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif 
c. Legislatif, Eksekutif, Konstitutif 
d. Legislatif, Yudikatif, Federatif 
e. Yudikatif, Eksekutif, Federatif 
 
8. Menurut John Locke kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri disebut dengan 
kekuasaan…. 
a. Eksekutif 
b. Yudikatif 
c. Federatif 
d. Legislatif 
e. Konstitutif 
 
9. 
 
 Presiden dan menteri-menteri 
  
c.  DPR dan DPRD 
d. MA dan KY 
e. Gubernur dan Bupati 
 
11. Lembaga Negara yang memegang kekuasaan legislatif adalah …. 
a. Presiden 
b. Komisi Yudisial 
c. Mahkamah Agung 
d. Mahkamah Konstitusi 
e. DPR 
12. Yang dimaksud dengan kekuasaan Yudikatif adalah…. 
a. Melaksanakan Undang-Undang 
b. Membuat Undang-Undang 
c. Mengajukan rancangan Undang-Undang 
d. Mengawasi dan mengadili pelaksanaan Undang-Undang 
e.  Menetapkan Undang-Undang 
13. Berikut yang bukan wewenang presiden RI sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 ….. 
1) Mengangkat Menteri Negara 
2) Mengangkat Duta dan Konsul 
3) Membubarkan DPR 
4) Memberi Grasi, Amesti dan Abolisi 
5) Memberi tanda jasa dan penghargaan 
6) Mengangkat Gubernur 
a. 1 dan 3 
b. 2 dan 4 
c. 3 dan 6 
d. 3 dan 4 
e. 4 dan 6 
 
14. Mengenai Kementerian Negara diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal  …. 
a. 17 
b. 18 
c. 19 
d. 20 
e. 21 
15. Selain diatur dalam UUD NRI 1945, mengenai Kementrian Negara juga diatur dalam Undang-
undang Nomor…. 
a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 
b. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 
c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 
d. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 
e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2006 
16. Kementerian kordinator perekonomian membawahi kementerian lain diantaranya bidang …. 
a. Ketenagakerjaan, Pertahanan, dan Hukum  
b. Keuangan, Perindustrian dan Agraria dan Tata Ruang 
c. Perdagangan, perdagangan dan Sosial 
d. Keuangan, pertahanan dan komunikasi Informasi 
e. Pertanian, ketenagakerjaan dan perhubungan 
17. Dibawah ini adalah yang bukan termasuk kedalam Kementerian Koordinator Bidang 
 Kemaritiman. …. 
1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
2) Kementerian Perhubungan  
3) Kementerian Kelautan dan Perikanan  
4) Kementrian Pemuda dan Olah Raga 
5) Kementerian Pariwisata 
6) Kementerian sosial  
a. 1 dan 3 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 6 
e. 5 dan 6 
18. Kementrian Negara yang Nomenklaturnya diatur dalam UUD NRI 1945 adalah 
a. Menteri Keuangan 
b. Menteri Ketenagakerjaan 
c. Menteri Agama 
d. Menteri Sosial 
e. Menteri Dalam Negeri 
 
 
19. Nama Kabinet era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikenal dengan kabinet…. 
a. Gotong Royong 
b. Persatuan 
c. Pembangunan 
d. Kerja 
e. Bersatu 
20. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini dipimpin oleh …. 
a. Muh. Nuh 
b. Anies Baswedan 
c. Puan Maharani 
d. Muhadjir Efendi 
e. Susi Pudjiastuti 
21. Dalam melaksanakan tugasnya 
 
  
  
  
  
  
22. Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi pemegang kekuasaan pemerintahan Negara   
 Indonesia adalah ….. 
a. Ketua DPR 
b. Presiden 
c. Menteri dalam negeri 
d. Wakil Presiden 
e. Ketua MPR 
23. Berikut yang bukan Konsekuensi logis sebagai warga Negara Indonesia yang mengakui dan 
meyakini Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa kita wajib untuk melakukan hal dibawah ini 
…. 
1).  Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 
2).  Tunduk dan hormat  
3).  Memaksakan nilai-nilai Pancasila pada orang asing 
4).  Menjunjung tinggi Pancasila sebagai pelindung bangsa  
5).  Royal atau Setia 
6).  Menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara 
 
 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3  
c.  3 dan 4 
d. 4 dan 5 
e. 5 dan 6 
 
24. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi 
 mediator ketika terjadi konflik antar agama,merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila yang 
 termuat dalam sila ke…. 
a. Satu 
b. dua  
c. Tiga  
d. empat 
e. lima  
25. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa  
 sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.  
 hal ini merupakan  salah satu tata nilai utama dalam Pancasila yaitu terdapat dalam dimensi…  
A. Kultural 
B. institusional 
C. konstitusional 
D. kearifan lokal 
E. Spiritual 
26. Tokoh yang merumuskan pancasila adalah …. 
a. Soekarno, M.Yamin dan Soepomo 
b. Moh. Hatta, Soepomo, M. Yamin 
c. Soepomo, M.Yamin dan Sudirman  
d. M. Yamin, Sahrir dan Soekarno 
e. Soekarno, Sudirman dan Soepomo 
27. Nilai yang terkandung dalam sila pertama, kecuali …. 
a. Bebas memeluk agama  
b. Toleransi antar umat beragama  
c. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa 
d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia 
e. memaksa warga negara untuk beragama 
28. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah .... 
a. Keadilan nasional  
b. penonjolan kekuatan atau kekuasaan 
c. Nasionalisme 
d. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal 
e. Mengurangi rasa senasib dan sepenanggungan 
 
 
29. Hakikat dari sila ke empat Pancasila adalah demokrasi, yang merupakan ciri-ciri demokrasi 
adalah 
a.Presiden menjabat seumur hidup 
b. Menganut sistem monopartai 
c. tidak adanya kebebasan pers 
d  kedaulatan berada di tangan rakyat 
e. tidak adanya jaminana kebebasan sipil  
30.  Dalam kehidupan bermasyarakat kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Hal       
ini sejalan dengan pengamalan sila …. 
a. Pertama 
b. Kedua 
c. Ketiga 
d. Keempat 
e. Kelima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Esay. 
1. Apa pengertian dari kekuasaan Negara menurut pendapat anda ? 
2. Jelaskan teori Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu ? 
 
 Soal kasus  dibawah ini untuk nomor 3, 4, dan 5 ! 
3. Pada kasus diatas adakah lembaga yang masuk dalam klasifikasi pembagian kekuasaan 
Negara secara Horizontal ? sebutkan dan jelaskan ! 
4. Sebutkan Kementerian Negara yang dapat anda temukan pada kasus diatas ! 
5. Berikan salah satu contoh yang mencerminkan implemntasi nilai-nilai Pancasila dalam 
penyelenggaraan negara ?  
 
 
 
JAKARTA,(PR).- Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini disclaimer atau Tidak Memberikan 
Pendapat (TMP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-
LKPP) pada empat kementrian/lembaga. Presiden RI Joko Widodo membacakan empat 
kementrian/lembaga itu agar diingat sebagai catatan perbaikan pada tahun berikutnya. Empat 
kementrian/lembaga tersebut yakni pertama, Kemensos, kedua, Kemenpora, ketiga Televisi 
Republik Indonesia (TVRI), dan keempat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).  
Dalam LHP-LKPP ini, sebanyak 56 Kementrian/Lembaga memperoleh predikat wajar tanpa 
pengecualian (WTP) dan 26 Kementrian/Lembaga memperoleh predikat wajar dengan 
pengecualian (WDP) serta 4 Kementrian/Lembaga berpredikat Tidak Memberikan Pendapat 
(TMP). Sedangkan tahun lalu ada 7 kementrian/lembaga yang berpredikat Tidak Memberikan 
Pendapat (TMP) yakni Ombudsman RI, Badan Informasi Geospasial, Kementrian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Komunikasi dan 
Informatika, Lembaga Penyiaran Publik RRI, dan TVRI. Dalam menyikapi LHP-LKKP ini, kata 
Jokowi, bukan pada predikat yang diraih, tetpai hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai 
momentum untuk perbaikan dan pembenahan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara 
di tahun berikutnya. 
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN I PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
A. PILIHAN GANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. ESAY 
 
1. Kekuasaan Negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan 
umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan 
tujuan-tujuan pemegang kekuasaan (negara) itu sendiri. 
 
2. Pembagian kekuasaan trias politica menurut Montesquieu: 
a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang 
b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang 
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang 
c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, 
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 
Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK 
 
3. Lembaga yang masuk dalam klasifikasi pembagian kekuasaan negara secara 
horizontal pada kasus tersebut yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Presiden  
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang kekuasaan eksaminatif/inspektif, 
yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara 
b. Presiden, memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-
undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
 
4. Kementrian Negara yang dapat ditemukan pada kasus tersebut yakni: 
a. Kementrian Sosial 
b. Kementrian Pemuda dan Olahraga 
No. Jawaban  No.  Jawaban  No.  jawaban 
1. A 11. E 21. E 
2. E 12. D 22. B 
3. B 13. C 23. C 
4. E 14. A 24. A 
5. D 15. C 25. E 
6. A 16. B 26. A 
7. B 17. D 27. E 
8. C 18. E 28. C 
9. B 19. D 29. D 
10. A 20. D 30. B 
c. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
d. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
e. Kementrian Komunikasi dan Informatika 
 
5. Contoh yang mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan 
Negara yaitu  
1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
a. Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah 
menurut agamanya. 
c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk 
agama sesuai hukum yang berlaku. 
d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 
e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi 
antarumat dan dalam beragama. 
f. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga 
negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflk antar agama. 
2.  Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 
a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. 
Karena manusia mempunyai sifat universal. 
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga 
bersifat universal. 
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa 
yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak 
pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi 
penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
3.  Nilai Sila Persatuan Indonesia 
a. Nasionalisme 
b. Cinta bangsa dan tanah air 
c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan 
perbedaan warna kulit. 
e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 
4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
a. Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu 
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru 
sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting 
yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 
c. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu 
diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi 
adanya kejujuran bersama. 
d. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, 
yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. 
5.  Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 
berkelanjutan. 
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan 
bersama menurut potensi masing-masing. 
c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja 
sesuai dengan bidangnya. 
 
 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
 
 
NILAI AKHIR (NA) = 
𝑺𝑲𝑶𝑹 𝑩𝑬𝑵𝑨𝑹
𝑺𝑲𝑶𝑹 𝑴𝑨𝑲𝑺𝑰𝑴𝑨𝑳
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
 
Keterangan: 
Skor Benar       = Skor Benar Pilihan Ganda + Skor Essay 
Skor Maksimal = 30 Pilihan Ganda + 20 Essay = 50 
 
Tabel Penilaian 
SKOR 
BENAR NILAI  
SKOR 
BENAR NILAI  
SKOR 
BENAR NILAI  
50 100  33 66  16 32  
49 98  32 64  15 30  
48 96  31 62  14 28  
47 94  30 60  13 26  
46 92  29 58  12 24  
45 90  28 56  11 22  
44 88  27 54  10 20  
43 86  26 52  9 18  
42 84  25 50  8 16  
41 82  24 48  7 14  
40 80  23 46  6 12  
39 78  22 44  5 10  
38 76  21 42  4 8  
37 74  20 40  3 6  
36 72  19 38  2 4  
35 70  18 36  1 2  
34 68  17 34  0 0  
 
 
 
 
DAFTAR NILAI UJIAN 
         
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
 
Nama Tes  :  Ulangan Harian 
 
  
 
 
Mata Pelajaran  :  PKn 
 
  
 
 
Kelas/Program  :  X MIA 3 
  
  KKM 
 
Tanggal Tes  :  22 AGUSTUS 2016 
 
   75 
 
SK/KD  :  1. Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
daerah  
 
No NAMA PESERTA L/P 
HASIL TES OBJEKTIF SKOR 
TES 
ESSAY 
NILAI KETERANGAN 
BENAR SALAH SKOR 
1 DWIKI MAYCELLINO W. L 26 4 26 16,0 84,0 Tuntas 
2 FERDION DEANDRO T.P. L 19 11 19 11,0 60,0 Belum tuntas 
3 JOSEAN HORIZON L 23 7 23 15,0 76,0 Tuntas 
4 KESIA FANI PANCARANINGTYAS P 24 6 24 14,0 76,0 Tuntas 
5 KRISTIAN JOSE VASULA L 25 5 25 10,0 70,0 Belum tuntas 
6 MUHAMMAD HAFIDH F. L 24 6 24 12,0 72,0 Belum tuntas 
7 MUHAMMMAD LUTHFI P. L 20 10 20 15,0 70,0 Belum tuntas 
8 MUHAMMAD RAFI F. L 24 6 24 12,0 72,0 Belum tuntas 
9 MUHAMMAD SYAHID H. L 23 7 23 12,0 70,0 Belum tuntas 
10 MUHAMMAD ZULFA W.P. L 24 6 24 11,0 70,0 Belum tuntas 
11 MUTMAINNAH RADARI P. P 16 14 16 10,0 52,0 Belum tuntas 
12 NABILA RIZA S. P 22 8 22 16,0 76,0 Tuntas 
13 NADIYA KUSUMAWATI P 27 3 27 17,0 88,0 Tuntas 
14 NASYWA AZZAHRA M. P 21 9 21 14,0 70,0 Belum tuntas 
15 NAUFAL JUNDI A. L 25 5 25 18,0 86,0 Tuntas 
16 NIA PUSPITA NINGRUM P 24 6 24 14,0 76,0 Tuntas 
17 NIHLATIN AZKA P 28 2 28 15,0 86,0 Tuntas 
18 NOPI ANGGITA P 27 3 27 15,0 84,0 Tuntas 
19 NUGRAHA JALMA P. L 18 12 18 10,0 56,0 Belum tuntas 
20 NURMALA OCTAVIAN A. P 26 4 26 16,0 84,0 Tuntas 
21 OKTIA NUGRAHA NINGRUM P 26 4 26 14,0 80,0 Tuntas 
22 PANGESTU MAHARDIKA M. L 28 2 28 14,0 84,0 Tuntas 
23 PUTRI AYU NURAZIZAH P 22 8 22 13,0 70,0 Belum tuntas 
24 RAHMA FANISA P 18 12 18 15,0 66,0 Belum tuntas 
25 RAIHAN DANICA P. L 23 7 23 12,0 70,0 Belum tuntas 
26 RAKHA RAFIZAL Z. L 26 4 26 14,0 80,0 Tuntas 
27 RANA ADHELIA P 24 6 24 15,0 78,0 Tuntas 
28 RAYHAN ELDAFFA M.P. L 23 7 23 10,0 66,0 Belum tuntas 
29 RESTU BUDIYANTI P 22 8 22 13,0 70,0 Belum tuntas 
30 REZA YUDHA HIMAWAN L 19 11 19 15,0 68,0 Belum tuntas 
31 RILA HANDINI AGESTIA P 22 8 22 15,0 74,0 Belum tuntas 
32 MUHAMMAD ROIKHAN A.R. L 20 10 20 11,0 62,0 Belum tuntas 
33 PUTRI YUNIAR P 18 12 18 14,0 64,0 Belum tuntas 
34 DEBRITA BERNIKE Y. I. P 26 4 26 15,0 82,0 Tuntas 
 -  Jumlah peserta test =  34 Jumlah Nilai =  783 463 2492   
 -  Jumlah yang tuntas =  15 Nilai Terendah =  16,00 10,00 52,00   
 -  Jumlah yang belum tuntas =  19 Nilai Tertinggi =  28,00 18,00 88,00   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  Persentase peserta tuntas =  44,1 Rata-rata =  23,03 13,62 73,29   
 -  Persentase peserta belum tuntas =  55,9 Standar Deviasi =  3,13 2,13 8,85   
         Mengetahui : 
  
            Banguntapan, 29 AGUSTUS 2016 
Kepala SMA N 1 BANGUNTAPAN 
  
Guru Mata Pelajaran 
    
    
    
    Dr. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd 
  
Dra. Erna Suryani Rahayu 
NIP 196609131991031004 
  
NIP 196711102007012025 
ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 
       
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
 
Nama Tes  :  Ulangan Harian  
 
 
Mata Pelajaran :  PKn   
 
 
Kelas/Program :  X MIA 3   
 
 
Tanggal Tes  :  22 AGUSTUS 2016  
 
 
SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan daerah  
 No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0,231 Cukup Baik 0,676 Sedang CE Revisi Pengecoh 
2 0,584 Baik 0,471 Sedang D Revisi Pengecoh 
3 0,474 Baik 0,912 Mudah CE Cukup Baik 
4 -0,050 Tidak Baik 0,588 Sedang BD Tidak Baik 
5 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ABCE Tidak Baik 
6 0,526 Baik 0,471 Sedang - Baik 
7 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ACDE Tidak Baik 
8 0,284 Cukup Baik 0,971 Mudah BDE Cukup Baik 
9 -0,190 Tidak Baik 0,324 Sedang - Tidak Baik 
10 -0,111 Tidak Baik 0,971 Mudah BCD Tidak Baik 
11 0,272 Cukup Baik 0,912 Mudah BCD Cukup Baik 
12 0,508 Baik 0,912 Mudah AB Cukup Baik 
13 0,373 Baik 0,471 Sedang - Baik 
14 0,430 Baik 0,824 Mudah B Cukup Baik 
15 0,448 Baik 0,882 Mudah D Cukup Baik 
16 0,391 Baik 0,500 Sedang A Revisi Pengecoh 
17 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ABCE Tidak Baik 
18 0,493 Baik 0,588 Sedang BD Revisi Pengecoh 
19 0,457 Baik 0,412 Sedang B Revisi Pengecoh 
20 0,479 Baik 0,618 Sedang C Revisi Pengecoh 
21 0,359 Baik 0,882 Mudah C Cukup Baik 
22 0,625 Baik 0,882 Mudah CD Cukup Baik 
23 0,239 Cukup Baik 0,559 Sedang - Baik 
24 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah BCDE Tidak Baik 
25 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ABCD Tidak Baik 
26 0,058 Tidak Baik 0,971 Mudah BCE Tidak Baik 
27 0,190 Tidak Baik 0,676 Sedang C Tidak Baik 
28 0,139 Tidak Baik 0,853 Mudah AE Tidak Baik 
29 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ABCE Tidak Baik 
30 0,383 Baik 0,706 Mudah AC Cukup Baik 
       Mengetahui : 
  
Banguntapan, 29 AGUSTUS 2016 
Kepala SMA N 1 BANGUNTAPAN 
  
Guru Mata Pelajaran 
    
    
    
    Dr. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd 
  
Dra. Erna Suryani Rahayu 
NIP 196609131991031004 
  
NIP 196711102007012025 
 
SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA 
        
 
Satuan 
Pendidikan 
:  SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Nama Tes :  Ulangan Harian 
 
  
 
Mata Pelajaran :  PKn 
 
  
 
Kelas/Program :  X MIA 3 
  
  
 
Tanggal Tes :  22 AGUSTUS 2016 
 
  
 
SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No Butir 
Persentase Jawaban 
Jumlah 
A B C D E Lainnya 
1 67.6* 23,5 0,0 8,8 0,0 0,0 100,0 
2 26,5 11,8 14,7 0,0 47.1* 0,0 100,0 
3 2,9 91.2* 0,0 5,9 0,0 0,0 100,0 
4 14,7 0,0 26,5 0,0 58.8* 0,0 100,0 
5 0,0 0,0 0,0 100* 0,0 0,0 100,0 
6 47.1* 17,6 20,6 11,8 2,9 0,0 100,0 
7 0,0 100* 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
8 2,9 0,0 97.1* 0,0 0,0 0,0 100,0 
9 58,8 32.4* 2,9 2,9 2,9 0,0 100,0 
10 97.1* 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 100,0 
11 8,8 0,0 0,0 0,0 91.2* 0,0 100,0 
12 0,0 0,0 5,9 91.2* 2,9 0,0 100,0 
13 11,8 17,6 47.1* 11,8 11,8 0,0 100,0 
14 82.4* 0,0 2,9 5,9 8,8 0,0 100,0 
15 2,9 5,9 88.2* 0,0 2,9 0,0 100,0 
16 0,0 50* 23,5 2,9 23,5 0,0 100,0 
17 0,0 0,0 0,0 100* 0,0 0,0 100,0 
18 35,3 0,0 5,9 0,0 58.8* 0,0 100,0 
19 26,5 0,0 29,4 41.2* 2,9 0,0 100,0 
20 11,8 23,5 0,0 61.8* 2,9 0,0 100,0 
21 2,9 2,9 0,0 5,9 88.2* 0,0 100,0 
22 2,9 88.2* 0,0 0,0 8,8 0,0 100,0 
23 11,8 23,5 55.9* 2,9 5,9 0,0 100,0 
24 100* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 100* 0,0 100,0 
26 97.1* 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 100,0 
27 14,7 2,9 0,0 14,7 67.6* 0,0 100,0 
28 0,0 2,9 85.3* 11,8 0,0 0,0 100,0 
29 0,0 0,0 0,0 100* 0,0 0,0 100,0 
30 0,0 70.6* 0,0 5,9 23,5 0,0 100,0 
Mengetahui : 
 
Banguntapan, 29 AGUSTUS 2016 
Kepala SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Guru Mata Pelajaran 
   
   
   
   Dr. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd 
 
Dra. Erna Suryani Rahayu 
NIP 196609131991031004 
 
NIP 196711102007012025 
        
ANALISIS BUTIR SOAL ESSAY 
      
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Nama Tes  :  Ulangan Harian  
 
Mata Pelajaran :  PKn  
 
Kelas/Program :  X MIA 3   
 
Tanggal Tes :  22 AGUSTUS 2016  
 
SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0,484 Baik 0,434 Sedang Baik 
2 0,364 Baik 0,868 Mudah Cukup Baik 
3 0,443 Baik 0,471 Sedang Baik 
4 0,255 Cukup Baik 0,846 Mudah Cukup Baik 
5 0,747 Baik 0,787 Mudah Cukup Baik 
      Mengetahui : 
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Kepala SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Guru Mata Pelajaran 
   
   
   
   Dr. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd 
 
Dra. Erna Suryani Rahayu 
NIP 196609131991031004 
 
NIP 196711102007012025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERI REMIDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Nama Tes  :  Ulangan Harian 
 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan  
 
Kelas/Program  :  X MIA 3 
 
Tanggal Tes  :  22 AGUSTUS 2016 
 
SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
1 DWIKI MAYCELLINO W. L Tidak Ada 
2 FERDION DEANDRO T.P. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara;  
3 JOSEAN HORIZON L Tidak Ada 
4 KESIA FANI 
PANCARANINGTYAS 
P Tidak Ada 
5 KRISTIAN JOSE VASULA L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara;  
6 MUHAMMAD HAFIDH F. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
7 MUHAMMMAD LUTHFI P. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
8 MUHAMMAD RAFI F. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara;  
9 MUHAMMAD SYAHID H. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
10 MUHAMMAD ZULFA W.P. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
11 MUTMAINNAH RADARI P. P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara;  
12 NABILA RIZA S. P Tidak Ada 
13 NADIYA KUSUMAWATI P Tidak Ada 
14 NASYWA AZZAHRA M. P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara;  
15 NAUFAL JUNDI A. L Tidak Ada 
16 NIA PUSPITA NINGRUM P Tidak Ada 
17 NIHLATIN AZKA P Tidak Ada 
18 NOPI ANGGITA P Tidak Ada 
19 NUGRAHA JALMA P. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
20 NURMALA OCTAVIAN A. P Tidak Ada 
21 OKTIA NUGRAHA 
NINGRUM 
P Tidak Ada 
22 PANGESTU MAHARDIKA M. L Tidak Ada 
23 PUTRI AYU NURAZIZAH P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara;  
24 RAHMA FANISA P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara;  
25 RAIHAN DANICA P. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
26 RAKHA RAFIZAL Z. L Tidak Ada 
27 RANA ADHELIA P Tidak Ada 
28 RAYHAN ELDAFFA M.P. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
29 RESTU BUDIYANTI P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara;  
30 REZA YUDHA HIMAWAN L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara;  
31 RILA HANDINI AGESTIA P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara;  
32 MUHAMMAD ROIKHAN A.R. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara;  
33 PUTRI YUNIAR P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
34 DEBRITA BERNIKE Y. I. P Tidak Ada 
  Klasikal   Tidak Ada 
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SK/KD  :  1. Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No Kompetensi Dasar   Peserta Remidial 
  Soal Objektif     
1 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMAD SYAHID H.; NABILA RIZA S.; NASYWA 
AZZAHRA M.; OKTIA NUGRAHA NINGRUM; PUTRI AYU NURAZIZAH; RAHMA 
FANISA; RAKHA RAFIZAL Z.; REZA YUDHA HIMAWAN; RILA HANDINI 
AGESTIA; PUTRI YUNIAR;  
2 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; JOSEAN HORIZON; KESIA FANI 
PANCARANINGTYAS; MUHAMMAD HAFIDH F.; MUHAMMMAD LUTHFI P.; 
MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD SYAHID H.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; 
MUTMAINNAH RADARI P.; NASYWA AZZAHRA M.; RAHMA FANISA; RAIHAN 
DANICA P.; RANA ADHELIA; RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA HIMAWAN; 
RILA HANDINI AGESTIA; MUHAMMAD ROIKHAN A.R.; PUTRI YUNIAR;  
3 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; RAHMA FANISA; PUTRI YUNIAR;  
4 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  DWIKI MAYCELLINO W.; FERDION DEANDRO T.P.; KESIA FANI 
PANCARANINGTYAS; MUTMAINNAH RADARI P.; NADIYA KUSUMAWATI; 
NAUFAL JUNDI A.; NIA PUSPITA NINGRUM; NUGRAHA JALMA P.; NURMALA 
OCTAVIAN A.; OKTIA NUGRAHA NINGRUM; PANGESTU MAHARDIKA M.; 
PUTRI AYU NURAZIZAH; RANA ADHELIA; MUHAMMAD ROIKHAN A.R.;  
5 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
6 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  DWIKI MAYCELLINO W.; FERDION DEANDRO T.P.; MUTMAINNAH RADARI P.; 
NABILA RIZA S.; NASYWA AZZAHRA M.; NIA PUSPITA NINGRUM; NUGRAHA 
JALMA P.; OKTIA NUGRAHA NINGRUM; PUTRI AYU NURAZIZAH; RAHMA 
FANISA; RAIHAN DANICA P.; RAKHA RAFIZAL Z.; RANA ADHELIA; RAYHAN 
ELDAFFA M.P.; REZA YUDHA HIMAWAN; RILA HANDINI AGESTIA; 
MUHAMMAD ROIKHAN A.R.; PUTRI YUNIAR;  
7 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
8 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  NUGRAHA JALMA P.;  
9 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  DWIKI MAYCELLINO W.; FERDION DEANDRO T.P.; KESIA FANI 
PANCARANINGTYAS; MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; 
MUTMAINNAH RADARI P.; NABILA RIZA S.; NADIYA KUSUMAWATI; NASYWA 
AZZAHRA M.; NAUFAL JUNDI A.; NIA PUSPITA NINGRUM; NIHLATIN AZKA; 
NOPI ANGGITA; NUGRAHA JALMA P.; NURMALA OCTAVIAN A.; OKTIA 
NUGRAHA NINGRUM; PANGESTU MAHARDIKA M.; PUTRI AYU NURAZIZAH; 
RAYHAN ELDAFFA M.P.; RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA HIMAWAN; RILA 
HANDINI AGESTIA; DEBRITA BERNIKE Y. I.;  
10 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  NAUFAL JUNDI A.;  
11 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  MUHAMMMAD LUTHFI P.; NUGRAHA JALMA P.; RAIHAN DANICA P.;  
12 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  NUGRAHA JALMA P.; RAHMA FANISA; PUTRI YUNIAR;  
13 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; JOSEAN HORIZON; MUHAMMAD HAFIDH F.; 
MUTMAINNAH RADARI P.; NABILA RIZA S.; NASYWA AZZAHRA M.; NAUFAL 
JUNDI A.; NUGRAHA JALMA P.; NURMALA OCTAVIAN A.; PUTRI AYU 
NURAZIZAH; RAIHAN DANICA P.; RANA ADHELIA; RAYHAN ELDAFFA M.P.; 
RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA HIMAWAN; RILA HANDINI AGESTIA; 
MUHAMMAD ROIKHAN A.R.; DEBRITA BERNIKE Y. I.;  
14 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  MUHAMMMAD LUTHFI P.; PUTRI AYU NURAZIZAH; RAHMA FANISA; RAIHAN 
DANICA P.; MUHAMMAD ROIKHAN A.R.; PUTRI YUNIAR;  
15 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; MUHAMMMAD LUTHFI P.; RAHMA FANISA; 
MUHAMMAD ROIKHAN A.R.;  
16 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  JOSEAN HORIZON; KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMAD HAFIDH F.; 
MUHAMMMAD LUTHFI P.; MUHAMMAD SYAHID H.; MUTMAINNAH RADARI P.; 
NAUFAL JUNDI A.; NIHLATIN AZKA; NOPI ANGGITA; NUGRAHA JALMA P.; 
RAHMA FANISA; RAIHAN DANICA P.; RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA 
HIMAWAN; RILA HANDINI AGESTIA; MUHAMMAD ROIKHAN A.R.; PUTRI 
YUNIAR;  
17 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
18 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  KESIA FANI PANCARANINGTYAS; MUHAMMAD HAFIDH F.; MUHAMMMAD 
LUTHFI P.; MUHAMMAD SYAHID H.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; MUTMAINNAH 
RADARI P.; NASYWA AZZAHRA M.; NUGRAHA JALMA P.; RESTU BUDIYANTI; 
REZA YUDHA HIMAWAN; RILA HANDINI AGESTIA; MUHAMMAD ROIKHAN 
A.R.; PUTRI YUNIAR; DEBRITA BERNIKE Y. I.;  
19 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  DWIKI MAYCELLINO W.; FERDION DEANDRO T.P.; JOSEAN HORIZON; KESIA 
FANI PANCARANINGTYAS; KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMAD HAFIDH F.; 
MUHAMMMAD LUTHFI P.; MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD SYAHID H.; 
MUHAMMAD ZULFA W.P.; MUTMAINNAH RADARI P.; NABILA RIZA S.; NIA 
PUSPITA NINGRUM; RAHMA FANISA; RAIHAN DANICA P.; RAYHAN ELDAFFA 
M.P.; RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA HIMAWAN; MUHAMMAD ROIKHAN 
A.R.; PUTRI YUNIAR;  
20 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  JOSEAN HORIZON; MUHAMMAD HAFIDH F.; MUTMAINNAH RADARI P.; 
NASYWA AZZAHRA M.; NIA PUSPITA NINGRUM; NUGRAHA JALMA P.; PUTRI 
AYU NURAZIZAH; RAHMA FANISA; RANA ADHELIA; REZA YUDHA HIMAWAN; 
RILA HANDINI AGESTIA; PUTRI YUNIAR; DEBRITA BERNIKE Y. I.;  
21 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; MUTMAINNAH RADARI 
P.; NASYWA AZZAHRA M.;  
22 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; MUTMAINNAH RADARI P.; RAHMA FANISA; PUTRI 
YUNIAR;  
23 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  JOSEAN HORIZON; KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMMAD LUTHFI P.; 
MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; MUTMAINNAH RADARI P.; 
NABILA RIZA S.; NADIYA KUSUMAWATI; NUGRAHA JALMA P.; RAKHA 
RAFIZAL Z.; RANA ADHELIA; RAYHAN ELDAFFA M.P.; RESTU BUDIYANTI; 
REZA YUDHA HIMAWAN; MUHAMMAD ROIKHAN A.R.;  
24 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
25 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
26 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  NABILA RIZA S.;  
27 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD SYAHID H.; 
MUTMAINNAH RADARI P.; NASYWA AZZAHRA M.; NIA PUSPITA NINGRUM; 
NOPI ANGGITA; PUTRI AYU NURAZIZAH; RAHMA FANISA; RAKHA RAFIZAL Z.; 
PUTRI YUNIAR;  
28 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  FERDION DEANDRO T.P.; KESIA FANI PANCARANINGTYAS; MUHAMMMAD 
LUTHFI P.; MUHAMMAD RAFI F.; RAYHAN ELDAFFA M.P.;  
29 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
30 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  JOSEAN HORIZON; MUHAMMMAD LUTHFI P.; MUHAMMAD SYAHID H.; 
MUTMAINNAH RADARI P.; NABILA RIZA S.; NUGRAHA JALMA P.; NURMALA 
OCTAVIAN A.; RAYHAN ELDAFFA M.P.; RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA 
HIMAWAN;  
   
 
 
 
    
Soal Essay 
1 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  DWIKI MAYCELLINO W.; FERDION DEANDRO T.P.; JOSEAN HORIZON; KESIA 
FANI PANCARANINGTYAS; KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMMAD LUTHFI 
P.; MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD SYAHID H.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; 
MUTMAINNAH RADARI P.; NABILA RIZA S.; NASYWA AZZAHRA M.; NIA 
PUSPITA NINGRUM; NIHLATIN AZKA; NUGRAHA JALMA P.; NURMALA 
OCTAVIAN A.; OKTIA NUGRAHA NINGRUM; PANGESTU MAHARDIKA M.; 
PUTRI AYU NURAZIZAH; RAHMA FANISA; RAIHAN DANICA P.; RANA 
ADHELIA; RAYHAN ELDAFFA M.P.; RESTU BUDIYANTI; REZA YUDHA 
HIMAWAN; RILA HANDINI AGESTIA; MUHAMMAD ROIKHAN A.R.; PUTRI 
YUNIAR; DEBRITA BERNIKE Y. I.;  
2 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  FERDION DEANDRO T.P.; KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMAD HAFIDH F.; 
RAIHAN DANICA P.; PUTRI YUNIAR;  
3 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  DWIKI MAYCELLINO W.; KESIA FANI PANCARANINGTYAS; MUHAMMAD 
HAFIDH F.; MUHAMMMAD LUTHFI P.; MUHAMMAD RAFI F.; MUHAMMAD 
SYAHID H.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; MUTMAINNAH RADARI P.; NABILA RIZA 
S.; NASYWA AZZAHRA M.; NIA PUSPITA NINGRUM; NOPI ANGGITA; 
NUGRAHA JALMA P.; OKTIA NUGRAHA NINGRUM; PANGESTU MAHARDIKA 
M.; PUTRI AYU NURAZIZAH; RAHMA FANISA; RAIHAN DANICA P.; RAKHA 
RAFIZAL Z.; RANA ADHELIA; RAYHAN ELDAFFA M.P.; RESTU BUDIYANTI; 
REZA YUDHA HIMAWAN; RILA HANDINI AGESTIA; MUHAMMAD ROIKHAN 
A.R.; PUTRI YUNIAR; DEBRITA BERNIKE Y. I.;  
4 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  NIHLATIN AZKA; RAKHA RAFIZAL Z.; RAYHAN ELDAFFA M.P.; MUHAMMAD 
ROIKHAN A.R.;  
5 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  FERDION DEANDRO T.P.; KRISTIAN JOSE VASULA; MUHAMMAD HAFIDH F.; 
MUHAMMAD SYAHID H.; MUHAMMAD ZULFA W.P.; MUTMAINNAH RADARI P.; 
NUGRAHA JALMA P.; OKTIA NUGRAHA NINGRUM; MUHAMMAD ROIKHAN 
A.R.;  
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SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
daerah  
 
No NAMA PESERTA L/P 
HASIL TES OBJEKTIF SKOR 
TES 
ESSAY 
NILAI KETERANGAN 
BENAR SALAH SKOR 
1 NI LUH DHITA MANIK P. P 28 2 28 18,0 92,0 Tuntas 
2 RISTYAN ARIEF R. L 22 8 22 12,0 68,0 Belum tuntas 
3 RIZKI BIMAWAN L 19 11 19 12,0 62,0 Belum tuntas 
4 RIZKY EMILSA PRATAMA L 22 8 22 16,0 76,0 Tuntas 
5 RONA AMALIA P 23 7 23 16,0 78,0 Tuntas 
6 RYAN HIDAYAT IRWAN L 20 10 20 14,0 68,0 Belum tuntas 
7 SALWA KHAIRUNNISA K. P 29 1 29 16,0 90,0 Tuntas 
8 SALWA SAUSAN RIANJANI P 26 4 26 15,0 82,0 Tuntas 
9 SAM DHIMAS YUDHISTIRA M. L 19 11 19 13,0 64,0 Belum tuntas 
10 SAVANNA SERSANIA R. P 18 12 18 15,0 66,0 Belum tuntas 
11 SEKAR CAHYA KINASIH P 16 14 16 16,0 64,0 Belum tuntas 
12 SEKAR SARI ANGGRAENI P 22 8 22 12,0 68,0 Belum tuntas 
13 SHAFFA AZKA RAMADHANI P 28 2 28 17,0 90,0 Tuntas 
14 SHEILA FAHREZA A. P. P 25 5 25 13,0 76,0 Tuntas 
15 SHEVANDA FERDIANSYAH L 19 11 19 16,0 70,0 Belum tuntas 
16 SRI AMANDA RIZKY P 20 10 20 12,0 64,0 Belum tuntas 
17 SUNYUNNA DINDA P. P 27 3 27 14,0 82,0 Tuntas 
18 TIKA PUSPITASARI  P 24 6 24 16,0 80,0 Tuntas 
19 VERA DWI NUR R. P 21 9 21 15,0 72,0 Belum tuntas 
20 VINA OKTA MIRANDA P 21 9 21 14,0 70,0 Belum tuntas 
21 VIONA TAMARA  P 22 8 22 14,0 72,0 Belum tuntas 
22 VIVIANA LOROSSAE P 20 10 20 13,0 66,0 Belum tuntas 
23 WAHYU MEGA KARTIKA P 25 5 25 16,0 82,0 Tuntas 
24 WENTAR PERMANA D. L 20 10 20 15,0 70,0 Belum tuntas 
25 WIDYA APRILIA MUJIARSIH  P 24 6 24 14,0 76,0 Tuntas 
26 WINDA PRAMITA P 26 4 26 14,0 80,0 Tuntas 
27 YAHYA ARDIAN SAPUTRA L 21 9 21 15,0 72,0 Belum tuntas 
28 YUDHA WIRA ARBIANTO L 20 10 20 14,0 68,0 Belum tuntas 
29 YUNITA ISMAWATI P 26 4 26 19,0 90,0 Tuntas 
30 ZULFA KHAIRUN NISA P 25 5 25 17,0 84,0 Tuntas 
31 ZULFANDA CAHYA R. L 21 9 21 15,0 72,0 Belum tuntas 
32 ZULFAZAZALIA PUTRI C. P 26 4 26 17,0 86,0 Tuntas 
33 RAHMAT ZULFAN L 26 4 26 16,0 84,0 Tuntas 
34 TASYA FEBRITA P 21 9 21 15,0 72,0 Belum tuntas 
                  
 -  Jumlah peserta test =  34 Jumlah Nilai =  772 506 2556   
 -  Jumlah yang tuntas =  16 Nilai Terendah =  16,00 12,00 62,00   
 -  Jumlah yang belum tuntas =  18 Nilai Tertinggi =  29,00 19,00 92,00   
 -  Persentase peserta tuntas =  47,1 Rata-rata =  22,71 14,88 75,18   
 -  Persentase peserta belum tuntas =  52,9 Standar Deviasi =  3,25 1,74 8,64   
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ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 
       
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 
BANGUNTAPAN 
 
 
Nama Tes  :  Ulangan Harian  
 
 
Mata Pelajaran :  PKn   
 
 
Kelas/Program :  X MIA 4   
 
 
Tanggal Tes  :  23 AGUSTUS 2016  
 
 
SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan daerah  
 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif 
Jawaban Tidak 
Efektif 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0,271 Cukup Baik 0,794 Mudah C Cukup Baik 
2 0,639 Baik 0,382 Sedang D Revisi Pengecoh 
3 -0,034 Tidak Baik 0,882 Mudah D Tidak Baik 
4 0,203 Cukup Baik 0,794 Mudah BD Cukup Baik 
5 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ABCE Tidak Baik 
6 0,725 Baik 0,588 Sedang B Revisi Pengecoh 
7 0,201 Cukup Baik 0,971 Mudah CDE Cukup Baik 
8 0,250 Cukup Baik 0,941 Mudah BDE Cukup Baik 
9 0,160 Tidak Baik 0,206 Sulit E Tidak Baik 
10 0,038 Tidak Baik 0,971 Mudah CDE Tidak Baik 
11 0,172 Tidak Baik 0,941 Mudah BD Tidak Baik 
12 0,093 Tidak Baik 0,971 Mudah BCE Tidak Baik 
13 0,362 Baik 0,559 Sedang D Revisi Pengecoh 
14 0,487 Baik 0,824 Mudah DE Cukup Baik 
15 0,391 Baik 0,824 Mudah AE Cukup Baik 
16 0,445 Baik 0,588 Sedang D Revisi Pengecoh 
17 0,137 Tidak Baik 0,882 Mudah BC Tidak Baik 
18 0,507 Baik 0,441 Sedang - Baik 
19 0,242 Cukup Baik 0,382 Sedang - Baik 
20 0,510 Baik 0,559 Sedang - Baik 
21 0,506 Baik 0,676 Sedang CD Revisi Pengecoh 
22 -0,023 Tidak Baik 0,941 Mudah ACD Tidak Baik 
23 0,454 Baik 0,471 Sedang - Baik 
24 0,101 Tidak Baik 0,912 Mudah BDE Tidak Baik 
25 -0,179 Tidak Baik 0,941 Mudah BCD Tidak Baik 
26 0,308 Baik 0,882 Mudah CDE Cukup Baik 
27 -0,024 Tidak Baik 0,794 Mudah A Tidak Baik 
28 0,273 Cukup Baik 0,853 Mudah AB Cukup Baik 
29 0,000 Tidak Baik 1,000 Mudah ABCE Tidak Baik 
30 0,236 Cukup Baik 0,735 Mudah A Cukup Baik 
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Satuan 
Pendidikan 
:  SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Nama Tes :  Ulangan Harian 
 
  
 
Mata Pelajaran :  PKn 
  
  
 
Kelas/Program :  X MIA 4 
  
  
 
Tanggal Tes :  23 AGUSTUS 2016 
 
  
 
SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No Butir 
Persentase Jawaban 
Jumlah 
A B C D E Lainnya 
1 79.4* 14,7 0,0 2,9 2,9 0,0 100,0 
2 47,1 8,8 5,9 0,0 38.2* 0,0 100,0 
3 5,9 88.2* 2,9 0,0 2,9 0,0 100,0 
4 14,7 0,0 5,9 0,0 79.4* 0,0 100,0 
5 0,0 0,0 0,0 100* 0,0 0,0 100,0 
6 58.8* 0,0 5,9 14,7 20,6 0,0 100,0 
7 2,9 97.1* 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
8 5,9 0,0 94.1* 0,0 0,0 0,0 100,0 
9 67,6 20.6* 5,9 5,9 0,0 0,0 100,0 
10 97.1* 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
11 2,9 0,0 2,9 0,0 94.1* 0,0 100,0 
12 2,9 0,0 0,0 97.1* 0,0 0,0 100,0 
13 5,9 26,5 55.9* 0,0 11,8 0,0 100,0 
14 82.4* 5,9 11,8 0,0 0,0 0,0 100,0 
15 0,0 5,9 82.4* 11,8 0,0 0,0 100,0 
16 2,9 58.8* 26,5 0,0 11,8 0,0 100,0 
17 2,9 0,0 0,0 88.2* 8,8 0,0 100,0 
18 29,4 5,9 2,9 17,6 44.1* 0,0 100,0 
19 41,2 5,9 5,9 38.2* 8,8 0,0 100,0 
20 2,9 29,4 8,8 55.9* 2,9 0,0 100,0 
21 26,5 5,9 0,0 0,0 67.6* 0,0 100,0 
22 0,0 94.1* 0,0 0,0 5,9 0,0 100,0 
23 14,7 29,4 47.1* 2,9 5,9 0,0 100,0 
24 91.2* 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 100,0 
25 5,9 0,0 0,0 0,0 94.1* 0,0 100,0 
26 88.2* 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
27 0,0 2,9 2,9 14,7 79.4* 0,0 100,0 
28 0,0 0,0 85.3* 2,9 11,8 0,0 100,0 
29 0,0 0,0 0,0 100* 0,0 0,0 100,0 
30 0,0 73.5* 2,9 5,9 17,6 0,0 100,0 
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SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0,529 Baik 0,529 Sedang Baik 
2 0,481 Baik 0,926 Mudah Cukup Baik 
3 0,572 Baik 0,478 Sedang Baik 
4 0,504 Baik 0,824 Mudah Cukup Baik 
5 0,360 Baik 0,963 Mudah Cukup Baik 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
            
      
Mengetahui : 
 
Banguntapan, 29 AGUSTUS 
2016 
Kepala SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Guru Mata Pelajaran 
   
   
   
   Dr. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd 
 
Dra. Erna Suryani Rahayu 
NIP 196609131991031004 
 
NIP 196711102007012025 
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Nama Tes  :  Ulangan Harian 
 
Mata 
Pelajaran 
 :  PKn 
 
Kelas/Progra
m 
 :  X MIA 4 
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SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
1 NI LUH DHITA MANIK P. P Tidak Ada 
2 RISTYAN ARIEF R. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
3 RIZKI BIMAWAN L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara;  
4 RIZKY EMILSA PRATAMA L Tidak Ada 
5 RONA AMALIA P Tidak Ada 
6 RYAN HIDAYAT IRWAN L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
7 SALWA KHAIRUNNISA K. P Tidak Ada 
8 SALWA SAUSAN 
RIANJANI 
P Tidak Ada 
9 SAM DHIMAS 
YUDHISTIRA M. 
L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara;  
10 SAVANNA SERSANIA R. P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara;  
11 SEKAR CAHYA KINASIH P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
12 SEKAR SARI 
ANGGRAENI 
P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
13 SHAFFA AZKA 
RAMADHANI 
P Tidak Ada 
14 SHEILA FAHREZA A. P. P Tidak Ada 
15 SHEVANDA 
FERDIANSYAH 
L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
16 SRI AMANDA RIZKY P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara;  
17 SUNYUNNA DINDA P. P Tidak Ada 
18 TIKA PUSPITASARI  P Tidak Ada 
19 VERA DWI NUR R. P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
20 VINA OKTA MIRANDA P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
21 VIONA TAMARA  P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
22 VIVIANA LOROSSAE P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
23 WAHYU MEGA KARTIKA P Tidak Ada 
24 WENTAR PERMANA D. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
25 WIDYA APRILIA 
MUJIARSIH  
P Tidak Ada 
26 WINDA PRAMITA P Tidak Ada 
27 YAHYA ARDIAN 
SAPUTRA 
L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
28 YUDHA WIRA ARBIANTO L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
29 YUNITA ISMAWATI P Tidak Ada 
30 ZULFA KHAIRUN NISA P Tidak Ada 
31 ZULFANDA CAHYA R. L menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
32 ZULFAZAZALIA PUTRI C. P Tidak Ada 
33 RAHMAT ZULFAN L Tidak Ada 
34 TASYA FEBRITA P menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis 
nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ; 
menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara ; menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; menganalisis nilai-nilai 
pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara;  
  Klasikal   Tidak Ada 
    Mengetahui : 
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SK/KD  :  1. menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  
No Kompetensi Dasar   Peserta Remidial 
  Soal Objektif     
1 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RISTYAN ARIEF R.; SEKAR SARI ANGGRAENI; SRI AMANDA RIZKY; VIONA 
TAMARA ; WENTAR PERMANA D.; YUDHA WIRA ARBIANTO; TASYA FEBRITA;  
2 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RISTYAN ARIEF R.; RIZKY EMILSA PRATAMA; RYAN HIDAYAT IRWAN; SALWA 
KHAIRUNNISA K.; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; 
SEKAR CAHYA KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SHEVANDA 
FERDIANSYAH; SRI AMANDA RIZKY; VERA DWI NUR R.; VINA OKTA 
MIRANDA; VIONA TAMARA ; VIVIANA LOROSSAE; WAHYU MEGA KARTIKA; 
WENTAR PERMANA D.; WIDYA APRILIA MUJIARSIH ; YAHYA ARDIAN 
SAPUTRA; YUDHA WIRA ARBIANTO; ZULFANDA CAHYA R.; TASYA FEBRITA;  
3 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  SHEILA FAHREZA A. P.; VINA OKTA MIRANDA; YUDHA WIRA ARBIANTO; 
ZULFAZAZALIA PUTRI C.;  
4 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RYAN HIDAYAT IRWAN; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; 
SEKAR SARI ANGGRAENI; VERA DWI NUR R.; WAHYU MEGA KARTIKA; 
WIDYA APRILIA MUJIARSIH ;  
5 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
6 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RISTYAN ARIEF R.; RIZKI BIMAWAN; RIZKY EMILSA PRATAMA; SAM DHIMAS 
YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; 
SHEVANDA FERDIANSYAH; VERA DWI NUR R.; VINA OKTA MIRANDA; 
VIVIANA LOROSSAE; WENTAR PERMANA D.; YAHYA ARDIAN SAPUTRA; 
YUDHA WIRA ARBIANTO; ZULFANDA CAHYA R.;  
7 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.;  
8 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RYAN HIDAYAT IRWAN;  
9 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  NI LUH DHITA MANIK P.; RISTYAN ARIEF R.; RIZKY EMILSA PRATAMA; RONA 
AMALIA; SALWA SAUSAN RIANJANI; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA 
SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SHAFFA 
AZKA RAMADHANI; SHEILA FAHREZA A. P.; SHEVANDA FERDIANSYAH; SRI 
AMANDA RIZKY; SUNYUNNA DINDA P.; TIKA PUSPITASARI ; VERA DWI NUR 
R.; VIONA TAMARA ; VIVIANA LOROSSAE; WENTAR PERMANA D.; WIDYA 
APRILIA MUJIARSIH ; WINDA PRAMITA; YAHYA ARDIAN SAPUTRA; YUDHA 
WIRA ARBIANTO; ZULFA KHAIRUN NISA; ZULFANDA CAHYA R.; 
ZULFAZAZALIA PUTRI C.; TASYA FEBRITA;  
10 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RISTYAN ARIEF R.;  
11 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  SRI AMANDA RIZKY; VINA OKTA MIRANDA;  
12 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  VINA OKTA MIRANDA;  
13 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; 
SEKAR CAHYA KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SRI AMANDA RIZKY; 
SUNYUNNA DINDA P.; VERA DWI NUR R.; VINA OKTA MIRANDA; VIVIANA 
LOROSSAE; WENTAR PERMANA D.; ZULFA KHAIRUN NISA; ZULFANDA 
CAHYA R.; ZULFAZAZALIA PUTRI C.; RAHMAT ZULFAN;  
14 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; WENTAR PERMANA D.; 
YUDHA WIRA ARBIANTO; ZULFANDA CAHYA R.; TASYA FEBRITA;  
15 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RIZKY EMILSA PRATAMA; RONA AMALIA; SEKAR CAHYA 
KINASIH; SHEVANDA FERDIANSYAH; YAHYA ARDIAN SAPUTRA;  
16 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RYAN HIDAYAT IRWAN; SALWA SAUSAN RIANJANI; SAM DHIMAS 
YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; SEKAR 
SARI ANGGRAENI; SHEVANDA FERDIANSYAH; VIONA TAMARA ; VIVIANA 
LOROSSAE; WIDYA APRILIA MUJIARSIH ; WINDA PRAMITA; YAHYA ARDIAN 
SAPUTRA; YUDHA WIRA ARBIANTO; TASYA FEBRITA;  
17 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKY EMILSA PRATAMA; SHEILA FAHREZA A. P.; SHEVANDA 
FERDIANSYAH; SRI AMANDA RIZKY;  
18 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RONA AMALIA; RYAN HIDAYAT IRWAN; SALWA SAUSAN 
RIANJANI; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR 
CAHYA KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SHEVANDA FERDIANSYAH; SRI 
AMANDA RIZKY; VIONA TAMARA ; WENTAR PERMANA D.; WINDA PRAMITA; 
YAHYA ARDIAN SAPUTRA; YUDHA WIRA ARBIANTO; ZULFA KHAIRUN NISA; 
ZULFANDA CAHYA R.; RAHMAT ZULFAN; TASYA FEBRITA;  
19 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  NI LUH DHITA MANIK P.; RISTYAN ARIEF R.; RIZKY EMILSA PRATAMA; RONA 
AMALIA; RYAN HIDAYAT IRWAN; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA 
SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; SHEILA FAHREZA A. P.; SHEVANDA 
FERDIANSYAH; SUNYUNNA DINDA P.; TIKA PUSPITASARI ; VERA DWI NUR 
R.; VINA OKTA MIRANDA; VIONA TAMARA ; VIVIANA LOROSSAE; WAHYU 
MEGA KARTIKA; YUDHA WIRA ARBIANTO; YUNITA ISMAWATI; ZULFA 
KHAIRUN NISA; TASYA FEBRITA;  
20 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RONA AMALIA; RYAN HIDAYAT IRWAN; SAVANNA 
SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SRI 
AMANDA RIZKY; VERA DWI NUR R.; VINA OKTA MIRANDA; VIVIANA 
LOROSSAE; WENTAR PERMANA D.; YAHYA ARDIAN SAPUTRA; YUNITA 
ISMAWATI; ZULFA KHAIRUN NISA; ZULFANDA CAHYA R.;  
21 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RISTYAN ARIEF R.; RIZKI BIMAWAN; RIZKY EMILSA PRATAMA; RYAN 
HIDAYAT IRWAN; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SEKAR CAHYA KINASIH; 
SHEVANDA FERDIANSYAH; WAHYU MEGA KARTIKA; WENTAR PERMANA D.; 
YAHYA ARDIAN SAPUTRA; ZULFANDA CAHYA R.;  
22 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  YUDHA WIRA ARBIANTO; RAHMAT ZULFAN;  
23 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RISTYAN ARIEF R.; RIZKI BIMAWAN; RONA AMALIA; SAM DHIMAS 
YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; 
SHEVANDA FERDIANSYAH; TIKA PUSPITASARI ; VINA OKTA MIRANDA; 
VIONA TAMARA ; VIVIANA LOROSSAE; WENTAR PERMANA D.; YAHYA 
ARDIAN SAPUTRA; YUNITA ISMAWATI; ZULFANDA CAHYA R.; ZULFAZAZALIA 
PUTRI C.; RAHMAT ZULFAN; TASYA FEBRITA;  
24 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKY EMILSA PRATAMA; SHEVANDA FERDIANSYAH; TIKA PUSPITASARI ;  
25 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  WIDYA APRILIA MUJIARSIH ; WINDA PRAMITA;  
26 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; VIVIANA LOROSSAE; 
YUNITA ISMAWATI;  
27 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RONA AMALIA; RYAN HIDAYAT IRWAN; SHAFFA AZKA 
RAMADHANI; SHEILA FAHREZA A. P.; TIKA PUSPITASARI ; VERA DWI NUR R.;  
28 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA KINASIH; SRI AMANDA RIZKY; 
WAHYU MEGA KARTIKA; WIDYA APRILIA MUJIARSIH ;  
29 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  Tidak Ada 
30 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara  
  RIZKI BIMAWAN; RYAN HIDAYAT IRWAN; SALWA SAUSAN RIANJANI; SRI 
AMANDA RIZKY; TIKA PUSPITASARI ; VERA DWI NUR R.; VIONA TAMARA ; 
VIVIANA LOROSSAE; TASYA FEBRITA;  
   
 
 
    
Soal Essay 
1 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  NI LUH DHITA MANIK P.; RISTYAN ARIEF R.; RIZKI BIMAWAN; RONA AMALIA; 
RYAN HIDAYAT IRWAN; SALWA KHAIRUNNISA K.; SALWA SAUSAN RIANJANI; 
SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR CAHYA 
KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SHAFFA AZKA RAMADHANI; SHEILA 
FAHREZA A. P.; SRI AMANDA RIZKY; SUNYUNNA DINDA P.; TIKA 
PUSPITASARI ; VINA OKTA MIRANDA; VIONA TAMARA ; VIVIANA LOROSSAE; 
WENTAR PERMANA D.; WIDYA APRILIA MUJIARSIH ; WINDA PRAMITA; 
YAHYA ARDIAN SAPUTRA; YUDHA WIRA ARBIANTO; ZULFANDA CAHYA R.; 
ZULFAZAZALIA PUTRI C.; RAHMAT ZULFAN; TASYA FEBRITA;  
2 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  RISTYAN ARIEF R.; RIZKI BIMAWAN; YUDHA WIRA ARBIANTO;  
3 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  RISTYAN ARIEF R.; RIZKI BIMAWAN; RIZKY EMILSA PRATAMA; RONA 
AMALIA; RYAN HIDAYAT IRWAN; SALWA KHAIRUNNISA K.; SALWA SAUSAN 
RIANJANI; SAM DHIMAS YUDHISTIRA M.; SAVANNA SERSANIA R.; SEKAR 
CAHYA KINASIH; SEKAR SARI ANGGRAENI; SHEILA FAHREZA A. P.; 
SHEVANDA FERDIANSYAH; SRI AMANDA RIZKY; SUNYUNNA DINDA P.; VERA 
DWI NUR R.; VIONA TAMARA ; VIVIANA LOROSSAE; WAHYU MEGA KARTIKA; 
WENTAR PERMANA D.; WIDYA APRILIA MUJIARSIH ; WINDA PRAMITA; 
YAHYA ARDIAN SAPUTRA; ZULFANDA CAHYA R.; RAHMAT ZULFAN; TASYA 
FEBRITA;  
4 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
  SEKAR SARI ANGGRAENI; SHEILA FAHREZA A. P.; SRI AMANDA RIZKY; 
SUNYUNNA DINDA P.; TIKA PUSPITASARI ; VINA OKTA MIRANDA; WINDA 
PRAMITA;  
5 menganalisis nilai-nilai pancasila 
dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
    
    Mengetahui : 
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Kepala SMA N 1 BANGUNTAPAN 
 
Guru Mata Pelajaran 
    
    
    
    Dr. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd 
 
Dra. Erna Suryani Rahayu 
NIP 196609131991031004 
 
NIP 196711102007012025 
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Nilai
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Tuntas
47%
Belum tuntas
53%
Proporsi Ketuntasan Belajar
RENCANA PROGRAM REMIDIAL 
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
Kelas    : X MIA 3 
Hari / Tanggal   : Selasa, 30 Agustus 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Jam Pelajaran) 
Materi Remidi  : 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
 
  2. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara RI dan 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 
  3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM REMIDIAL 
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
Kelas    : X MIA 3 
Hari / Tanggal   : Selasa, 30 Agustus 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Jam Pelajaran) 
Materi Remidi  : 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
 
  2. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara RI dan 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 
  3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 
Hasil Program Remidi       
No NAMA PESERTA L/P NILAI KETERANGAN 
1 FERDION DEANDRO T.P. L 90.0 Tuntas 
2 KRISTIAN JOSE VASULA L 88.0 Tuntas 
3 MUHAMMAD HAFIDH F. L 88.0 Tuntas 
4 MUHAMMMAD LUTHFI P. L 90.0 Tuntas 
5 MUHAMMAD RAFI F. L 90.0 Tuntas 
6 MUHAMMAD SYAHID H. L 90.0 Tuntas 
7 MUHAMMAD ZULFA W.P. L 92.0 Tuntas 
8 MUTMAINNAH RADARI P. P 92.0 Tuntas 
9 NASYWA AZZAHRA M. P 90.0 Tuntas 
10 NUGRAHA JALMA P. L 90.0 Tuntas 
11 PUTRI AYU NURAZIZAH P 90.0 Tuntas 
12 RAHMA FANISA P 94.0 Tuntas 
13 RAIHAN DANICA P. L 94.0 Tuntas 
14 RAYHAN ELDAFFA M.P. L 90.0 Tuntas 
15 RESTU BUDIYANTI P 90.0 Tuntas 
16 REZA YUDHA HIMAWAN L 92.0 Tuntas 
17 RILA HANDINI AGESTIA P 90.0 Tuntas 
18 MUHAMMAD ROIKHAN A.R. L 88.0 Tuntas 
19 PUTRI YUNIAR P 94.0 Tuntas 
 
 
RENCANA PROGRAM REMIDIAL 
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
Kelas    : X MIA 4 
Hari / Tanggal   : Rabu, 31 Agustus 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Jam Pelajaran) 
Materi Remidi  : 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
 
  2. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara RI dan 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 
  3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM REMIDIAL 
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
Kelas    : X MIA 4 
Hari / Tanggal   : Rabu, 31 Agustus 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Jam Pelajaran) 
Materi Remidi  : 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
 
  2. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara RI dan 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 
  3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 
Hasil Program Remidi 
No NAMA PESERTA L/P NILAI KETERANGAN 
1 RISTYAN ARIEF R. L 82.0 Tuntas 
2 RIZKI BIMAWAN L 84.0 Tuntas 
3 RYAN HIDAYAT IRWAN L 84.0 Tuntas 
4 SAM DHIMAS YUDHISTIRA M. L 94.0 Tuntas 
5 SAVANNA SERSANIA R. P 92.0 Tuntas 
6 SEKAR CAHYA KINASIH P 92.0 Tuntas 
7 SEKAR SARI ANGGRAENI P 82.0 Tuntas 
8 SHEVANDA FERDIANSYAH L 84.0 Tuntas 
9 SRI AMANDA RIZKY P 78.0 Tuntas 
10 VERA DWI NUR R. P 90.0 Tuntas 
11 VINA OKTA MIRANDA P 92.0 Tuntas 
12 VIONA TAMARA  P 84.0 Tuntas 
13 VIVIANA LOROSSAE P 86.0 Tuntas 
14 WENTAR PERMANA D. L 90.0 Tuntas 
15 YAHYA ARDIAN SAPUTRA L 88.0 Tuntas 
16 YUDHA WIRA ARBIANTO L 76.0 Tuntas 
17 ZULFANDA CAHYA R. L 84.0 Tuntas 
18 TASYA FEBRITA P 94.0 Tuntas 
 
 
PROGRAM PENGAYAAN 
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
Kelas    : X MIA 3 
Hari / Tanggal   : Selasa, 30 Agustus 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Jam Pelajaran) 
Materi Remidi  : 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
 
  2. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara RI dan 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 
  3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM PENGAYAAN 
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaran 
Kelas    : X MIA 4 
Hari / Tanggal   : Rabu, 31 Agustus 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Jam Pelajaran) 
Materi Remidi  : 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
 
  2. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara RI dan 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 
  3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Pengayaan 
Kementerian/Lembaga ini Dapat Rapor Merah dari jokowi 
Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK 
Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil laporan BPK Jokowi 
mengaku memberikan rapor merah tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang oleh BPK 
memiliki predikat laporan keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer. 
“Ini yang saya sebutkan yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau 
disclaimer, biar tahu semuanya,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015). 
Disebutkannya di hadapan semua kepala lembaga dan para menteri, ketujuh KL tersebut adalah 
Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP 
TVRI dan Ombudsman Republik Indonesia. Dari hasil laporan tersebut, Jokowi 
memerintahkan kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga yang telah disebutkan 
tersebut untuk memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan. ”Saya tadi 
hanya membacakan hasil, bukan memberi opini karena yang beri opini itu BPK. Hasil 
pemeriksanaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki,” jelas Jokowi. Untuk memperkuat 
hal itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 
memperbaiki sistem peringatan dini dengan memaksimalkan fungsi pengawasan intern di 
setiap organisasinya. “Akhir kata saya mengajak kementerian dan lembaga untuk berbenah, 
untuk memperbaiki membangun tata kelola kuangan terbuka, transparan dan 
mempertanggungjawabkan uang rakyat sebaik-baiknya,” tutup Jokowi. 
(http://bisnis.liputan6.com/read/2246121/7-kementerianlembaga-ini-dapat-rapor-merah-dari-
jokowi#) 
Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 
1. Menurut anda bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi 
atau dinilai kinerjanya oleh presiden? Berikan alasanmu!  
2. Apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara?  
3.Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan?  
4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?  
5. Menurut anda apa saja yang harus dilakukan kementerian untuk meningkatkan kinerja?  
Mata Pelajaran    :  Pendidikan Kewarganegaraan Semester   :   1
Kelas/Prgram       :   X / MIPA - IPS
Tahn Pelajaran     :  2016/2017
3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
1 Menganalisis nilai-Nilai Pancasila dalam
kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara.
6  x  45 2 2 2
2 Menganalisis Ketentuan UUD Negara RI tahun 
1945 yang mengatur tentang wilayah negara, 
warga negara dan penduduk, agama dan 
kepercayaan,pertahanan dan keamanan.
6  x  45 2 2 2
Ulangan Harian 1 2  x  45 2
Ulangan Terprogram 2  x  45 2
3 Menganalisis kewenangan  lembagalembaga
Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.
6  x  45 2 2 2
Ulangan Harian 2 2  x  45 2
4 Menganalisis hubungan struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
 8  x  45 2 2 2 2
Ulangan Harian 3 2  x  45 2
UNSP 2 2
32 x  45
Mengetahui Banguntapan,     Juli  2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd.
Dra. Erna Suryani Rahayu
NIP. 19660913 199103 1 004
NIP. 195671110 200701 2 025
September Oktober Nopember
Jumlah
Desember
PROGRAM SEMESTER
Alokasi Wakru
No
Juli Agustus
PROGRAM TAHUNAN 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
    
1 SEMESTER 1  
 
No KOMPETENSI DASAR ALOKASI 
WAKTU 
 1 
Menganalisis nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka raktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara. 
6  X  45 
 Ulangan Harian 1 2  X  45 
 
2 
Menganalisis Ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur tentang 
wilayahnegara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, 
pertahanan dan keamanan. 
6  X  45 
 Ulangan Harian 2 2  x  45 
 3 
Menganalisis kewenangan lembagalembaga Negara menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
6  X  45 
 Ulangan Harian 3 2  X  45 
 
4 
Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan 
daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8  X  45 
 
Jumah 32  X  45 
    
2 SEMESTER 2  
 5 
Menganalisis faktorfaktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai 
BhinnekaTunggal Ika. 
8  X  45 
 Ulangan Harian 1 2  x  45 
 6 
Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya 
di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika. 
8  X  45 
 Ulangan Harian 2 2  X  45 
 7 
Menganalisis arti pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
8  X  45 
 Ulangan Harian 3 2  X  45 
 Jumlah 39  X  45 
    
                                                                                                  Banguntapan,    Juli 2016 
 Mengetahui  
 Kepala Sekolah                                                                                                  Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
    
    
 Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd.                                                              Dra. Erna Suryani Rahayu 
 NIP. 19660913 199103 1 00                                                                              NIP.195671110 200701 2 025 
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I. PENDAHULUAN 
 
A. Rasional  
 
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia 
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses 
menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; memahami dan 
menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang 
kewarganegaraan; dan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 
kewarganegaraan dengan terampil.  
 
Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 
(empat)  konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara, 
ideologi nasioanl, dan pandangan hidup; (2) Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang 
menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai 
komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan 
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan 
kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa. 
 
Kegiatan pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi 
pendidikan kewarganegaraan (sikap kewarganegaraan, pengetahuan 
kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegraan) sebagaimana 
termaktub dalam silabus menitik beratkan pada pembentukan karakter 
warga negara Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia 
serta demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Pengembangan sikap kewarganegaraan, 
pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan 
secara utuh menjadi karakter diorganisasikan melalui pengembangan 
dampak instruksional, dampak pengiring, dan budaya kewarganegaraan 
dalam lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan, dan 
membelajarkan sepanjang hayat. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai 
model pembelajaran dan lingkungan belajar di kelas, di luar kelas, 
dan/atau dalam masyarakat serta jaringan (virtual). 
 
Pembelajaran PPKn dirancang sebagai wahana untuk mengembangkan 
keterampilan abad 21 melalui mata pelajaran PPKn serta memperkuat 
upaya perubahan cara pandang (mindset) para guru PPKn untuk menjadi 
lebih kreatif dan inovatif  dalam mengelola dan mengembangkan 
pembelajaran PPKn. 
 
Kompetensi, materi, dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dikembangkan melalui pertimbangan kepentingan 
hidup bersama secara damai dan harmonis (to live together in peace and 
harmony). Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas pada kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Penumbuhan dan 
pengembangan sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran, 
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pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan untuk mengembangkan 
karakter peserta didik lebih lanjut. Sekolah sebagai taman yang 
menyenangkan untuk tumbuh berkembangnya pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap siswa yang menempatkan pengetahuan sebagai 
perilaku (behavior), tidak hanya berupa hafalan atau verbal. 
 
Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 
SMA/SMK/MA/MAK ini disusun dengan format dan penyajian/penulisan 
yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. 
Penyederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, 
tidak terlalu banyak halaman namun lingkup dan substansinya tidak 
berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata urutan (sequence) materi 
dan kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip 
keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum; mudah 
diajarkan/dikelola oleh guru (teachable); mudah dipelajari oleh peserta 
didik (learnable); terukur pencapainnya (measurable assessable), dan 
bermakna untuk dipelajari (worth to learn) sebagai bekal untuk kehidupan 
dan kelanjutan pendidikan peserta didik.  
 
Silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan 
kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran, 
serta mengakomodasi keungulan-keunggulan lokal.  Atas dasar prinsip 
tersebut, komponen silabus mencakup Kompetensi Dasar, materi 
pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang 
terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang 
berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan 
inspiratif sehingga guru dapat mengembangkan berbagai model yang 
sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam 
melaksanakan silabus ini guru diharapkan kreatif dalam pengembangan 
materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model 
pembelajaran, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat 
serta tingkat perkembangan kemampuan peserta didik.  
 
B. Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah 
 
Pendidikan PPKn di SMA/MA/SMK/MAK  diharapkan dapat berfungsi 
sebagai menjadi wahana bagi peserta didik untuk mengimplementasikan 
sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan 
keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari–hari. Pendidikan 
PPKn di SMA/MA/SMK/MAK  menekankan pada pemberian pengalaman 
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu 
memahami, meneledani, dan menerapkan dalam kehidupan sehari – hari 
berdasarkan pengetahuan yang dipelajari.   
 
Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah untuk ruang 
lingkup Pancasila adalah: 
 Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Menganalisis dan menerapkan 
keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari.  
 Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar 
Negara; Menganalisis  dan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk 
mewujudkan Pancasila sebagai Dasar Negara.  
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 Menghayati dan menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran 
hak dan pengingkaran kewajiban  warga negara sesuai dengan  
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Menganalisis dan 
menyaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran 
hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
 
Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lingkup 
Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: 
 Menghargai dan melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga Negara; Merasionalkan dan menyajikan  pelaksanaan 
kewajiban, hak,  dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap 
kehidupan sehari-hari. 
 Menghayati  dan mempertahankan  isi alinea dan pokok pikiran yang 
terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan jujur; mensintesiskan dan menerapkan 
isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Menghargai dan mendukung ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan 
Negara sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 secara adil; Memahami dan mewujudkan prinsip-prinsip 
kedaulatan kedaulatan Negara sesuai Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Mensyukuri dan mendukung  nilai-nilai yang menunjukkan perilaku 
orang beriman dalam praksis pelindungan dan penegakan hukum 
dalam masyarakat untuk menjam in keadilan dan kedamaian; 
Memprediksi dan menalar hasil evaluasipraksis  (kehidupan  nyata) 
pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk 
menjamin keadilan dan kedamaian.  
 
Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah untuk ruang 
lingkup Bhinneka Tunggal Ika adalah: 
 Mensyukuri dan bersikap toleran dalam keberagaman ekonomi 
masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks 
Bhinneka Tunggal Ika; Menggali dan melaksanakan tanggungjawab 
terkait keberagaman ekonomi masyarakat. 
 Peka/peduli  dan memecahkan masalah-masalah yang muncul 
dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di 
masyarakat serta cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika; Menganalisis dan mendukung prinsip persatuan dalam 
keberagaman suku, agama, ras,dan antargolongan (SARA),dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Menganalisis prinsip harmoni    
dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Peka/peduli dan menghargai 
pendapat berkaitan masalah-masalah yang muncul dalam bidang 
social, budaya, ekonomi dan gender di di masyarakat dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika; Menganalisis dan Mendukung  peran 
mediator penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi,dan gender 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 
 Menghayati  dan membedakan nilai-nilai terkait  pengaruh positif 
dan negatif kemajuan IPTEK dengan senantiasa berlindung kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; Mengkontraskan dan menyaji hasil evaluasi  
pengaruh  positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 
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Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah untuk ruang 
lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: 
 Meyakini  dan mendukung dengan rasa tanggungjawab  persatuan dan 
kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa; Menelaah dan 
mendemonstrasikan  dampak  persatuan dan kesatuan terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 Menghargai  dan mendukung konsep bela Negara dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; Mendukung  konsep bela Negara dalam 
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengkreasikan  dan 
mendemonstrasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya 
dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan  Republik 
Indonesia; Mengevaluasi dan mendemonstrasikan dinamika persatuan 
dan kesatuan bangsa sebagai upaya   menjaga dan mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
C. Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan  
 
Kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah 
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan sebagai berikut: 
 
No Ruang Lingkup Kompetensi yang harus dicapai 
1 Pancasila Menghayati, menghargai, menganalisis dan 
menyaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
2 Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik 
Indonesia 1945 
Mensyukuri, mendukung, memprediksi dan 
menalar hasil evaluasi praksis  (kehidupan  nyata) 
pelindungan dan penegakan hukum dalam 
masyarakat untuk menjamin keadilan dan 
kedamaian 
3 Bhinneka 
Tunggal Ika 
Menghayati, membedakan, mengkontraskan dan 
menyaji hasil evaluasi  pengaruh  positif dan 
negatif  kemajuan IPTEK terhadap negara dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
4 Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia  
Mengembangkan, mempertahankan, mengevaluasi 
dan mendemonstrasikan dinamika persatuan dan 
kesatuan bangsa sebagai upaya   menjaga dan 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
 
D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan 
 
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn disusun sesuai dengan 
Kompetensi Inti tiap kelas. Kompetensi inti dirancang seiring dengan 
meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi 
5 
 
inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda 
dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai 
berikut: 
1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan 
 
Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan 
karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata 
pelajaran.  
 
Pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai 
dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai 
dengan jenjang SMA/MA/SMK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn 
dikembangkan dengan materi pokok sama, namun semakin tinggi tingkat 
kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip 
meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, 
sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. 
Kedalaman dan keluasan materi dapat dilihat dari rumusan kompetensi 
dasar. 
 
Kerangka Pengembangan Kurikulum PPKn SMA/MA/SMK/MAK  Kelas X 
sd XII mengikuti elemen pengorganisasi Kompetensi Dasar yaitu 
Kompetensi Inti. Kompetensi Inti pada kelas Kelas X sd XII yaitu: 
 
KOMPETENSI INTI SMA/MA/SMK/MAK KELAS X sd XII 
 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 
KI.1 Menghayati dan 
mengamalkan 
ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI.1 Menghayati dan 
mengamalkan 
ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI.1 Menghayati dan 
mengamalkan 
ajaranagama yang 
dianutnya. 
KI.2  Menunjukkan  
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggungjawab, 
peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), 
santun, responsif 
dan pro-aktif 
sebagai bagian dari 
solusi atas 
berbagai 
permasalahan 
dalam berinteraksi 
secara efektif 
dengan lingkungan 
sosial dan alam 
serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.2  Menunjukkan  
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggungjawab, 
peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), 
santun, responsif 
dan pro-aktif 
sebagai bagian dari 
solusi atas 
berbagai 
permasalahan 
dalam berinteraksi 
secara efektif 
dengan lingkungan 
sosial dan alam 
serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.2  Menunjukkan  
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggungjawab, 
peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), 
santun, responsif 
dan pro-aktif 
sebagai bagian dari 
solusi atas 
berbagai 
permasalahan 
dalam berinteraksi 
secara efektif 
dengan lingkungan 
sosial dan alam 
serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
KI.3  Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
KI.3 Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis dan 
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Kelas X Kelas XI Kelas XII 
pengetahuan 
faktual, 
konseptual, 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab 
fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah. 
pengetahuan 
faktual, 
konseptual, 
prosedural dan 
metakognitif 
berdasarkan rasa 
ingintahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab 
fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah. 
 
mengevaluasi 
pengetahuan 
faktual, 
konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya  
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan 
kemanusiaan,  
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab 
fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah. 
KI.4 Mengolah, 
menalar, dan 
menyaji dalam 
ranah konkret 
dan ranah 
abstrak  terkait 
dengan 
pengembangan 
dari yang 
dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, dan 
mampu 
menggunakan 
metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
KI.4 Mengolah, menalar, 
dan menyaji 
dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak  terkait 
dengan 
pengembangan 
dari yang 
dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, bertindak 
secara efektif dan 
kreatif serta  
mampu  
menggunakan 
metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
KI.4 Mengolah, menalar, 
menyaji, dan 
mencipta dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan 
dari yang 
dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri serta 
bertindak secara 
efektif dan kreatif, 
dan mampu 
menggunakan 
metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
Kurikulum PPKn Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disusun 
dengan ruang lingkup sebagai berikut: 
 Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan 
hidup bangsa.  
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk 
Negara Republik Indonesia. 
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 Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi 
dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
 
 
Kerangka Konseptual PPKn 
Secara epistemologis PPKn dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Kerangka Konseptual Materi PPKn 
 
Peta Materi PPKn SMA/MA/SMK/MAK 
 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 
1. Nilai-Nilai Pancasila 
dalam kerangka 
praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
Negara. 
2. Ketentuan Undang-
undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia tahun 
1945 yang mengatur 
tentang wilayah 
negara, warga 
negara dan 
penduduk, agama 
dan kepercayaan, 
serta pertahanan 
dan keamanan    
3. Kewenangan 
lembaga-lembaga 
Negara menurut 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4. Hubungan 
struktural dan 
fungsional 
pemerintahan pusat 
dan daerah menurut 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
1. Kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi 
manusia dalam 
perspektif  Pancasila. 
2. Sistem dan dinamika 
demokrasi Pancasila 
sesuai dengan Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Sistem hukum dan 
peradilan di Indonesia 
sesuai dengan Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
4. Dinamika peran 
Indonesia dalam 
perdamaian dunia 
sesuai Undang-undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
5. Kasus-kasus ancaman 
terhadap Ideologi, 
politik, sosial, ekonomi, 
budaya, pertahanan, 
dan keamanan dalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
6. Faktor pedorong dan   
penghambat persatuan 
dan kesatuan bangsa 
dalam Negara 
1. Kasus-kasus 
pelanggaran hak dan 
pengingkaran 
kewajiban warga 
negara  
2. Pelindungan dan 
penegakan hukum 
dalam masyarakat 
untuk menjamin 
keadilan dan 
kedamaian 
3. Pengaruh  positif dan 
negatif  kemajuan 
IPTEKterhadap negara 
dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 
4. Dinamika persatuan 
dan kesatuan bangsa 
sebagai upaya   
menjaga dan 
mempertahankan 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
8 
 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 
Tahun 1945 
5. Faktor-faktor 
pembentuk integrasi 
nasional dalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika   
6. Indikator ancaman 
terhadap negara dan 
upaya 
penyelesaiannya di 
bidang ideologi, 
politik, social, 
ekonomi, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan dalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika   
7. Arti pentingnya 
Wawasan Nusantara 
dalam konteks 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Kesatuan Republik 
Indonesia 
 
E. Pembelajaran dan Penilaian  
    1. Pembelajaran 
 
Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proses Keilmuan (Scientific Approach) 
yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan perhatian 
pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan (KI–4), 
sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi 
pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tesebut 
memiliki langkah generik sebagai berikut:  
a. Mengamati (observing),  
b. Menanya (questioning), 
c. Mengeksplorasi/mencoba (exploring), 
d. Mengasosiasi/menalar (assosiating) 
e. Mengkomunikasikan (comunicating) 
Pada setiap langkah dapat diterapkan model pembelajaran yang lebih 
spesifik, misalnya:  
 untuk mengamati antara lain dapat menggunakan model menyimak 
dengan penuh perhatian;   
 untuk menanya antara lain dapat menggunakan model bertanya 
dialektis/mendalam; 
 untuk mengeksplorasi antara lain dapat menggunakan model kajian 
dokumen historis; 
 untuk menalar antara lain dapat menggunakan model diskusi 
peristiwa publik; 
 untuk mengkomunikasikan antara lain dapat menggunakan model 
presentasi gagasan di depan publik (public hearing). 
Kegiatan belajar dan pembelajaran menekankan pada hal-hal antara lain 
sebagai berikut:  
 Meningkatkan rasa keingintahuan (Foster a sense of wonder) terkait 
hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual;  
 Meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage observation) 
dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang bersifat kasat 
mata tetapi juga yang syarat makna; 
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 Melakukan analisis (Push for analysis) untuk mendapatkan 
keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pemilikan karakter 
tertentu dan 
 Berkomunikasi (Require communication), baik yang bersifat 
intrapersonal (berkomunikasi dalam dirinya) / kontemplasi maupun 
interpersonal mengenai hal yang terpikirkan maupun yang bersifat 
meta kognitif.  
 Pembelajaran PPKn di SD/MI dilaksanakan menggunakan 
pendekatan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu 
merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 
berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 
berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, 
yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses 
pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. 
Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik 
tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian 
pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta 
didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia 
 
1. Penilaian 
 
a. Penilaian Sikap 
Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu 
sikap spiritual (ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa 
sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan toleransi dalam 
beribadah) yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang 
beriman dan bertakwa, dan sikap sosial (jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan percaya diri) yang terkait dengan 
pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, 
demokratis, dan bertanggung jawab.  
 
Penilaian sikap PPKn di SMA/SMK/MA/MAK dilakukan oleh guru 
mata pelajaran PPKn, Teknik penilaian yang digunakan meliputi: 
observasi, wawancara, catatan anekdot (anecdotal record), catatan 
kejadian tertent (incidental record) sebagai unsur penilaian utama. 
Sedangkan teknik penilaian diri dan penilaian antar-teman (peer 
evaluation) dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan 
pembentukan karakter peserta didik, sehingga hasilnya dapat 
dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil penilaian 
sikap oleh pendidik. Penilaian yang utama dilakukan oleh guru 
kelas melalui observasi selama periode tertentu dan penilaian sikap 
tidak dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar (KD). Penilaian 
sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak 
hanya di dalam kelas. Hasil penilaian sikap berupa deskripsi yang 
menggambarkan perilaku peserta didik. 
 
b. Penilaian Pengetahuan 
Pengetahuan yang akan dinilai pada PPKn di SMA/SMK/MA/MAK 
di berkaitan dengan Kasus-kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga Negara; Pelindungan dan penegakan 
hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan 
kedamaian; Pengaruh  positif dan negatif  kemajuan IPTEKterhadap 
negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Dinamika persatuan 
dan kesatuan bangsa sebagai upaya   menjaga dan 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 
10 
 
c. Penilaian Keterampilan 
Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 
penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu  
kompetensi tertentu. Perkembangan pencapaian kompetensi 
ketrampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, 
mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Gradasi pencapaian 
kompetensi keterampilan mata pelajaran PPKn pada jenjang 
SMA/MA/SMK/MAK adalah mencoba, mengolah, menyaji, menalar, 
dan mencipta.  
 
Teknik penilaian kompetensi ketrampilan  menggunakan  tes  
praktik, projek, dan portofolio. Instrumen yang digunakan berupa 
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubric. 
 
F. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan 
Peserta Didik 
 
Kegiatan Pembelajaran pada silabus ini dapat disesuaikan dan diperkaya 
dengan konteks daerah atau sekolah, serta konteks global untuk 
mencapai kualitas optimal hasil belajar pada peserta didik terhadap 
Kompetensi Dasar. Kontekstualisasi pembelajaran tersebut agar peserta 
didik tetap berada pada budayanya, mengenal dan mencintai alam dan 
sosial di sekitarnya, dengan perspektif global sekaligus menjadi pewaris 
bangsa sehingga akan menjadi generasi tangguh dan berbudaya 
Indonesia.     
 
Dalam konteks pembelajaran PPKn lingkungan (alam, sosial, budaya, dan 
sipritual) merupakan kelas global yang terbuka (open global classroom) 
yang berfungsi sebagai sumber belajar. Oleh karena itu guru PPKn harus 
selalu berupaya untuk memanfaatkan lingkungan dalam rangka 
memberikan pengalaman belajar (learning experience) peserta didik 
dengan memberikan tugas belajar (learning task) yang digali dari 
lingkungan belajar dengan prinsip semakin meluas (expanding 
environment approach) misalnya dengan kegiatan 
karyawisata/studiwisata, dan proyek belajar kewarganegaraan. 
 
Saat ini dunia pendidikan sedang beradaa dalam abad teknologi dan 
informasi.  Peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan mulai dari 
SD/MI sampai dengan SMA/MA selain sebagai warga negara juga sudah 
menjadi warga jaringan (netizen) yang aktif menjadi media teknologi 
komunikasi seperti dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sudah menjadi 
bagian dari komunitas teccnology natives (pengguna asli teknologi) karena 
sejak lahir sudah berinteraksi dalam era teknologi. Sementara itu para 
guru sebagian besar masih termasuk kategori pendatang baru (migran) ke 
dunia baru TI (Teknologi Infomrasi). Oleh karena itu diperkukan pelatihan 
pemanfaatan TI bagi guru PPKn agar mampu mengelola pembelajar PPKn 
dalam konteks dinamikan kehidupan abad ke 21- abad TI. 
 
Namun demikian tidaklah berarti bahwa sumber belajar yang sudah ada, 
yang sering juga disebut konvensional/nonteknologi seperti Buku Teks 
dan Lembar Kerja Siswa  (LKS) tidak lagi diperlukan. Justeru dengan 
bantuan TI, Buku dan LKS bentuk dan formatnya harus 
mengakomodasikan TI. dengan mengembangan Buku dan LKS menjadi 
bagian darai media belajar kombinasi  konvesional dan TI. Perlu 
ditekankan bahwa LKS jangan/bukan hanya sekedar kumpulan soal, 
melainkan harus dikembangkan menjadi media belajar yang 
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memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan belajar menganalisis, 
menerapka dan melakukan kegiatan lain yang berdampak pada 
peningkatan kemampuan berpikir tingkat tingi (higher order thinking 
skills). Dalam konteks itu guru PPKn harus dibekali dengan kemampuan 
memanfaatkan TI dalam menggunakan atau mengembangkan LKS dan 
menulis Buku pengayaan. Selain itu dengan mulai terbukanya sumber 
belajar bebas (open education resources) baik nasional maupun global, 
guru PPKn harus berupaya memanfaatkan jaringan internet dalam 
pembelajaran dengan mengembangkan pembelajaran berbasis jaringan 
(pembelajaran daring). Dengan demikian pembelajarn PPKn menjadi 
proses belajar yang terpadu/teraduk (blended learning). 
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II. KOMPETENSI DASAR, MATERI, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
A. Kelas X  
Alokasi waktu 2 jam pelajaran/minggu  
Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
1.1. Mensyukuri  nilai-nilai 
Pancasila dalam 
praktik 
penyelenggaraan  
pemerintahan negara 
sebagai salah satu 
bentuk pengabdian 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa 
2.1 Mengamalkan nilai-
nilai Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyenggaraan  
pemerintah Negara 
3.1 Menganalisis Nilai-nilai 
Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
4.1. Mewujudkan 
keputusan bersama 
sesuai nilai-nilai 
Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan Negara   
Nilai-nilai Pancasila 
dalam kerangka 
praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
a. Sistem Pembagian 
Kekuasaan 
Negara 
b. Kedudukan dan 
Fungsi 
Kementerian 
Negara Republik 
Indonesia dan 
Lembaga 
Pemerintah Non 
Kementerian 
c. Nilai-nilai 
Pancasila dalam 
Penyelenggaraan 
pemerintahan 
 Mengamati gambar 
/tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau  
membaca dari berbagai 
sumber (buku, media 
cetak maupun 
elektronik)nilai-nilai 
Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan negara 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
mendalam/dialektis 
dengan menggunakan 
high-order-thinking skills 
(HOTS) 
 tentang Nilai-nilai 
Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan Negara  
 Mengumpulkan informasi 
dari berbagai sumber 
(Buku yang relevan, 
media masa, 
memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi)dengan 
penuh kejujuran dan 
toleransi tentang Nilai-
nilai Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan Negara 
 Menganalisis dan 
mempresentasikan hasil 
analisis kerja kelompok 
tentangtentang Nilai-nilai 
Pancasila dalam 
kerangka praktik 
penyelenggaraan 
pemerintahan Negara 
1.2. Menghayati nilai-nilai 
konstitusional 
ketentuan Undang-
undang Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang 
mengatur tentang 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan 
kepercayaan, 
Ketentuan Undang-
undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia tahun 
1945  yang mengatur 
tentang wilayah 
negara, warga negara 
dan penduduk, 
agama dan 
kepercayaan, 
pertahanan dan 
 Mengamati gambar 
/tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau  
melakukan kajian 
konstitusionalitas  
(membaca ketentuan 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945)  
yang mengatur tentang 
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Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
pertahanan dan 
keamanan secara adil 
2.2 Mendukung nilai-nilai 
yang terkandung 
dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
yang mengatur tentang 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan 
kepercayaan, 
pertahanan dan 
keamanan 
3.2 Mengkatagorikan 
ketentuan Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
tahun 1945 yang 
mengatur tentang 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan 
kepercayaan, 
pertahanan dan 
keamanan 
4.2 Menyaji hasil analisis  
tentang ketentuan 
Undang-undang 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
yang mengatur wilayah 
negara, warga negara  
dan penduduk, agama 
dan kepercayaan, serta  
pertahanan dan 
keamanan          
keamanan 
a. Wilayah Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
b. Kedudukan warga 
negara dan 
Penduduk 
Indonesia  
c. Kemerdekaan 
beragama dan 
berkepercayaan 
terhadap Tuhan 
YME di Indonesia 
d. Sistem 
Pertahanan dan 
Keamanan Negara 
Republik 
Indonesia 
 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan kepercayaan, 
pertahanan dan 
keamanan 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan  pertanyaan 
dengan menggunakan 
high-order-thinking skills 
(HOTS) tentang 
Ketentuan Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang 
mengatur tentang 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan kepercayaan, 
pertahanan dan 
keamanan 
 Mengumpulkan informasi 
dari berbagai sumber 
tentang Ketentuan 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
yang mengatur tentang 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan kepercayaan, 
pertahanan dan 
keamanan 
 Menganalisis dan 
menyimpulkan serta 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 
tentangKetentuan 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
yang mengatur tentang 
wilayah negara, warga 
negara dan penduduk, 
agama dan kepercayaan, 
pertahanan dan 
keamanan     
1.3. Menghargai nilai-nilai 
terkait fungsi lembaga-
lembaga Negara 
menurut Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 secara 
adil 
2.3 Mendukung perilaku 
peduli terhadap  nilai-
nilai terkait 
fungsilembaga-
lembaga negara 
Kewenangan  
lembaga-lembaga 
Negara. 
a. Suprastruktur 
dan Infrastruktur 
sistem politik 
Indonesia 
b. Lembaga-lembaga 
Negara Republik 
Indonesia 
menurut Undang-
undang Dasar 
Negara Republik 
 Mengamati gambar 
/tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau  
membaca dari berbagai 
sumber (buku, artikel, 
media cetak maupun 
elektronik) tentang 
kewenangan  lembaga-
lembaga Negara. 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
dengan menggunakan 
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Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
menurut Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
3.3 Mensintesiskan  
kewenangan  lembaga-
lembaga Negara 
menurut Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
4.3 Mendemonstrasikan  
hasil analisis   tentang 
kewenangan  lembaga-
lembaga Negara 
menurut Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
Indonesia Tahun 
1945 Tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 
c. Partisipasi warga 
negara dalam 
sistem politik RI 
 
high-order-thinking skills 
(HOTS) tentang 
kewenangan  lembaga-
lembaga Negara 
 Mengumpulkan informasi 
dari berbagai sumber 
dengan penuh disiplin 
dantanggung jawab 
tentang kewenangan  
lembaga-lembaga 
Negaramenurut Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945 
 Menyimpulkan dan  
mempresentasikan hasil 
analisis kerja kelompok 
tentangkewenangan  
lembaga-lembaga 
Negaramenurut Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945 
1.4. Menghayati nilai-nilai 
tentang  hubungan 
struktural dan 
fungsional 
pemerintahan pusat 
dan daerah menurut 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
secara adil  
2.4 Menghargai nilai-nilai 
tentang hubungan 
struktural dan 
fungsional 
pemerintahan pusat 
dan daerahmenurut 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3.4 Mengkreasikan 
hubungan struktural 
dan fungsional 
pemerintahan pusat 
dan daerah menurut 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
4.4 Menyaji hasil 
penalaran  tentang  
hubungan struktural 
dan fungsional 
pemerintahan pusat 
dan daerah menurut 
Undang-undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
Hubungan struktural 
dan fungsional 
pemerintahan pusat 
dan daerah  
a. Desentralisasi 
atau otonomi 
daerah dalam 
konteks Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
b. Kedudukan dan 
Peran Pemerintah 
Pusat  
c. Kedudukan dan 
Peran Pemerintah 
Daerah 
d. Hubungan 
Struktural dan 
Fungsional 
Pemerintah Pusat 
dan Daerah 
 Mengamati gambar 
/tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau 
membaca dari berbagai 
sumber (buku, artikel, 
media cetak maupun 
elektronik) tentang 
hubungan struktural dan 
fungsional pemerintahan 
pusat dan daerah  
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
secara pro-aktif dan 
responsifdengan 
menggunakan high-order-
thinking skills (HOTS) 
tentang hubungan 
struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan 
daerah 
 Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber 
termasuk media cetak dan 
elektronik secara pro aktif 
dan responsif 
tentanghubungan 
struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan 
daerah 
 Menganalisis, 
menyimpulkan dan  
mempresentasikan hasil 
analisis data dan hasil 
proyek Kewarganegaraan 
secara pro aktif dan 
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Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
responsif 
tentanghubungan 
struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan 
daerah 
1.5. Mensyukuri nilai-nilai 
yang membentuk 
komitmen integrasi 
nasional dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika. 
2.5 Mendukung  nilai-nilai 
yang membentuk 
komitmen integrasi 
nasional dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika. 
3.5 Menganalisis faktor-
faktor pembentuk 
integrasi nasional 
dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 
4.5 Mendesemontarsikan  
faktor-faktor 
pembentuk integrasi 
nasionaldalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 
Faktor-faktor 
pembentuk integrasi 
nasional. 
a. Kebhinnekaan 
Bangsa Indonesia 
b. Konsep Integrasi 
Nasional 
c. Faktor-faktor 
Pembentuk 
Integrasi Nasional 
d. Tantangan dalam 
Menjaga 
Keutuhan Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
e. Peran serta warga 
negara dalam 
menjaga 
Persatuan dan 
Kesatuan Bangsa 
 
 
 Mengamati gambar 
tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau  
membaca dari berbagai 
sumber (buku, media 
cetak maupun elektronik) 
tentang Faktor-faktor 
pembentuk integrasi 
nasional 
 Mengidentifikasi dan 
bertanya mendalam/ 
dialektis secara damai 
dan toleran dengan 
menggunakan high- order-
thinking skills (HOTS) 
tentang faktor-faktor 
pembentuk integrasi 
nasional 
 Mengumpulkan informasi 
dengan Memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, menga-
nalisis dan menyimpul-
kan hasil analisis/diskusi 
kelompok tentang faktor-
faktor pembentuk 
integrasi nasional 
 Mempresentasikan hasil 
analisis kerja kelompok 
melalui debat pro kontra  
tentangfaktor-faktor 
pembentuk integrasi 
nasional 
1.6 Mensyukuri nilai-nilai 
yang membentuk 
kesadaran akan 
ancaman terhadap 
negara dan upaya 
penyelesaiannya di 
bidang Ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, 
dan keamanan dalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
2.6 Meyakini nilai-nilai 
ketahanan terkait 
ancaman terhadap 
negara dan upaya 
penyelesaiannya 
dibidang Ideologi, 
politik, ekonomi, 
sosial, budaya, 
Indikator ancaman 
terhadap negara dan 
upaya 
penyelesaiannya di 
bidang Ideologi, 
politik, ekonomi, 
sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan. 
a. Ancaman terhadap 
integritas  
nasional 
b. Ancaman di 
bidang Ideologi, 
politik, ekonomi, 
sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan 
c. Peran masyarakat  
untuk mengatasi 
 Mengamati gambar 
/tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau 
membaca dari berbagai 
sumber (buku, artikel, 
media cetak maupun 
elektronik) tentang 
indikator ancaman 
terhadap negara dan 
upaya penyelesaiannya di 
bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
dengan menggunakan 
high-order-thinking skills 
(HOTS) tentang indikator 
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Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
pertahanan, dan 
keamanan dalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika. 
3.6 Memprediksi indikator 
ancaman terhadap 
negara dan upaya 
penyelesaiannya di 
bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, 
dan keamanan dalam 
bingkai  Bhinneka 
Tunggal Ika 
4.6 Menyaji hasil analisis  
tentang ancaman 
terhadap negara dan 
upaya penyelesaiannya 
di bidang ideologi, 
politik, ekonomi, 
sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanandalam 
bingkai  Bhinneka 
Tunggal Ika 
berbagai ancaman 
dalam rangka 
membangun  
integritas  
nasional 
 
ancaman terhadap 
negara dan upaya 
penyelesaiannya di 
bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan 
 Mengumpulkan informasi 
dengan memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dan 
menganalisissecara 
bekerjasama dan 
bergotong tentang 
indikator ancaman 
terhadap negara dan 
upaya penyelesaiannya di 
bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan 
 Mempresentasikan hasil 
analisis kerja kelompok 
dan proyek 
kewarganegaraan secara 
bekerjasama dan 
bergotong royong 
tentangindikator 
ancaman terhadap 
negara dan upaya 
penyelesaiannya di 
bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan 
1.6. Menghayati nilai-nilai 
pentingnya wawasan 
nusantara dalam 
konteks Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia secara adil 
2.7 Mengembangkan nilai-
nilai tentang 
pentingnya wawasan 
nusantara dalam 
konteks Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 
3.7 Mengkarakteristikkan 
arti pentingnya 
Wawasan Nusantara 
dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia. 
4.7 Mewujudkan 
keputusan bersama 
terkait arti pentingnya 
Wawasan Nusantara 
dalam konteks Negara 
Arti pentingnya 
Wawasan Nusantara  
a. Konsep Wawasan 
Nusantara 
b. Fungsi dan 
Tujuan Wawasan 
Nusantara 
c. Aspek Trigatra 
dan Pancagatra 
dalam Wawasan 
Nusantara 
d. Peran serta warga 
negara dalam 
mendukung 
implementasi 
wawasan 
nusantara 
 
 Mengamati gambar 
/tayangan vidio/film 
dengan penuh rasa 
syukur dan atau   
membaca dari berbagai 
sumber (buku, artikel, 
dan media cetak maupun 
elektronik tentang arti 
pentingnya Wawasan 
Nusantara  
 Mengidintifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
dengan  
menggunakanhigh-order-
thinking skills (HOTS) 
tentang arti pentingnya 
Wawasan Nusantara 
 Mengumpulkan 
informasi, dan 
menganalisis tentang arti 
pentingnya Wawasan 
Nusantara  
 Menyimpulkan dan 
mengambil keputusan 
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Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Kesatuan Republik 
Indonesia 
bersama hasil analisis 
tentang arti pentingnya 
Wawasan Nusantara 
 
 
B. Kelas  XI  
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran/minggu  
 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
1.1 Menghayati nilai 
keimanan dan 
ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha 
Esa dalam 
menyelesaikan kasus-
kasus pelanggaran 
hak dan kewajiban 
asasi manusia 
berdasarkan 
perspektif Pancasila 
untuk mewujudkan 
harmoni kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
2.1 Menghargai nilai-nilai 
praksis dalam kasus-
kasus pelanggaran 
hak dan kewajiban 
asasi manusia 
berdasarkan 
perspektif Pancasila 
untuk mewujudkan 
harmoni kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
3.1 Menganalisis kasus-
kasus pelanggaran 
hak asasi manusia 
dalam prespektif  
Pancasila untuk 
mewujudkan harmoni 
hak dan kewajiban 
asasi manusia dalam 
kehidupan berbangsa 
dan bernegara 
4.1 Menyaji hasil analisis 
kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi 
manusia dalam 
perspektif Pancasila 
untuk mewujudkan 
harmoni hak dan 
kewajiban asasi 
manusia dalam  
kehidupan berbangsa 
dan bernegara 
Kasus-kasus 
pelanggaran hak 
asasi manusia 
dalam prespektif  
Pancasila. 
a. Konsep Hak 
dan Kewajiban 
Asasi Manusia 
b. Substansi Hak 
dan Kewajiban 
Asasi Manusia 
dalam 
Pancasila 
c. Kasus-kasus 
pelanggaran 
hak asasi 
manusia 
d. Upaya 
Penegakan  
Hak Asasi 
Manusia 
 Mengamati  tayangan film/vidio 
dan atau  membaca dari 
berbagai sumber dengan penuh 
rasa syukur tentang Kasus-
kasus pelanggaran hak asasi 
manusia dalam prespektif  
Pancasila 
 Mengajukan pertanyaan dengan 
penuh kejujuran dan 
kedisiplinan tentang kasus-
kasus pelanggaran hak asasi 
manusia dalam prespektif  
Pancasila 
 Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber termasuk 
media cetak dan elektronik 
dengan penuh kejujuran  dan 
kedisiplinan  kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia 
dalam prespektif  Pancasila 
 Menganalisis kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia 
dalam prespektif  Pancasila 
 Mempresentasikan hasil 
analisis dengan penuh 
kedisplinan tentang Kasus-
kasus pelanggaran hak asasi 
manusia dalam prespektif  
Pancasila 
1.2 Menghargai  nilai-nilai 
pengabdian kepada 
Sistem dan 
dinamika 
• Mengamati  tayangan 
vidio/film/gambar, Membaca 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Tuhan Yang Maha 
Esa dalam 
berdemokrasi 
Pancasila sesuai 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
2.2 Mengembangkan 
nilai-nilai praksis 
demokrasi Pancasila 
sesuai dengan 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
3.2 Mengkreasikan  
sistem dan dinamika 
demokrasi Pancasila 
sesuai dengan 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
4.2 Mendemonstrasikan 
hasil analisis tentang 
sistem dan dinamika 
demokrasi Pancasila 
sesuai dengan 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
demokrasi 
Pancasila. 
a. Hakikat 
demokrasi 
b. Dinamika 
penerapan 
demokrasi di 
Indonesia 
c. Membangun 
kehidupan 
yang 
demokratis di 
Indonesia 
dari berbagai sumber dengan 
rasa tanggung jawab, 
mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
tentang sistem dan 
dinamikademokrasi Pancasila. 
• Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber secara 
bertanggung jawab tentang 
sistem dan dinamikademokrasi 
Pancasila 
• Menganalisis dan 
membandingkan sistem dan 
dinamikademokrasi Pancasila 
dalam berbagai kurun waktu. 
• Menyajikan hasil analisis 
tentang sistem dan 
dinamikademokrasi Pancasila 
1.3 Mensyukuri  nilai-
nilai dalam sistem 
hukum dan peradilan 
di Indonesia secara 
adil sesuai dengan 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945secara 
adil  
2.3 Menanamkan  nilai-
nilai instrumental 
dalam sistem hukum 
dan peradilan di 
Indonesia sesuai 
dengan Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
3.3 Memproyeksikan 
sistem hukum dan 
peradilan di Indonesia 
sesuai dengan 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Sistem hukum 
dan peradilan di 
Indonesia  
a. Sistem hukum 
di Indonesia  
b. Mencermati 
sistem 
peradilan di 
Indonesia 
c. Menampil-kan 
sikap yang 
sesuai dengan 
hukum 
• Mengamati  tayangan 
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur dan atau  
membaca dari berbagai sumber 
tentang sistem hukum dan 
peradilan di Indonesia 
• Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan dari 
konsep sampai hipotesis secara 
pro aktif dan responsive 
tentang sistem hukum dan 
peradilan di Indonesia  
• Mengumpulkan data secara pro 
aktif dan responsive dari 
berbagai sumber tentang sistem 
hukum dan peradilan di 
Indonesia 
• Menganalisis dan 
menyimpulkan serta menyaji 
hasil analisis secara pro-aktif 
dan responsif tentang sistem 
hukum dan peradilan di 
Indonesia 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Tahun 1945 
4.3 Menyaji hasil 
penalaran tentang  
sistem hukum dan 
peradilan di Indonesia 
sesuai dengan 
Undang-undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 
1.4 Menghayati nilai-nilai 
dengan penuh rasa 
syukur atas peran 
Indonesia dalam 
mewujudkan 
perdamaian dunia. 
2.4 Menata nilai–nilai 
praksis dalam 
dinamika peran 
Indonesia dalam 
perdamaian dunia 
sesuai Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
tahun 1945 
3.4 Menganalisis 
dinamika peran 
Indonesia dalam 
perdamaian dunia 
sesuai Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
tahun 1945 
4.4 Mengkreasikan  
dinamika peran 
Indonesia dalam 
perdamaian dunia 
sesuai Undang-
undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
tahun 1945 
Peran Indonesia 
dalam 
perdamaian 
dunia 
a. Peran 
Indonesia 
dalam 
menciptakan 
perdamaian 
dunia melalui 
hubungan 
internasional  
b. Peran 
Indonesia 
dalam 
menciptakan 
perdamaian 
dunia melalui 
organisasi    
internasional  
 
 
• Mengamati  tayangan 
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur dan atau   
membaca dari berbagai sumber 
tentang peran Indonesia dalam 
perdamaian dunia 
• Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 
santun dan toleran dengan 
menggunakan high-order-
thinking skills (HOTS) tentang 
peran Indonesia dalam 
perdamaian dunia 
• Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber tentang peran 
Indonesia dalam perdamaian 
dunia 
• Menganalisisdan 
menyimpulkan serta menyaji 
hasil analisis  tentangperan 
Indonesia dalam perdamaian 
dunia 
1.5 Mensyukuri  nilai-
nilai yang membentuk 
kesadaran akan 
ancaman terhadap 
negara dalam bidang 
Ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, 
dan keamanan dan 
strategi mengatasinya 
dalam membangun 
integrasi nasional 
berdasarkan asas 
Bhinneka Tunggal Ika 
2.5 Mempertahankan  
nilai-nilai praksis 
yang membentuk 
kesadaran akan 
Kasus-kasus 
ancaman 
terhadap Ideologi, 
politik, ekonomi, 
sosial, budaya, 
pertahanan, dan 
keamanan 
a. Ancaman 
terhadap 
integrasi 
nasional 
b. Strategi dalam 
mengatasi 
berbagai 
ancaman 
terhadap 
bidang      
ideologi, politik, 
• Mengamati  tayangan  
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur dan atau 
membaca dari berbagai sumber 
kasus-kasus ancaman terhadap 
Ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan, 
dan keamanan 
• Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
menggunakan high-order- 
thinking skills  (HOTS) dengan  
percaya diri tentang kasus-
kasus ancaman terhadap 
Ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan, 
dan keamanan 
• Mengumpulkan data dari 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
ancaman terhadap 
negara dibidang 
Ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, 
dan keamanan dan 
strategi mengatasinya 
dalam membangun 
integrasi nasional 
berdasarkan asas 
Bhinneka Tunggal Ika 
3.5 Memprediksi  kasus-
kasus ancaman 
terhadap Ipoleksos-
budhankamdalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
4.5 Mendemonstrasikan  
hasil analisis 
penyelesaian kasus-
kasus ancaman 
terhadap Ipoleksos-
budhankam dalam 
bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
ekonomi, 
sosial, budaya, 
pertahanan, 
dan keamanan 
dalam 
membangun 
integrasi 
nasional 
berbagai sumber secara 
bertanggung-jawab tentang 
kasus-kasus ancaman terhadap 
Ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan, 
dan keamanan. 
• Menganalisis dan 
menyimpulkan kasus-kasus 
ancaman terhadap Ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, dan 
keamanan 
• Menyajikan hasil analisis 
dengan melakukan debat 
terbuka  secara bertanggung-
jawab dan percaya diri tentang 
kasus-kasus ancaman terhadap 
Ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan, 
dan keamanan 
1.6 Menghayati nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 
dalam Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia secara adil 
secara adil 
2.6 Mewujudkan  nilai-
nilai praksis 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 
dalam 
NegaraKesatuan 
Republik Indonesia. 
3.6 Merasionalkan faktor 
pendorong dan  
penghambat 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 
dalam Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 
4.6 Menyaji hasil analisis 
tentang  faktor 
pendorong dan 
penghambat 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 
dalam Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 
 
Faktor 
pendorong dan  
penghambat 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 
a. Makna 
persatuan dan 
kesatuan 
bangsa 
b. Kehidupan 
bernegara 
dalam Konsep 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
berdasarkan 
Undang-
undang Dasar 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 1945 
c. Faktor 
pendorong 
dan 
penghambat 
persatuan dan 
kesatuan 
Bangsa 
Indonesia 
d. Perilaku yang 
menunjukkan 
sikap menjaga 
• Mengamati  tayangan  
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur dan atau 
membaca dari berbagai sumber 
tentang faktor pendorong dan  
penghambat persatuan dan 
kesatuan bangsa 
• Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan 
tentang faktor pendorong dan  
penghambat persatuan dan 
kesatuan bangsa 
• Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber secara 
bekerja, menganalisis dan 
menyimpulkanfaktor pendorong 
dan  penghambat persatuan 
dan kesatuan bangsa 
• Menyajikan hasil analisis 
tentangfaktor pendorong dan  
penghambat persatuan dan 
kesatuan bangsa 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
keutuhan 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
 
 
C. Kelas XII  
    Alokasi waktu: 2 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
1.1 Menghayati nilai-nilai 
keadilan dalam 
mengatasi 
pelanggaran hak dan 
pengingkaran 
kewajiban warga 
negara sebagai 
pengamalan ajaran 
agama yang 
dianutnya 
2.1 Menghargai nilai-nilai 
yang melekat dalam 
pelanggaran hak dan 
pengingkaran 
kewajiban warga 
Negara sesuai dengan  
Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa 
dan bernegara 
3.1 Menganalisis nilai-
nilai Pancasila terkait 
dengan kasus-kasus 
pelanggaran hak dan 
pengingkaran 
kewajiban warga 
Negara dalam 
kehidupan berbangsa 
dan bernegara 
4.1 Menyaji hasil analisis 
nilai-nilai Pancasila 
terkait dengan kasus 
–kasus pelanggaran 
hak dan pengingkaran 
kewajiban dalam 
kehidupan berbangsa 
dan bernegara 
 
Kasus-kasus 
pelanggaran hak 
dan 
pengingkaran 
kewajiban warga 
Negara. 
a. Makna Hak 
dan 
Kewajiban 
Warga 
Negara 
b. Substansi 
Hak dan 
Kewajiban 
Warga 
Negara dalam 
Pancasila  
c. Kasus 
Pelanggaran 
Hak dan 
Pengingkaran 
Kewajiban 
Warga 
Negara 
d. Penanganan 
Pelanggaran 
Hak dan 
Pengingkaran 
Kewajiban 
Warga 
Negara 
 
 Mengamati  tayangan 
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur, membaca 
dari berbagai sumber tentang 
Kasus-kasus pelanggaran hak 
dan pengingkaran kewajiban 
warga negara.    
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan  pertanyaan 
dengan penuh tanggung jawab 
menggunakanhigh-order thinking 
skills (HOTS)tentang Kasus-
kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga 
negara  
 Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber dengan penuh 
rasa tanggung jawab tentang 
Kasus-kasus pelanggaran hak 
dan pengingkaran kewajiban 
warga negara    
 Menganalisis dan 
menyimpulkan Kasus-kasus 
pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga 
negara. 
 Menyajikan hasil pengumpulan 
data secara bertanggung jawab 
dalam bentuk display atau 
power point tentang Kasus-
kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga 
negara. 
 Menyajikan tulisan ilmiah 
tentang kasus-kasus 
pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga 
Negara 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
1.2 Mensyukuri nilai-nilai 
yang menunjukkan 
perilaku orang 
beriman dalam 
praksis pelindungan 
dan penegakan 
hukum dalam 
masyarakat untuk 
menjamin keadilan 
dan kedamaian 
2.2 Mendukung  nilai-
nilai praksis 
pelindungan dan 
penegakan hukum 
dalam masyarakat 
untuk menjamin 
keadilan dan 
kedamaian 
3.2 Memprediksi praksis 
(kehidupan  nyata) 
pelindungan dan 
penegakan hukum 
dalam masyarakat 
untuk menjamin 
keadilan dan 
kedamaian 
4.2 Menalar  hasil 
evaluasi praksis 
(kehidupan nyata) 
perlindungan dan 
penegakan hukum 
dalam masyarakat 
untuk menjamin 
keadilan dan 
kedamaian 
Pelindungan dan 
penegakan 
hukum dalam 
masyarakat 
untuk menjamin 
keadilan dan 
kedamaian 
a. Hakikat 
Perlindungan 
dan 
Penegakkan 
Hukum 
b. Peran 
Lembaga 
Penegak 
Hukum dalam 
Menjamin 
Keadilan dan 
Kedamaian 
c. Dinamika 
Pelanggaran 
Hukum 
 Mengamati tayangan 
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur dan atau 
membaca dari berbagai sumber 
tentang pelindungan dan 
penegakan hukum dalam 
masyarakat untuk menjamin 
keadilan dan kedamaian 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan dengan 
menggunakanhigh-order-thinking 
skills (HOTS) tentang 
pelindungan dan penegakan 
hukum dalam masyarakat 
untuk menjamin keadilan dan 
kedamaian 
 Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber dengan penuh 
disiplin tentang pelindungan 
dan penegakan hukum dalam 
masyarakat untuk menjamin 
keadilan dan kedamaian 
 Mengevaluasi dan 
menyimpulkan  
tentangpelindungan dan 
penegakan hukum dalam 
masyarakat untuk menjamin 
keadilan dan kedamaian. 
 Menyajikan hasil evaluasi  
secara disiplin tentang 
pelindungan dan penegakan 
hukum dalam masyarakat 
untuk menjamin keadilan dan 
kedamaian 
1.3 Meyakini nilai-nilai 
terkait pengaruh 
positif dan negatif 
kemajuan IPTEK 
dengan senantiasa 
berlindung kepada 
Tuhan Yang Maha 
Esa 
2.3 Membedakan nilai-
nilai posistif dan 
negatif kemajuan 
IPTEK dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 
3.3 Mengkontraskan   
pengaruh  positif dan 
negatif  kemajuan 
IPTEK terhadap 
negara dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 
4.3 Menyaji hasil evaluasi 
pengaruh positif dan 
negatif  kemajuan 
IPTEK terhadap 
negara dalam bingkai 
Pengaruh  
positif dan 
negatif  
kemajuan 
IPTEK terhadap 
negara. 
a. Pengaruh 
positif dan 
negatif 
kemajuan   
IPTEK 
terhadap 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
b. Sikap selektif 
dalam 
menghadapi 
berbagai 
pengaruh 
kemajuan 
IPTEK 
 
 Mengamati tayangan 
vidio/film/gambar/berita 
dengan penuh rasa syukur dan 
atau ipmembaca dari berbagai 
sumber tentang pengaruh  
positif dan negatif  kemajuan 
IPTEK terhadap Negaradalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan dengan 
menggunakanhigh-order-
thinking skills  (HOTS) tentang 
pengaruh  positif dan negatif  
kemajuan IPTEKterhadap 
negaradalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
 Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber tentang 
pengaruh  positif dan negatif  
kemajuan IPTEK terhadap 
negaradalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
 Mengevaluasi dan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Bhinneka Tunggal Ika  mengelompokan pengaruh  
positif dan negatif  kemajuan 
IPTEKterhadap negaradalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
 Menyajikan hasil evaluasidan  
melakukan sosiodrama 
pengaruh  positif dan negatif  
kemajuan IPTEKterhadap 
negaradalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 
1.4 Mengembangkan  
nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan bangsa 
dengan jujur di masa 
yang akan datang 
sebagai upaya dalam 
menjaga dan 
mempertahankan 
Negara Kesatuan  
Republik Indonesia 
2.4 Mempertahankan  
nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan bangsa 
dimasa yang akan 
datang sebagai upaya 
dalam menjaga dan 
mempertahanakan 
negara kesatuan 
Republik Indonesia 
3.4 Mengevaluasi 
dinamika persatuan 
dan kesatuan bangsa 
sebagai upaya   
menjaga dan 
mempertahankan 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
4.4 Mendemonstrasikan 
hasil evaluasi 
dinamika  persatuan 
dan kesatuan bangsa 
sebagai upaya 
menjaga dan 
mempertahankan 
Negara Kesatuan  
Republik Indonesia 
Dinamika 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 
sebagai upaya   
menjaga dan 
mempertahan-
kan Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
a. Hakikat 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
b. Persatuan 
dan 
Kesatuan 
Bangsa 
Indonesia 
dari masa ke 
masa  
 Mengamati   tayangan 
vidio/film/gambar dengan 
penuh rasa syukur dan atau  
membaca dari berbagai sumber 
tentang dinamika persatuan dan 
kesatuan bangsa sebagai upaya   
menjaga dan mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
 Mengidentifikasi dan 
mengajukan pertanyaan dengan 
menggunakanhigh-order-thinking 
skills (HOTS) tentang dinamika 
persatuan dan kesatuan bangsa 
sebagai upaya   menjaga dan 
mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
 Mengumpulkan data dari 
berbagai sumber dengan penuh 
kejujuran tentang dinamika 
persatuan dan kesatuan bangsa 
sebagai upaya   menjaga dan 
mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
 Menganalisisdan mengevaluasi 
dinamika persatuan dan 
kesatuan bangsa sebagai upaya   
menjaga dan mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
 Menyajikan hasil analisis  dan 
evaluasi dengan penuh torelansi 
tentang dinamika persatuan dan 
kesatuan bangsa sebagai upaya   
menjaga dan mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
 
 
 
